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ABSTRAK

NAMA s KELLY ANTONIO FERNANDO

PROGRAM STUD]  PROGRAM PASCASARIANA
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL

JUDUL : FAKXTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTAS] SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN
HUKUM DAN HAM

Sistem Alamtansi Xeuangan (SAK) adalah bentuk dari implementasi
Standar Akuntansi Pernerintah {(SAP). Departemen Hukum dan HAM sebagai
bagian dari entitas pemerintah telah menjalankan SAK sesuai dengan Undang —
Undang MNo. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Penelitian ini dilaksanakan denpan tujuan untvk memperoleh gambaran
mengenai tingkat keberhasilan implementasi yang ditinjau dari beberapa aspek
varigbel yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur
Birckrasi.

Penelitian ini secars garis  besar bertujuan  untuk  meng-evalnasi
implementasi SAK yang sudah berjalan di Departemen Hukum dan HAM RL
Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat
disimpulkan bahwa implemeniasi SAK padz Departemen Hukum dan HAM
dalam keadaan cukup baik dengan total rata — rata nilai skor dart 4 aspek variabel
tersebut adalah 3.67.

loplementasi sudah berjalan namun berdasarkan penilaian dari 4 aspek
variabel, semua aspek perlu ditingkatkan. Guna mencapal pepingkatan muta
implementasi, dapat dilakukan beberapa strategi yaitu, komitmen pimpinan,
peningkatan Sistem Pengendalian Intermal (SPI, pelatiban, dan peningkatan

insentif,

Kata kunci ; strategi, kebijakan, Sistem Akuntansi Keuangan
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ABSTRACT

NAMA : KELLY ANTONIO FERNANDO

MAJOR™ : NATIONAL SECURITY STUDIES CONCENTRATED
STRATEGIC PLANNING & PUBLIC POLICY

JUDLUIL s FACTORS INFLUENCED ON THE IMPLEMENTATION

OF FINANCIAL ACCOUNTANCY SYSTEM AT
INDONESIA’S DEPARTMENT OF LAW AND
HUMAN RIGHT

Financial Accountancy Systern (SAK) was manifestated from Government
Standard Of Accountancy policy. indonesia’s Department of Law And Human
Riglts. As a part of governmental entities implemented SAK based on Regulation
Number 17 released by 2603 which regulate State Financial System.

The purposes of this research is to acquired a narrative deseription about
the effectiveness of SAK implementation policy viewed from four aspect of
variabies, Commumication, Resources, Attitude and Structure of Bureaucracy.

The bottom line of the research was to evaluate the implementation of
SAK policy on Indonesia’s Department of Law And Human Rights, Based on the
conclusion made by ihe researcher using the gquantitative and qualitative
approaches, concluded that the implementation so far gained score of 3.67 based
on the research, Which can be categorized as a “good enough’ .

SAK implemented and needs (0 be re-enforce by re-arrange strategies by
strengthen few major point of view, Strong Commiiment, Internal Controlling
System {SPI), hands on training and beiter incentives to motivate human resources
behind SAK.

Key word : strategy, policy, Financial Accountancy Systerm {SAK)
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan teknologi informasi dan kemunikasi vang sedemikian
pesatnya saat ini membuat hambatan jarak dan wakiu dapat di minimalisic
sedemikian rupa, Hampir tidak ditemukan hambatan yang berarti bagi setiap
orang yang membutuhkan informasi. Sebagian besar informasi dapat diperoleh
dengan mudah.

Seiring dengan perkembangan dunia vang demikian pesat peranan negara
dan pemerintah bergeser dari peran sebagei pemerintah {goverament) menjadi
kepemerintehan {governance), pergeseran peran tersebut cenderung mengposer
paradigma kiasik vang serba negara menuin paradigma yang lebih memberikan
peran kepada masyarakaf dan swasta,

Dalam hal ini Depariemen Hukum dan HAM RI sebagai salah satu
instrumen pemerintaban melalui S¢kretariat Jenderal menunjuk satu apit kerja,
Biro Kevangan yang bertugas melaksanakan penyusunan pertasggung jawaban
laporan keuvangan. Perianggung jawsban laporan keusngan adalah ssish satu
instrumen untak mengukur efisiens], efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan.

Departemen Hukum dan HAM RI, seperti halnya bentwk — bentuk
organisasi lainnya tidak pernah terlepas dari linpkungan eksternal dan internal
yvang selalu berubah den torut berperan dalam mempengaruhi gerak dan

kemampuan organisasi dalam mencapal tujuannya. Dan sebagal organisasi yang
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berada dalam lingkungan yang dinamis serta senaniiasa berinteraksi, maka seperti
organisasi lainnya terdapat sistem dalam Depariemen Hukom dan HAM RI, yang
merupakan sebuab sisiem terbuka dimana manajemen organisasi yang harus
selalu memiliki pemahaman baik terhadap lingkungan internal maupun
ciksternalnya.

Anggaran organisasi dalam hal ini anggaran Departemen Hukum dan
HAM RI adalak bagian darl sistem organisasi yang berads dalem lingkongan
internal arganisast tersebut. Pengelolaan angparan vang berada dalam lingkungen
ntemal mergpokan salah satu kepiatan administrasi utama dalam kepemerintahan
yang menuntul pnnsip fata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi
melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatas
dapat dipa:tangg&xngjawa;clkan secara fransparan. Selain Hu, opitmalnya suatu
pengeiolaan anggaran jugs diteriukan oleh bagaimana pongpuna anggdran
mentaati kelentuan-kelentuan yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut delam rangka reformasi dalam bidang
kenangan Megara, Undang — undang No. 17 Tahun 2003 tentang Kewangan
Negara, Undang ~ Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara dan
Undang —~ Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengawssan dan Pertanggung
jawaban Keuangan Negarz menjadi landesan utama hukum dalam upaya untuk
mewujudkan good governance !

Undang — Undang tersebut mengharuskan pemerintah pusat / dacrab
untuk menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada

DPR/DPRD berups Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan

"'Suaty sistem tets kelols organisasi vntek meag-efekifkan, meag-chisienkan, meng-.ckonumiskan,
das memproduliifken pengelolaan sumbor days ekonosd dalam ronghke pencapalan  tujuen
organisasi dengan prinsip keterbukaun duw pertenggung — jJawaban,

UNIVERSITAS INDONESIA

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana Ul, 2009



Catatan atas Laporan Keusngan. Pertanggung jawaban tersebut harus disajikan

seswal dengan Stander Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disusun oleh Komite

Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

Gambar 1.l

Siandar Akuntansi Pemerintzhan

UU17/2003 | | Lu1/2004

| UL 15/ 2004

PP 24 /2005

STANDAR AKUNTANE! PEMERINTAHAN

Mengatur

Sumber 1 PP Mo, 24/ 2005 Tentang Standsr Aluntansi Pemeciighan (SAP)

Menghasltkan
Laporan Nemca Lapoaran Arus Kas
Calatan Ats Feslizast
taporan Keannan Angharan

Proses pelaporan Keuanpan Departemen Hukum dan HAM RI

dilaksanakan oleh Sekictariat Jenderal dengan menunjuk Bire Keuangan sebagai

salah safu unit kerja. Perwujudan pelaksanaan SAP adalah Sistern Akuntansi

Instansi (SAIL). Sistern Akuntansi Instansi sendini terdini dari Sistem Akuntansi
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Keunngan (SAK) danr Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara {SIMAK ~ BMN}

Kehadiran Sistem Akuntansi Isstansi {SAD dengan Sistemn Akunfansi
Keugngan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntanst Kenangan Barang
Milik Negara (BIMAK-BMN) nya adalah bentuk produk implementasi snatu
kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Menurut William N Dunn
(1993:80) berpendapat bahwa implementasi kebijakan (policy implementation)
pada dasarnyas merupakan aktvitas prakiis, vang dibedaken dari formulasi
kebijaksanaan, yang pada dasarnys bersifal leoritis. Tuiplementast kebijakan
berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kobijakan sampai tercapainya
hasil kebijakan it sendini.

Sistermn Akuntansi Keuangan {SAKX) terdisi dart empat unit kega

= Unit Akuntansi Pengguna Anggaran {UAPA) pada  tingkat
Kementerian Negara / Lembaga ;

»  Usit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran ~ Eselon HUAPPA-
El) pada tingkat Eselon I;

s  Unit ARuntansi Pembante Pengguna Anpgaran — Wilayah |
{UAPPA-W) pada tingkat wilayah ;

= Unit Akuntansi Kuasz Penggenaa Anggaran (UAKFPA) pada tingkat
satuan kerja (Satker)

Sistem Informasi Mangjemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK ~

BMN) terdiri dart empat onit kerja

= Unit Akuntansi Pengguna  Barang (UAPB) pada tingkat

Kementerian Negara / Lembaga
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» Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang — Eselon 1 (UAPPB-
E1) pada tingkat Eselon I ;

* Unit Akuniansi Pembantu Pengguna Barang — Wilayah (UAPPB-
W) pada tingkat wilayah ;

* Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada tingkat

satuan kerja (Satker).

Gambar 1. 2. Proses input-proses-output pada UAKPA
(sumber : Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan)

Unit — unit berdasarkan uwraian diatas berfungsi sebagai bentuk instrumen
pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada
Laporan Keuangan Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2006, 2007 dan 2008
masih dinyatakan disclaimer (tidak menyatakan pendapat). Hasil audit im
terbentuk karena masih banyak kendala yang dihadapi oleh Departemen Hukum

dan HAM RI dalam proses pelaporan dan pertanggung jawaban Keuvangan yang
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telah dintur dalamm Persturan Menteri Keuangan No. S9/PMK.06/2005 fentang
Sistern Akuntansi dan Pelaporan Kevangan Pemerintah Pusat.

Hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Biro kevangan dalam
hal belum tertibnya manajemen menyebabkan pengimplementasian SAI tidak
berjalen sesuai dengan ketentuan ving lelah ditetapkan datam Uadang ~ Undang
No. 15 twshun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tangpung Jawab
Kevangan Negara. Selain belum terliboya manajemen dan pengelolaan aset
negars dengan baik, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemeriksaan
laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan hasil audit BFK
untuk tahun anggaran 2007, dan 2008, vaity ;

1. Budaya pelaporan Keuangan yang belum dilaksanakan dan dipahami
dengan benar oleh para Pemegang Kuvass Pengguna Anggaran dalam hal
ini para kepala Sataan kerja dalam lingkop Pelaporan Keuangan;

2. Helum terbeniuk koordinasi yang baik dalam hal rekonsiliast data antara
Biro Keuangan yang menangani pelaporan keuangan melalui apitkasi SAK
dengan Birc Perlengkapan yeng menangant pelaporan inventaris barang
railik nepara melalui aplikasi SIMAK-BMN;

3. Belum optimalnya sumber dava manusia yang berlatar belakang akuntansi
dan kemputerisasi dan optimalisasi pendidikan dan pelatihan dalam bidang
akuntansi sangat diperlukan untuk mewujudkan penyafian Laporan
Pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel;

4. Sistem Pengedalian Internal (SP1) dalam hal ini Tugas Pokok daa Fungsi
Inspektorat Jendsral dalam penvusuman laporan keuvangan belum

memadal;
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5. Penyusunan laparan kevangan belum seluruhaya dilakukan sesuai dengan
Sistem Akuntansi Instansi yang telah ditetapkan;
6. Belum optimalnya penyusunan kebijakan akuntansi departemen yang
sesual dengan Standar Akuntansi Pernerintahan;
7. Terdapatnya Pendapatan Negara Bukan Pajak yang belum dilaporkan
sebagai realisasi pendapatan;
8. Terdapal beberapa rekening gire yang tidak dilaporkan dalam laporan
keuangan;
9. Belum adanya sistem aplikesi {piranti lunak} yang baku atas Sislem
Akuntansf Instansi, tlap tahun terus adanya perubahan®;
10, Dukungan dan perawatan piranti keras vang belum memadai’;
Predikat Disclaimer yang diraih oleh Laporan Keuangan Departemen Hukum dan
HAM RI adalah pencerminan dari hasil suatu kebijakan yang belugm mencapal
sasaran dengan baik. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan dengan perwujudan salah
satu instrumen pendukung yaitu Sistern Akuntansi Kevangan (SAKY} adalah wujud
dari implementagi. Predikat Disclaimer yang diraih Departersen Hukum dan
HAM selama 3 tahun berturut —turut adalah buki behwa implementasi SAK perly
dikaji daxt di analisa. Saudari Ari Ariyani dalam karvanya “Evahuasi Implementasi
Seandar Akuntanst Pamerintahan Pada Sekretariat Jenderal Depariemen Hukum
Dan Ham RY”" menyimpuoikan bahwa implementasi SAP sebapai payung hukum
SAI sudah di implementasikan dengan bsik, namun dalam pelaksanaan nya SAI

masih terbentur pada beberapa kendala. SAP sebagai payung hukum memang

* Apiikasi SAI baik SAK maupun SIMAK-SMN seialn mengaleri perubzhan, melalui file update.

? Data SIMAK « BMN 2008 ~ Suat ini Departemen Hukom den HAM R memiliki 8197 aset kompwter
{PC) pads 745 kantor, yang sangat memadal natuk mendukung SATL namun pada kenyataannya
dukuapan perawalan {meinrenance) yang kusang diperkirakan hanya 50% dari aset piranii keray
tersebut yang bisa di operasikan dengan baik

s
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telah di implementasikan oleh Departemen Hukem dan HAM, namun SAT sebagal
instrumennya sebagai implementasi lanjutan belum dilaksanakan dengan baik.

Untuk mengukur efektifitas svaty kebijakan mencapai sasaran atau fujuan
yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan, George C. Edward IIT (1978:295-305)
berpendapat ada 4 (empat) aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakaﬁ
vang saling berinteraksi dan saling berpengaruhi sebagal berikut 1 (1)
Komunikasi, (2} Sumber daya, (3} Sikap, dan (4) Struktur Birokrasi,

Dar uraizn fersebut diatss dapat tersirat bahwa Sistem Akuntansi
Keuangan merupakan medis paling efeklif dalam menyvampaikan informasi
keuangan sebagai bghan dalam proses pengambilan keputusan dan Sistem
Akuntansi  Kevangan adalah  bagian  dad  implementasi  dari  kebijakan
(implementation policy). Berdasarkan laporan keuangan terscbut dapat diketahui
adanya hambatan — hambatan, penyimpangan — penyimpangan sehingga tindakan
perbaikan dapat dilskekan sedini mungkin. Sebapaimana dikemukakan oleh
Pornomosidi {dalam F. Bakara, 2000:537} mengatakan sebagai berikut

“Pelaporan mengutarakan fakta — fakia apa adanya tanpa bumbg —
bumbu yang mencakup penyimpangan pelaksanaan ierhadap
rencena, kondisi nyata lapangan, kesvlitas — kesulitan prakiis
lapangan, perkembangan — perkembangan baru lapangan”

Mengingat salah satu fungsi Biro Keuangan yaitu pelaksanaan Akuniansi
dan penyusunan Laporan Kevangan Departemen dan pembiaysannya bersumber
dari dana APBN vang harus dipertanggung jawabkan kepada DPR. Laporan
Keuangan Departemen Hukum dan HAM RI yang selama 3 tahun berturut — lurut
mendapat predikat Disclaimer dari BPK menarik untak di evaloasi sampai sejsuh

mana implementasi Sisiem Akuntanst Kevangan dapat berjaian pada Sckretariat
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Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI menuju Laporan Keuvangan yang
akuntabel, transparan dan sesvai prosedur
1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan wralan fersebut diatas maka dapat disimpulken pokok

permasalahan penelitian sehagai berikut ;

1. Bagaimana faktor — faktor Xommunikasi, Sumber Daya, Sikap dan
Struktur Birokrasi mempengaruhi implementasi Sistemn Akuntansi
Keusngan di Departemen Hukum dan HAM 7

2. Bagaimana stategi yang perlu dilakuken oleh Sekretariat Jenderal
dalani mendukung peleksanean implemeniasi Sistem  Akuatansi
Keuwangan Departemen Hukum dan HAMRI 7

1 3 Tujuan Penelitian,

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka

penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui faktor ~ faktor Komunikasi, Sumber Daya, Sikap

dan Strukeur Birokrasi mempengaruhi implementasi Sistem
Akuntansi Keuangan pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum
dan HAM

2. Untuk mengetahui) strategl yang perlu dilakuksn oleh Sekretariat

Jenderal dalam mendukung pelaksanaan implementasi Sistem

Akuntansi Keuangan pada Departemen Hukum dan HAM RY
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1.4. Manfast Penelitian
1.4.1. Manfaat Akademis / Teoritis.

Hasil penclitian ini bagi penulis selaku praktisi akademis berguna selain
menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman melalyi penerapan ilmu dan
teori perencanaan strategl yvang diperoleh selama perkulishan dengan keunyataan
yang ada pada lingkungan kerja penulis, juga sebagai bahan kajian lebih lanjut
bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan {imu pengetalman terutama dalam
hal ilmu percocanaan strategl yang semakin kompleks sejalan dengen
perkembangan zaman. Scbagai salah satu referensi dan tarbahan pengetahuan
mengenal perencanaan strategl bagi segepap civitas akademiks Universitas
Indonesia.

1. 4. 2. Maufaat Praktis.

a. IDdiharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi segenap
pimpinan di Departemen Hakum dan HAM KI pads umumnya dan
khususnya segenap pimpinan Sekretariat Jendersl guna dapat
mengambil kebijakan / keputusan dalam peningkatan kualitas
pelaporan kenangan Departemen Hokum dan HAM RIL

b. Moemberikan sumbangan pemikiran bagi Xementerian Negara
/Departemen, Badan dan Lembaga Lain yang memilikt permasalahan
yang sama, khususnyn yang berkaitan dengan upaya peningkatan
mutu pelaporan keuangan Instansi Negara yang lebih baik.

1.5. Ruang Lingkop Penelifian.
Mengingat fukta bahwa Sisten Akuntansi  Keunangan berjalan

berdampingan dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara dan
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keduanya adalah bagian dari Sistem Akuntansi Instansi namun keterbatasan wakin

yeng dimiliki penolis maka studi penelitian pada tesis ini hanya akan terfokus

kepada Sistem Akuntansi Kevangan.

1, 6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, pokok — pokok pikiran yang ditvangkan

tersusun dalam bab — bab sebagai berikut :

BABI

BABII

BAB I

BABIV

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat pepelitian, rvang lingkup
penelitian dan sistematika penulisan.

TINJAUAN LITERATUR

Bab ini menguraikan tentang teori - feori vang terkait dengan
Sistem Informasi Akuntansi, teori kebijakan publik, implementasi
kebiiakan publik, akuntansi sckior publik, serta aplikasi
penunjangnya dan hesil penelitian sebelumnya yang pemnah
dilakukan oleh peneliti lain.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini skan diwraikan metode yang akan digunskan dalam
penelitian, lokasi penclitian, teknik pengumpulan data, responden
penelitian dan teknik analisa data.

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan di sajikan obyek penelitian serfa gambaran
singkat mengenai Aplikasi Sistern Akuntansi Keuangan {(SAK)

Departemen Hukum dan HAM Rl dan
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BABYV

BAB VI

12

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan menguraikan mengenai basi] peneliian yang
dilakukan dengan metode yang digunaken sebagaimana di uraikan
dalam bab sebelumnya,

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta
saran — saran yang akan di berikan olch penulis dalam rangka
meningkatkan motivasi kerja pegawai Departemen Hukum dan
HAMRI

UNIVERSITAS INDONESIA
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BAB I
TINJAUAN IATERATUR

Proses pelaporan keusngan pemerintah adalah sebuah proses penyajian
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akentabilitas dan
membuat keputusan, balk keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dan svatu
bentuk dari pertanggung jawaban oleh organisasi pubBk yvang tercipta dari proses
kebijakan publik.
2. 1. Definisi Sistem

Lucas {1987;5) mendeflinisi sistem sebagai suatm kumpulan atau himpunan
dari unsur, komponen dan varisbel yang terorganisir, saling berinreraksi saling
bergantung satu sama lain dan terpadu. Hampir serupa dengan Lucas, Kast (1985;
13} mendefinisikan sistem sebagal suatu kesatuan yang terdirt dari komponen -
komponen yang saling terkalt satu denmgan yang lainnva. Meleod (1996;14)
menyatakan bahwa semua sistem tidak memiliki kombinasi elemen — elemen yang
sama tetapi suatu susunan dasar tergambar scbagai berikut :

Gambar 2. 1 Susunan Dasar Elemen Sistem

Tistuan

Faput }—h’ Fransformasi ;-——--’I Ousput

Sumber : Mcleod Jr, Raymond, 1998, SBigtern Informasi Mangjemen Jilid |, Tejemahan Hendra
Teguh SE, Ak. PT. Prehallindo, Jukarts, Hal 14
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Penjelasan Mcleod terhadap gambar tersebut adalah sebagai berikut -
sumber daya input divbah menjadi sumber daya outpat. Sumber daya mengalir
dari elermen inpwr melslol elemen transformasi kepada elemen oufput. Suatu
mekanisme kontrol memantan proses transformasi untuk meyakinkan bahwa
sisten tersebut memenuhi tujuannya, Mekanisme kontrol ini dihubungkan kepada
arus sumber daya dengan memakai suvatu lingkaran umpan balik yang
mendapatkan informasi dari owiput sistem dan menyediakan informasi bagi
mekanisme kontrol.

2.2, Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai Public
Policy, Istilah kebijakan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan
kegiatan — kegiatan pemeriniah sebagai pedoman berlindak serla perilakn negara
pada umumnya. Pendapat dari Jataodiprodjc {(1988:8) bahwa kebiizkan adaiah
ketetapan ataupun ketentaan — ketentvan yang diterbitkan oleh pejabal dari
instansi yang berwenang, vang bersifat schagai pedoman, peganpan, petunjuk,
himbingan untuk mewujudkan suatu kesepahaman dan kecocokan ientang
tindakan, langkah — langkah dan cara — cara yang harus ditempuh, serta sumber —
sumber dan wakiu yang barys dipergunakan dalam rangka melaksanzkan
rangkainn kepiatan dani sekelompok manusia yang ferorganisasi sehingga lterjadi
dan terpelihara dinamika gerak langksh yang terpadu, searah dan scirama bag
lercapainya wiuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Dwidiowiyoto (2003:4) secara sederhana merumuskan definisi kebijakan
publik adalzh

“Sepala sesuate yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh
Pemerintah”
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Menggunakan kaiz “segale sesuatu”™ menurutnya karena kebijakan publik
berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik vang
berkenaan dengan aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan
dengan hubungan antar warga maupun antara warga dengan Pemerintah, Istilah
“dikerjakan™ yang dipakai, kareny istilah “kera” sudah merangkum proses “pra”
dan “pasca”, vaifu bagaimona pekerjoan tersebut dirumuskan, diterapkan dan
dinilai hasiloya, Istilah kerja adalsh istilah vang bersifat aktif dan memaksa
karena kata kuncinya adalah keputusan.

Ada tiga hal yang penting dalam pemahaman kebijakan publik, menurnt
Drwidiowiyoto {2003:4) kebilakan publik ferbagi atas perumusan Rebijakan,
implementasi kebijakan das evaluasi kebijakan. Setiap hal di duniz pastl ada
tujuanaya. Demikian pula kebijakan publik, hadir dengan tujnan tertenty yaita
untuk mengator kehidupen borsama, seperti mencapal fujuan misi dan visi
bersama yang telah disepakati. Pendapat dari Dwidjowijote (2003:63) karakter
dari kebijakan publik dapat dibagt dua jenis, yaitu :

“regulatif versus deregulatif | atau restmiktif versus non-restrikif
dan alokasi versus distributif/ redistributal

Kebijakan Jenis periama adalsh kebijakan yang menctapkan hal — bal yang
dibebaskan dari pembatagan — pembatasan. Sebagian besar kebijakan publik
berkenzan dengan hal — hal vang regulatif / restruktif dan deregulatif / non ~
restruktif. Kebijakan jenis kedua adalab kebijakan alokatif dan distributif,
Kebifakan ini biasanya berupa kebijukan - kebijakan yang berkenaan dengan
anggaran alau ketangan publik.

Keadaan masalah merupakan faktor kunci dalam pekerjaan analisis

kebijakan. Keadaan masalah harus dapat diterjemahkan menjadi permasalahan
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kebijakan. Permasalahan kebijakan adalah konstruksi pikiran yang konsepiualisasi
dan spesifik kesdasn masalah. Bromley (1989:34) telah menyasun model
kebijakan berdasarkan hirarki dalam pengambilan Keputusan, ada Hpa tingkatan
yang berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan, yaitu Policy level
Organizationad level dan Operational level Hirarkhi dalam proses penyusunan

kebijakan tersebut digambarkan di datam gambar berikat,

Policy Level o T

l

Inslitusional arrangements

l

Organizaticmat Lavel —

!

Institusional arrsngements

!

Opearational Loved

l

Paticrns of Interaction

!

Duicomes

|

Assessment

Gambar 2.2 : Hirarkhi dalam proses penyusunan kebijakan
Sumber : Daniel W, Bromley
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2. 3. Evaluasi dalam Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik seringkali hanya dipahami sebagal evaluasi atas
implementasi kebijakan saja.  Sesunggubnyz evaluasi kebijakan publik
mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi
implementasi kebijakan, dan evaluasi hingkungan kebijakan. Ketigs komponen
inilah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna alau tidak. Namun
demikian, konsep di dalam konsep “evaluast” sendiri selalu terikal konsep
“Kinerja”.

Evaluasi membert informasi yang valid dan dapal dipsreaya menpenai
kinerja kebijakan, yaitu seberapa javh kebutuhan nilal, dan kesempaltan telah
dicapal melalui findakan publik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi
dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tojuan dan target sesta
evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode — metode analisis kebijakan
Iainnya, termasuk perumusan masalal dan rekomendasi, Jadi meski berkenaan
dengan keseluruhan proses kebijaken, evaluasi kebijakan lebih berkenan pads
kineria dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Bvaluasi bmplementasi kebijakan dibagi tiga menarut timing evaluasi,
yakni sebelum dilaksanakan, pada wakty dilaksanakan, setelah dilaksanakan,
Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut William M. Dunn (1999) sebagai
gvaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan vang juga disebut sehagai evaluasi
konsekuensi {ontput) kebijakan dan / atau evaluasi pengaruh {(eufcome} kebijakan,
Secara umum istilal evaluast dapat disemakan dengan penaksiran {apprafsel),

pemberian angka {rafing} dan penilaian {ussessment).
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Evaluasi mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan dengan
metode — melode analisis kebijakan yang lain yailn mempunyai titik berat pada
hubungan kelergantungan antara pilai dan fakia serta orientasi pada mass kind dan
masa lalu (Dunn, 1999 : 833
2. 4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnys adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapal tujuannya. Menurut Dwidjowijoto (2003:158) bahwa ¢

“Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua
pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan
dalam bentuk ~ bentuk program atau melalui formulasi kebijakan
derivat atau turunan dari kebljakan tersebut”

Dalam hal implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan ofeh Dunn
{1995 : 80} berpendapat bahwa implementasi kebijakan {(poficy implementation)
pada dasarnya merepskan skiivites prakis, yang dibedakan ded fopmulasi
kebijakan, yang pada dasarnya bursifat teorits. Implementasi kebijakan borarti
pelaksanaan dan pengendaiian arah tindakan kebijakan sampai fercapainya hasil
kebijakan itu sendiri.

Menuorut Wahab (1990 : 88) terdapat lima bagian yang dapat diajukan
untuk dinilai atau dievaluasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijakan
publik, vaitu outpui kebijakan atay keputosan dari badan pelaksana, dampak nyvata
keputusan terhadap badan pelaksana, persepst terhadap keputusan dart badan
pelaksana, dan ¢valvasi kebijekan atau peraturan perundang —~ undangan yang
bissanya bersifat politis, batk untuk perbaikan atavpun psnysmpumasn
pelaksanaan kebijakan,

Seclanjutnya untuk mengetahul stau mengukur suatu kebijakan beatuk

peraturan unfuk mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat
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kebijakan, George C, Edward HI (1978 : 295-305) berpendapat ada 4 (empat}
variabel dengan indikator - indikaior yang dipergunakan sebagai sesualu yang
dapat diukur atau diteliti untuk mewakili empat variabel] tersebut, adalah sehagai
berikut ¢
{1} Komunikasi, merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk
peraturan, dalam hal ini apakab pedoman pelaksanaan sistemn pemantauan
dan pelaporan.  Peagertian  komunikasi di sini berkaitan  dengan
penyampaian tuformast, ide, ketrampilan, peraturan, dan lain - lain
menggunakan sarana terteniu kepada pihak yang berhak menerimanya
sebagaimana dikemuvkakan oleh Anwar Arifin (2005:5} sebagai indikator
indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan
komunikasi peraturan tersebut meliputi :
&. FPenyaluran komunikasi
Ada beborapa saluran komunikasi dalam organisasi. Azhar Kasim
{1993 71} meogemukakan pola komunikasi formal dapat di
identifikasikan menjadi 3 (tiga), yaita:
a. 1. Komunikasi ke bawah
Komunikasi vanpg berasal dad pimpinan fertingsi difujukan
kepada pimpinan menengah kepada manajemen tingkat rendah,
dan terus kepada para bawahan. Fungsi komunikasi ke bawah
untuk memberikan pengarahan, instruksi, indoktrinasi, evaluasi
dan juga meliputl informasi tentang tujuan organisasi, kebijakan,
peraturan, insentif, manfaat, dan lain — lain. Media yang paling

banyak digunakan adalah rapaf, telepon, memo, buletin,
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pengumaman, peluniuk weatang prosedur, laporan tahunan dan

sehagainya,

b, 2.Komunikasi ke ams

Komunikasi yang berasal dari bawahan dan ditgjukan kepada

atasan menurt ganis hiravkhi dalam organisasi. Fengsinya adalah

untuk mengetalnl keglatan —~ kegiatan para bawahan termasuk

keputusan yang mereka buaf dan bagaimana prestasi kerja

mereka.  Bentuk - bentuk  komunikasi meliputi  laporan

pelaksanaan pekerjaan, saran — saran, rekomendasi, rencana

apggaran, pendapat, kelushan, permintaan bantuan,
sebagainya,

¢ 3. Komunikasi Lateral

dan

Komunikasi yang terjadi antara orasg — orang yang menduduki

jabatan — jabaian setinglat dalam strukiyr organisast (komunikasi

horizontal} dan antara orang — orang yang menduduki jabatan —

jabatan vang berbeds tingkatap, (Clapl tidak ada hubungan

komande langsung (komunikasi dizgonal}. Komunikasi ini feradi

sceara leratur antara pegawat yang bekerja dalam sati tim, antara

kelompok kerja yang mempunyal tugas — tugas yang saling

tergantung antara staf dan lini dan sebagainya. Fungsi utamanya

adalsh  koordisasi  pekerjasn  dan  pemecahan  masalah.

Komunikasi ini lebih efektif dan lebih cepat dibandingkan dengan

komunikasi melalui saluran — saluran hirarkhi, karena selalu

langsung berkomurikasi antar pejabat yang bersangkutan. Media
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yang paling banyak dipakai adalah rapat, memo, telepen dan
pertemuan langsung, dan scbagainya. Menurut Robbins
(1994:381) menambahkan bahwa komunikasi lateral ini
melibatkan rekan kerja setingkat. Komunikasi Isteral dianggap
paling efektif untuk koordinasi dan pemecahan masalah, karena
tidak memerlukan waktu vang lama dan fidak melewati kil
vertikal.
b, Keielasan Komunikast
Isi, pelaksansan den waktu pelaksanzan dari kebijakan harus di
informasi secara jelas. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan
yang telah disampaikan kepada aparal pelaksana dapat terjads, karena
mudahnya maksud kebijakan ontuk dipahami atau terdapat kerumiten,
sehingga menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi kebur atan
membingungkan aparat pelaksana,
¢. Konsistensi komunikasi
Konsistensi ini terka! dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparal
pelaksana kebijakan dalam memaham: secara jelas dan benar terhadap
pedoman yang dilaksanakannya.
{2} Sumber dava
Sumber — sumber daya yang diperiukan melalsi indikator — indikatornya
daiam peniiaian dalam hal inf adalah ©
#. Adanyaz sumber dayas manusia sebagal pelaksana kebijakan, dimana
sumber daya manusia fersebul harus memiliki jumlah yang cukup dan

memenuhi Kualifikasi untuk dapat melaksanakan kebijakan. Sumber
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daya manusia yang dimaksud adalah yang cukop dan memenuhi
kualifikasi, serta meroiliki pengefahuan dan  kewampilan  yang
raemadai dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan,

b. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

¢. Adanva informast vang dimilild oleh sumber daya manusia untuk
melaksanakan kebijakan vang telah ditetapkan.

d. Tersedianya sarana dan prassrana yang memadai.

(3} Sikap, yaitu sikap aparat pelaksana yang mendukung atas pelaksanaan
suaty kebijakan vang telah ditetapkan. Kesediaan menerima dan
melaksanakan secara bijak dapat diartikan bahwa setiap aparat pelaksana
dengan kesadaran tugas dan tanggung jawabnya tanpa paksaan melakukan
tegas sebagaimana yang diamanatkan dalam peratursn tersebut dan
mempunyai konsekuensi penting bagi implementast kebijakan yang efekiif

{4) Sturuktur Berokrasi terdini dari 2 indikatos :

A, Stendard Opergting Procedures (SOF) berkembang sebagal dard
tanggapan internal terhadap wakty yang terbatas dan sumber — sumber
dard para pelaksana sorfa kelnginen untuk keserapaman dalam
bekerianys organisasi — organisasi vang kompleks dan tersebar luas.

b, Fragmentasi, berasal dari tckanan — tekanan di Juar unit birokrasi,
sepert? komite — komite legislatif, kelompok — kelompok kepentingan,
peiabat — pejabat eksekulif, konslitusi negara dan sifat kebijakan yung

mempengarehi organisasi birokrasi pemerintah.
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Fragmentasi organisasi ckan mempunyai pengaruh yang besar terhadap
implementasi kebijakan. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan
sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkeli dengan radikal
mendesentralisasikan kekuasaan untuk mencapal {ujman — lujuan yang
telah ditetapkan. Kondisi ini akan berpengaruh secara langsung terhadap

fakior - faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi pada

pelaksanaan kebijakan,
Komuonikasi

#.

Sumber daya Implementasi
e
Sikap

L 4

Struktur Birokeasi

Gambar 2. 3. Alur interaksi yang saling mempengarohi dalam proses

implementast
Sumber Winarno, Budi (2002 Teor! dan Proses Kebiiakan Publik

Untuk dapat menganalisis suatu kebijakan publik diperlukan adanya
instrumen atau poficy tools yang relevan. Insirumen kebijakan tersebut antara lain
sebagal berikut

1} Perumusan masalah

Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi — asumsi
yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan —

tjuan vang memungkinkan, memadukan pandangan - pandangan

UNIVERSITAS INDONERBIA

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana Ul, 2009



2

3)
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5)
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yang bertentangan, dan merancang peluang — peluang kebijakan yang
baru.

Peramalan

Peramalan dapat mengull masa depan vang masuk akal (plausible),
potensial, dan sccara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari
kebijakan yang ada stau yang diusulkan, mengenai kendala - kendala
vang mungkin akan terjudi dalam  pencapaian tujuan, dan
mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

Rekomendasi

Rekomendasi membaniu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi
kebijakan, Rekomendasi membanty mengestimasi tingkat resike dan
ketidakpastian, mengensli eksternalitas akibst gands, menentukan
keiteria  dalam pembuatan piliban, dan menentukan pettangpung
jawaban administratif bagi bmplementasi kebijakan.

Pemantauan

Pemantauan (monitoring) membantu pengambil kebijakan pada tahap
implementasi  kebijakan, Pemantavan membantu menilai  tingkat
kepatuhan, menemukan akibat ~ okibat vang tidak diinginkan dari
kebijakan dan program, mengidenfifikasi hambatan dan rintangan
imiplementiasl, dan menemukan lelak pihak — pthak yang bertanggung
jawab pada sctiap tahap kebijakan,

Evaluasi

Evaluasi membaniu mengambil kebijakan pada tahap penelitian

kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, Evaluasi tidak hanya
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menghasilkan  kestmpulan mengenai seberapa jauh masalah telah
terselesaikan, fetapi juga menyumbang pada klasifikasi den kritik
terhadap nilai — nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam
penyesuaian dan perumuasan kembalt masalah

Sondang P. Siagian (1995 :225) berpendapat sebagai betikut :

“Implementasi kebijakan dan strategi adalah desain dan
pengelolaan berbagai sistem vang berlaku dalam organisasi untuk
mencapai fingkat integrasi vang tingpi dari seluruh yang terlibat
vaitu : manusia, strukiur, proses administrasi dan manajemen, dana
serla daya, kesemuanya dalam rangka pencapaian tuiman dan

berbagai sasaran organisasi”

Secara obyektif, bahwa kebijakan publik sebenamya mengandung resiko
untok gagal. Pengertian kegagalan kebilakan negara ini oleh Hogwood dalam
Wahab (1991:45) dibagi dalam dua kelompok, yaitu -

L. Non Impiementation {iidak terimplemeniasikan), hal ini mengandung

alasan :

a) Kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana

b} Mungkin pihak ~ pihak yang terdibat dalam suatu kebijakan tidak
mau bekerjasama

£} Bekeria tidak efisien

d) Tidak menguasai permasalahan dan diluar jangkauan kekuasaan

¢) Hambatan — hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi

2. Unsuccesfull implementation (implementasi yang tidak berhasil), hal

ini mengandung alasan ;

a} Kondisi eksternal fernyata tidak menguntungkan
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b) Kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan hasil yang
dikehendaki,

2. 5. Evaluast Implementasi Kebijakan

Ada beberapa model yang digunakan dalam melakukan  evaluasi
implementasi kebijakan,
2. 5. 1. Model Mester dan Horn

Delam Model ini dirumuskan ssbuah absiraksi vang memperiihatkan
hubungan antara berbagal faklor yang mempengarehi hesi] atan kinerja suatu
kebijakan. Menurut model ini seatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan
susaran tertentu yang harus dicepai oleb para pelaksana kebijakan. Kinerja
kebijakan pada dasamya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar
dan sasaran tersebut. Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam
variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Variabel utama:
a. Standar dan tujuan
Standar dan tujuan dalam melaksanakan settap program kebijekan
harus jelas. Pernyataan standar dan tujuan dapat melaluf pernyataan
pembuat kebijakan dalam peraturan, maupun petunjuk pelaksanaan
program
b Sumber daya
implementssi kebfjakan perfu dukungan sumberdaya manusia
{human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non- human
TESOUICES ).
2. Variabel antara :
a. Aktivitas implernentasi dan komunikasi antar organisasi
Standar dan tujuan kebijakan perlu dipahami dengan jelas oleh
serua pelaksana, Untuk it diperlukan komunikasi yang akurat,

konsisten dan seragam
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b. Karakteristik badan/instansi pelaksana
Krakteristik badan pelaksana meliputi kompetensi dan ukoran staf,
dukungan politik, vitalitas organisasi, derajat komunikasi dan
hubungan pelaksana dan pembuat kebijakan.

c. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dapat mempengaruhi
implementasi  kebijakan dapat diidentifikasi dengan woelihat
ketersediaan sumber daya ekonomi, dan dukungan atau penclakan
dari kaum elit, maupun pihak terkait terkait termuasuk kelompok
kepentingan swasta,

d. Kecenderungan dari pelaksana
Terdapat tiga jenis kecenderunganfrespon pelaksana yang
mempenparuhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan
kebijakan. Pertama, pengetahuan (cogaition), pemahaman dan
pendalaman {(comprehention and understanding) terhadap
kebijakan. Kedug, ziah dan 1espon pelaksana apakah menerima,
netral atau menolak {receplance, neutrality, and refection). Ketiga,

intensitas terhadap kebijakan.
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Gambar 2.4 : Model implementasi Kebijakan menurut Mester dan Horn

Standar dan Komputerisasi antar
sagaran organisasi dan
kebijakan *| pengukuran
aktivilas
Karaklenistik
Sumber Erga"'s_‘l‘:'a‘ . " Sikap _ Kinerja
OMINTE LA SE Ll i
daya - pelaksana kebijakan

‘ A

Kondisi sosial,
skonomd dan
politik

Sumber : Wibawa dkk (1994:19)
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2. 5. 2. Model Grindle

Menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan
dan konteks implementasinya. lde dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan
ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya
telah  disediakan, maka implemontasi kebijakan dilakukan. Isi kebijakan
mencakup :

a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi
[ndividu/kelompok yang bersentuhan dalam implementasi kebijakan
mungkin merasa diuntungkan tetapi dapat pula sebaliknya merasa
dirugikam, Sehingga pihak yang merasa kepeutinganoys lerancam
akan melakukan pedawanan. _

b. Jenis manfaat yang akan dibasilkan.
Manfaat yang diperoleh bisa secara kolektif maupun terpisah,
Kebijakan yang bermanfaat secara kolektif biasanva lobih mudah
diimplementasikan.

¢. Derajat perubahan yang dikacapkan.
Derajat perubshan menyangkut perubahan perilaku dari pibak vang
memperoleh manfaat (beneficiaries). Tingkat perubahan perilaku
dipengaruhi oleh manfaai kebijakan mavpun waktu untuk mencapai
tujuan kebijakan,

d. ¥Kedudukan pengambil keputusan.
Kedudukan pengsmbil keputusan terkait dengan jabatan organisasi
secara struktural maupun secara geografis,

e. Pelaksana program.,
Keablian, keaktifan dan tanggung jawab pelaksana program
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan,

f.  Sumber daya yang dilibatkan.
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Sementara konteks implementasinya adalah :

a

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,

Implementasi kebifakan melibatkan berbagai akior mempunyai proses
administrasi  pengambilan  keputusan. Masing-masing  aktor
mempunyai posisi dan kepentingan khusus yang dapat menyebablan
konflik kepentingan melalul strategi yang digunakan.

Karakieristik lembaga dan pengnasa.

Interaksi dalam persaingan aklor memperebutkan saomber daya,
tanggapan dari pejabat pelaksana dan elite politik dipengaruhi oleh
karakteristik dari jerabaga dan peaguasa yang terkait.

Kepatuhan dan days mnggap.

Kepatshan (complionce} untuk mencapat tujuan kebijakan dan daya
tanggap {respongivenessy adalah msalah yang sangat penting dalam
implementasi kebijokan. Untuk mencapal kepatuban maks para
peiabat pelaksana harus mendapatksn dukungan dari badan pelaksana
program, elite politik yang terkait dan pihak penerima manfaat
{(beneficiariesy. Apabila ctijadi perawanan dari pihak yang merasa
dirugikan maka pejabat pelaksana hares mampy  meogalibkan
perlawanan  fersebut  misalnya  melzlul bargaining, penyeéuaia:z
{accomadation) den konflik Daya tangsap harus dimiliki oleh setiap
lembzga publik untuk mengetahul informas: yang dapat digunakan
untuk mengevaloasi keberhssilan implementasi kebijakan, Daya
tanggap tersebut tidak hanya pemberian fleksibilitas, dukungan,
umpan balik tetapi juga mélakukan kontrol (pengendalian) dalam

pencapsian tuinan kebijakan vang telah ditetapkan.
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Gambar 2.5 : Model implementasi kebijakan meaurut Grindle
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Sumber : Wibawa, dkk {1994.23)

2. 6. Analisis Kebijnkan

Dalam teori Policy Analysis, David L. Weimer & Aidan R, Vinning

(1989:1) mendefimsikan analisis kebijakan sebagai berikut :

“The product of policy analysis is advice. The majority of policy analyst
are to be found in government and non profit organizations, where dey-to-
day operation inherently involve public decisions. Becuase our interest
centers on policy analysis as a professional activity, our definition will
require that policy analysis, in either public or private setiings, have
chients for their advice who can participate in public decisions making”

Dari rumusan tersebut diatas, secara singkat dikatakan bahwa analisis

kebitakan adnlah nyjukan uniuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan

keputusan publik. Kegiatan analisis dan perumusan kebijakan harus dilakukan
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secara lerus menerus sebagal kegiatan organisasional yang dinamik karena dalam
pelaksanaan kebilakan dap strategt yang telab ditetapkan mungkin saja timbul
kebutuhan untuk melakukan peainjauan kembali berbagai segi kebijakan tersebut.

Pendapat ES Quade yang dikutip oleh William N. Dunn (1998:44) babwa
analisa  kehijakan (policy analpsis) adalah suvatu bentuk  anslisis yang
menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingpa dapat
memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.
Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara Krilis menilai, dan
mengkomunikasikan pongetabuan yang relevan dengan Kebijakan dalam satu atay
iebih tahap proses pembuatan keb{jakan.

Moekijat (1995:6) menjelaskan bahwa {ujuan analisis kebijaksanaan
adalah untuk membantu para pengambil kebijaksanaan peblik memecahkan
masalah — masalal vang mereka hadapi. Rualitas anahisis kebijaken adalah
penting sekali untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. Hal ini dapat dicapal
melalui proses  belajar yang terus menerus (cycle learning) dan learning
Orgunizafion.

Perubshan - perubahan yang ferjadi pada proses Dbelajar akan
meningkatkan dan atay diperolebnyz kapasHlas bary yang bérkesinambungan bila
dilakukan dcngﬁn benar dan terus menerus. Ini menandakan erjadinya perebahan
mendasar bagi pola pikir (mindset yang lama kepada pola pikir yang baru. Proses
belajar adalah jugs suptu kegialan perbaiken terus mentrus {confinons
improvement} kemampuan dan kapasitas individu dan tm dalam  suatu
organisasi.Dimensi — dimensi tersebut dikemukakan oleh Peter M. Senge (1996:6-

9) sebagai berikut :
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1. Berfikir sistem (svstem thinking);

2. Keahlian pribadi (personal mastery);

3. Modal Mental (Mentally based);

4. Membangun vist bersama {(built shared vision);

5. Pembelajacan dalam tim {Jearning izam),

2. 7. Perencanaan Stratepis

Untuk mencapai kesuksesan suatu orgamisasi harus dapat menyusun
stralegi yang lepat. Belajur dari pengalaman berbagai organisasi di dunis ternyats
banyak sekali pilihan strategi vang terbukti ssggul di dunis bisnis depat di pakal
daiam organisasi pemerinizh,

Strategi merupakan alat mencapal tujuan. Konsep strategi berkembang
mulai dari sekedar alat untuk mencapai tujuan, berkembang menjadi konsep yang
digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing, selanjutnya menjadi tindakan
dinamis untuk memberi respon terhadap kekuatan internal dan eksternal
{Mintzberg, 1992:12-18), dan menjelang akhir abad XX berubsh menjadi
pemahaman keinginan konsumen {(Osborne, 2000:191-197)

Dengan perkembangan yang pesat dalam dunia usaha, maka pemsahaman
terhadap manajemen strategis semakin berkembanp Inas. Tiap penulis dan ahli
mempunyai definist atau persepsi sendiri terhadap manajemen strategis.

Strategi adalah pola tindakan utama yang di pitih untuk mewujudken visi
organisasi melalul misi. Strategl membentuk pola pengambilan keputusan dalam
mewnjudkan visi organisasi (Mulyadi, 2001:72). Glueck dan Jauch (1992:6)
dalam bukunya Strategic Management and Business Policy menyebutkan bahws,

Strategic is a anified, comprehensive and integrated plan... designed ro ensure
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that the basic objectives of the enterprise are achieved”. Dari definisi tersebut
terlihat bahwa strategi mempunyai beberapa sifat, yaitu : Pertarna, menyatukan
{unified} seluruh bagian dalam organisasi; Kedua, menyeluruh {comprehensive)
seluruh aspek dalam organisasiy den integral (Infegrated) yaitu bahwa strategi
akan cocok bagi seluruh tingkatan korporst, bisnis, dan fungsional,

James Brian Quinn (1980:7-9) dalam bukunya Strategies for Change :
Logical incrementafism secara khusus melihat strategi dard termin dan gambaran
dari dunia militer yang mempunysi dimensi atau krtteria stratogi yang sukses
Strategi merupakan seni yang menggunakan pertermpuran apfuk memenangkan
perang. Oleh karena ity jika keliry dalam memilih dan mengatur cara dan taktik
peperangan, maka nyawa prajurit yang jadi taruhannya. Pengpunaan strategi
dalam manajemen schuak organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik
uiama vang dirancang secary sistematik dalam melaksanakan fungsi ~ fungsi
manafemen, yang terarah pada tjusn stralegi organisasi,

Mintzberg (1992:12-17) dalam bukuaya Strwctizres in Five © Designing
Effective Organizations membenkan pandangan tersendiri mengonal shrates,
Mintzberg memfokuskan pada berbagai pandangan sirategl sebagal rencana, poia,
posisi, dan perspektif yaitu

a. Sebagai rencana, Strategy deals dengan para pemimpin mencoba

untuk mengarahkan organisasi dalam situasi masa datang.

b, Scbagai pola, strategi memfokuskan pada tindakan {action), juge

mendorong persusatan tindakan, dan pencapaian konsistensi perilaku

organisasi
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¢. Sebagai posisi, stralegi mendorong kite untuk melihat organisasi
dalam lingkungan persaingannya, bagaimana mereka menentukan
posisi dan mempertahankan dalam persaingan, menghadapi atau
menghindar.

d. Scbagai perspekiif, stralegi meningkatkan pernyataan mengenal

intensitas penilaku dalam konteks kolekuf.

Dari beberapa definisi tersebut pada prinsipnya sama yaitn mereka
menggabungkan pola berfikir sirategi dengan fungsi — fungsi maaajemen yaitu :
perencansan {planning), penerapan {implomanting, dan pengawasan {evefuating).
Strategi dimulal dengan konsep bagaimana menggunakan sumber daya arpanisasi
secara efektif dalam Lingkungan yang berubah - ubah. Jadi strategi tidak hanya
bagaimana menghadapi dinamika pasar saja, tetapi juga hal — hal fundamental
tentang organisasi sebagal instrumen persepsi kolektif den kegiatan (sction).
Sebuak strategi menciptakan argh vasg & onifikasi untuk organisasi vang
bersangkutan sshubungan dengan macam — macam sasatan, dan a2 mengarahkan
penggunaan sumber — sumber daya yang digunakan watuk menggerakkan
organisasi yang bersangkotan agar terfokus ke arah sasatan tersebut.

Setelah organisasi meramuskan strategi yang di pilih, untuk mewnjudkan
visi melalui mist organisasi, strategl tersebut perlu di hmplementasikan. Langkah
periama implementasi strategi adalah melaksanskan strategic planning. Pada
tahapan ind strategi yang telah dirumuskan dijabarkan ke dalam strategic plan
yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu :

8. Strategic objectives
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Merupakan penjabaran steaiegi ke dalam sasaran — sasaran masa depan
yang ditin oleh perubahan dan mewujudkan visi organisasi.
Penjsharan strategi kedalam strategic objectives ditentukan dua macam
ukuran yaitu ukuran hastl {mdcome megsures} dan ukuran pemicu
kinerja {performance driver measures)

Strategic targets

Agar dapat memberikan dorongan akan motivasi kerja bagl para
manajer dengan karvawan maka target vang ditetapkan harus realistis,
Target yang ditentukan harus realistis dan terukur karena farget vang
terlalu tinggl selain akan sulit di capai juga akan berpengaruh pada
menurunRya molivasi para meanajer dan Karyawan oiganisasi /
perusahaan,

Strategic Iniiatives

Untuk mewujudkan strategic objectives di perlukan strategic
imifiatives berupa program dard dalam {action program} yang skan
dilaksanakan cleh orpanisasi di masa depan. Strategic initintives inilah
yang wmenjadi  dasar penvusunan program  {programming} dan
penyusunan anggaran {budgering}

Programming

Proses penyusunan adalah proses rencana jangka panjang uniuk
menjabarkan srategic inifiatives yang dipilih untuk menjabarkan
strategic objectives. Pelaksannan stralegic imiffatives memerlukan
perencanaan sistematik langkab — langkah yang akan ditempuh

organisasi / perusabaan delam jangka panjaog ke depan beserta
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perkiraan sumber daya yang dipertukan untuk melaksanakan tindekan
tersebut.

&. Budgeting
Budgeting adalah proses penyusunan rencana jangka pendek (pada
umumnys salt labun} yang berisi tahapan yang herus dilakukan
perusahaan untuk mclaksanakan sebagisn dari program. Dalam
budgering dijabarkan program tertentu ke dalam rencana kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam tahun anggaran.

f Strategic Implemeniation
Dalam zhap implementasi maka manajer dan karyawan melaksanakan
rencana yang tercanium dalam anmgparan ke dalam aktivites harian.
Oleh karena anggaran merupakan bagian dari program, Program
merupakan penjabaran  sfrategic initiatives yang dipilih untuk
mielaksanakan sirategic ohjectives, maka dalam implementasi strategi
selale ada keterkailan anlsra anggaran, program, strafegic initiatives,
straregic objectives dan strateg

g. Pengendalian strategi
Implementasi  dan  suatu rencana memerlukan  pengendalian.
Pengendalian diperlukan untuk memberikan umpan balik kepada
pelaksana seberapa javh target telah berbasil dicapsl, strategic
objectives elah berhasil diwujadkan dan vist perusahaan telah tercapai.

2. 8. Mangjemen Strategi umfuk Organisasi Pemerintshan
Dalam dunia usaha (bisnis) yang mengembangkan manajemen secara

teoritis dan praktis, manajemen strategis telah cukup lama dikenal dan
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dikembangkan, Berbedz dengan organisasi non profit bidang pemerinfahan,
manajemen strategis pada dasarnya merupakan suate paradigma baru.

Ada perbedaan yang mendasar antara manaiemen sirategis ¢i bidang bisnis
dan pemerintah. Nilai ~ nilal persaingan bebas antar organisasi melalut
pendayagunaan sumberdaya roerupakan isi darl manajemen strategis dunia usaha,
Badang pemerintaban mendasari manajemen strategisnya dengan filsafat yang
berisi nilad — nilai pengabdian dan kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat,

Persamuan dalam peagimplementasian antar dunia dengan pemeriniah
adalah pada awal kegiatan menyusun perencanaan strategis, dimulal dard keglatan
MERYusHn perencanaan straiegis sebagai fungsi manajemen, Pierce I (18815}
menysbutkan

YStrategy munagement in the set of decisions and actions at
resuft in the formulotions and implonentaiions of plan desigred

u achive company's objectives”
Dengan sirategd, manajemen menggunakan rencans ber-ogientast kadepan

untuk  berinteraksi dengan Tingkungan kompetitf, gunz mencapal tujusn
orpanisasi, Strategi mencerminkan kesadaran organisasi dengan bagaimana,
kapan, dan dimana sebaiknya berkompetisi dan maksud kompetisi.

Manajemen strategi mengkombinasikan pola berfikir strategis dengan tata
olch manajemen. Tiap penulis mempunyai persepsinya sendiri mengenai
manajemen strategl, Ada tiga tata olah dalam manajemen strategis, yaitu
{Wahyudi, 1996:15-16)

& Pembuatan shrategi, vang meliputi pengembangan misl dan fujuan

fanghks pandang, peagldentifikasian peluan dan ancaman serta kekuatan
dan keclemahan, pongembangan alternatif strategi dan penentuan

siralepi yang sesuai untuk di adopsi;
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b, Perencanaan strategi, meliputj penentuan sasaran operasional tahunan,
kebijakan, motivast karyawan dan pengalokasian sumber daya agar
strategi yang telah ditetapkan dapat di implementasikan;

¢ EBvaluagi / kontrol strategi, mencakup usaba — usaha entuk memonitor
seluruh  hasil dari pembuatan dan pererapan strategi, tesmasuk
mengukwr kinerja individu dan organisasi serta mengambil langkah —
langkah perbaikas jika diperiukan,

Pangertian  lain  meayebutkan  bahwa mangiemen  strategi  adalah
perencamasn  berskala besar {perencanaan sirategis) yang berorientasi pada
jangkauan masa depan yang jauh {visi) dam ditetapkan sebagal keputusan
manajemen puncak (yang bersifat mendasar dan prinsipil) apar memungkinkan
organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha menghasilkan sesuate
{(perencanaan operasional) vang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi
pencapaian tujuan (fujuan sirategis) dam berbagai sasaran (fujuan operasionall.
Dari pengertian ini menunjukkan babwa manajemen sirategis merupakan suatu
sistem vang memiliki berbagai komponen vang saling berhubungan  dan
mempengaruhi, dan bergerak bersama ke arah yang sama pula (Nawawd,
2000:149)

Model manajemen strategis terdin darl tahapan —~ tahapan kegiatan yang
berupa analisis, diagnosis, sintesis, dan implementasi Model ini untuk
mendapatkan perumusan strafegi organisasi. Tahapan dad model manajemen
strategis adalah sebagai berikut ({Flueck, Jauch, 1994:6) :

a. Unsur — unswr manaismen strategis yang terditd dard perencanaan

organisast dan misi serta fujuan organisasi;
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b. Analisis dan diagnosa, fahapan ini meneliti lingkungan baik
lingkungan umum maupun lingkungan industri dan mendiagnosa
dampak ancaman dan peluang;

¢. Pemilihan, tahapan ini merupaken tahapan menentukan menentukan
alternatif penyelesaian, meailal, dan memilih strategi terbaik;

d. Pelaksanaan, tahapan ini menfadikan agar strategi berjalen baik dengan
membangun  strukiur  untuk  mendukung  sirategi  terscbut  dan
mengembangkan rencana serta kebijakan yang tepa;

5. Ewvaluasi, fahapan ini melakukan umpan balik terhadap kesesuaian
strategi vang telah dipilih dengan pelaksansan girategi sehingga dapat
dijalankan sesusl dengan sasaran dan ftujuan organisasi.

Berdasarkan karakeeristik dan komponen manajemen strategis sebagai
suaty sistem ada beberapa faktor vang mempengaruhi tingkat intensitas dan
formalitas pengimplementagian di pemerintahan. Beberapa faktor torsebut adalah :

a. Taalangan inizinal
Ukuran organisasi, gaya mangjemen pimpinan, kompleksilas
lingkungan ideclogl, sosiai, politik, sosial ekonomi, sosial budaya,
peraturan pemerintah.

b, Tantangan eksternal
Kemarmpuan menerjemahkan strategi menjadi tata olah atau rangkaian
kegiatan pelaksunaan pekerjaan pelavanan wmum {prblic service) yang
efektif, efisien, dan berkualitas.

Dalam bidang pemerintahan pengertian manajemen stralegl mempunyal

beberapa karakteristik yaitu (Nawawi, 2000:150) :
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Manajemen strategi diwojodkan dalam bentuk Remcana Strategis
(Renstra) yang berskala besar dan mencakup seluruh komponen
organisasi dan dijabarkan menjadi rencana operasi kemudian &
jabarkan lagi ke dalam bentuk program dan proyek tahunan;

Renstra berorientasi pada jangkauan masa depan (lebih kurang selama
25.30 tahunj;

Visi, misi dan pumiliban strategi yang menghasilkan sirategl induk dan
tujuan sbralegis orgenisasi uatk janpka panjang meropakan acuan
meramuskan Rensteg;

Penetapan Renstra dan Rencana operasional harus melihatkan jajaran
pimpinan karena sifainya yang sangat mendasar datam pelaksanaan
seluruh misi organisasi;

Pengimplementasian sirategl dalam program dilakukan melalui fungsi
manajermen  yang mencakup  perporganmisasian,  pelaksanaanm,

penganggaran dan kontrol.

Sisters Informasi Almntansi.

Menurut Barry B Coshing (1991, pl7), Sistem Informasi Akantansi

merupakan suatu sob sistem danl sistem informasi mapajemen i dalam suvatu

organisagi, kargna sistems informasi akuntansi banya mencakup fenis data dan

informasi tertenty yang berhubungan dengan akuntansi. Sistern  Informast

akuntanst di definisikan sebagat kumpulan maausia dan sumber-sumber modal di

dalam suatu organisasi yeng berlanggung jawab uniuk penyiapan informasi

kevangan dan huga informasi yang diperoleh darl pengumpulan dan pengolahan

data transaksi.
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Menurut Mcleod terjemahan Hendra Teguh (2001, p304) sistem informasi
akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulken data yang menjelaskan
kegiatan  perusahaan, mengubah data  lersebut menjadi  informasi serta
menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian
sistern informasi skuntansi sdalab sekumpulan proses bisnis, dats das transakst
serts swmber - sutnber daya 4 dalamnys vang diolab menjadi informasi keuangan
dan informasi yang diperlukan cleh pitak manajemen.

2,36, Tujuan dan Kegunaan Sistem Informasi Aknntansi
Menurut Hall {2003, p18) pada dasamya tujuan disusunnya sisiem
informast adalah :

2, Untuk mendukung fumgsi pertanggung jawaban  {skuntabilitas),
manajemen  suatu  orgamnisasi  fperusabaan,  kerena manajemen
bertanggung  jawab  untuk  menginformasikan  pengaturan  dan
penggunaan sumnber daya organisasi dalam rangka pencapaian tujuann
otganisasi tersebut.

b, Untuk mendukung pengambilen keputusan mansjemen, karena sistem
informasi memberikan informasi vang diperiukan oleh pihak
manzjemen unlek melakukan tanggung jawalb pengambilan keputusan,

¢, Untuk mendukung kegiatan operasi perusabaan scharl — hari. Sistem
informasi membantu personil untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Sistem informasi aluntansi memiliki kegunaan sebagai berikut :

a. untuk melakukay pencatatan (recording) iransaksi dengan biaya

kierika! seminimal mungkin dan menyediakan informasi bagi pthak
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internal untuk pengelolaan kegiatan usaha serta para pihak terkait
{stakeholder)

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah
ada, baik mengenai mutn, ketepatsn penyajian mavpun  struktur
informasinya.

¢. Untuk menerapkan sistem (mplomentasi} pengendalian  internal,
memperbaiki kinerja dan tingkai kehandalea (reliahility) informasi
akuntansi dan untuk menyediakan calalan lengkap mengenat
pertanggung jawaban (akuntabilitas)

2. 11, Akuntansi Sektor Publik

Dalam wakte yang relatif singkat, Akuntansi Sckior Publik telah
mengalami peckembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perbatian yang
iebih besar terhadap praktik zkewansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga
_ pemerintah, perusshaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik
lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tunfutan yang
lebih besar dari masyarakat sniuk dilakukan ansparansi dan akentansi publik
oleh lembaga-lembags sekior publik.

Ada beberapa tujuan vang diharapkan dalam pelaksanaan Akuntansi
Sektor Publik. Menurut American Accounting Association (1970} dalam Glynn
(1993), meayatakan bahws tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik yaitu:

1. Memberikan informasi vang diperlukan untuk mengelola secara tepat,

efisien, dan ekonomis atas suats operasi dan alokasi suraber daya
yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini berkaitan dengan

pengendalian manajemen {managemeni controf).
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2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan
efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi
wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawal pemerintah untuk
melaporkan kepada publik alas hasil operasi pemerintah dan
penggunaan dana publik. Tujuan ini lerkait demgan akuntabilitas
(accountability). Salah satu bagian dari akuntansi sektor publik adalah
akuntansi pemerintah.

2.11.1 Akuntansi Pemerintah

Pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi
secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (service
activity) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (users)
dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu
proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran svatu transaksi keuangan
yang timbul dari kegiatan swats organisasi untuk menghasilkan informasi
keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk
periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas
informasi keuangan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka akuntansi pemerintahan dapat
didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi
keuvangan pemerinlah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian,
pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas

informasi keuangan tersebut (Bachtiar Arif (2000:3).
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Dengan diakuinya akuntansi pemerintahan di dalam disiplin akuniansi, maka
akuntansi lebih varatif. Jiks diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkupnya,
akuntansi dapal dibagi menjadi 2 {(dua), vaitu akuntansi mikro dan akuntansi
makso. Secara sistematis pembagian berbagi jenis akuntansi terdapat dalam
gambar berikut

Gambar 2. 6. Jenis Akuntansi

Akuniansi
Mikio Malkeo
Akuntansi Akuniansi Natisnal & Sacial
Bisnig Sektor Publik Accounting
Akuantansi

Pemerintaban

Sumber 1 Bachiiar Az, 2001:4

2. 11, 2, Standar Akuntansi Pemerintah

Salah satu spaya konkrit untuk mewujudkan fransparangd dan skuntabilitas
pengelolaan kevangan negara adalah penyampaisn laporan perianggungjawaban
kewangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara urnum. Hal
tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (entang Keuangan

MNegara yang mensyaratkan benink dan isi laporan pertanppungjawaban
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pelaksanaan APBN/APRD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,

Untuk membantu memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam
pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintshan, ierkait dengan
peraturan yang ada baik di pemeriniah pusat maupun pemeriniah daerah Republik
Indonesia, maka pada ranggal 13 Juni 2005 Pemerintah menetapkao Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 fentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
untuk meningkatkan kealitas pelaporan kevangan pemerintahan di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah disusun dengan berorientasi ke
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh
International Federation of Accountant. Selatn itu dalam penyusunannya, SAP
juga telah diharmonisasikan dengan Standar Akuntanst Keuangan (SAK) vang
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuontansi Keuangan-Tkatan Akuntan Indonesia.

Dalam menyusun SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
menggunakan materi yang diterbitkan oleh :

a.  International Federation of Acconntant;

& Internetionad Accounting Standerds Committee;
¢.  Imternationai Monstary Fund;

d.  Ikatan Akunian Indonesia;

e.  Finencial Accounting Standards Boards;

£ Governmental Accounting Standards Boards; ™

Perundang-undangan dan peraturan  pemerintah  lainnya  yang

i)

diterbitkan di Republik Indonesia;
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h.  Organisasi pmfeaianéi iainnya di berbagai negara vang membidangi
pelaporan;
i.  Keuangan, akuntansi, daw audit pemerintaban;

Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat
imiernasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik
peraturan perundangan dan prakiik-prakiik akuntansi yang berlaku, manpun
kondisi sumber daya manugia. Selain iy, strategi peningkatan kualitas pelaposan
keusngan pemerintahian dilakukan dengan proses bransish menuju basis aksual
{accrual basis). Saat ini, pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat berbasis kas;
sementara aset, hutang dan ekoitas dana dicatat berbasis akrual {atau dengan kata
lain masih menggunakan modified cash basis). Pada tahun 2007 diharapkan
prosecs dransisi standar menufo accroal basis secara keselurohan sudah dapat
diimplementasikan,

SAP diterapkan di lingkup pemeriniahan, batk di pemerintah pusat dan
departemen-departemennys  maupun di pemerintah daerah zif,;zz dinas-dinasnya.
Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada pemingkatan kesiitas pelaporan
keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Imi beraréi informasi keuangan
pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan
dan juga terwujudnya transparansi serfa akuntabilitas.

2. 11. 3. Laporan Keuanges Menvrot Kerangka Konseptual Standar
Akuntanst Pemerintchan

Laporan keuangan disusun untek menyediakan informesi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan slurub transaksi yang dilakukan cleh enlitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan kevangan terutama digunakan
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untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
suatu eatites pelaporan, dan membantuy menentukan kelaalannya terhadap
peraturan perundang-undangan.

Myer dalam bukunye Finaucial Staterment Analysis yang dikuti oleh
Munawir 8. {1995:5) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan
keuangan adalah dua dafler vang disusun oleh Akuntan pada akbir periode uniuk
suaiu porusahaan, Kedua daftar ity adalab neraca atau dafiar posisi keuangan dan
dafiar pendapatan stau rugi Jaba. Pada masa sekarang sudah menjadi kebiasaab
untuk menambsh daftar ketiga yaite daftar surplus atau dafiar laba yang fidek
dibagikan (laba vang ditahan).

12. 11 4. Tajuaw Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah scharusnye menvalikan informast vang
bermanfaat Dagi para pengguna dalam menilai akunfabilitas dan membust
keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan

cukup untuk membiayai selurub pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh samber
daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan dan pesafuran perundang-undangan,

3, Monyedizkan informast mengenai jumish sumber daya ekonomi yang
dizunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah

dicapai;
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4. Menyediakan informasl mengenal bagaimana  enlitas  pelaporan

mendanal seleruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnys;
Menyediakan informasi mengenai posisi kevangan dan kondisi eniilas
pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaannya, baik jangka pendek
maupun jangka panjang, teemasuk yang berasal dari pungutan pajak dan
pinjaman;

Menyediakan {nformast mengenal perubahan posisi kevangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagal skibat

kepiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

12. 11. 8. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik laporan keuangan adalabh ukuran normatif yang perlo

diwujudkan dalern informasi akuntansi schingga dapat memenuhi lujvanays.

Karakteristik berikut It merupakan syarat yang harus dipenoht agar laporan

keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

L

Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang
termuta didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengpuns dengan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa laln ziav masa kini,
dan memprediksi masa depan, serta menegaskan hasil evaluasi mereka
di masa lalu. Informasi yang relevan :
z. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinken pengguna untuk menegaskan afau
mengoreksi ekspetasi mereka di masa laly;

b. Memiliki manfaat prediksi {predictive vaiue)
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Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa
yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa
kini;

‘Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktuo sehingga dapat berpengarvh dan
berguna dalam pengambilan keputusan;

Lengkap

Informasi akuptans! kenangan pemerintah disajiken selenghkap
mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi vang dapat
mempengaruhi  pengambilan keputusan.  Informast | yang
melatarbelakangi sctizp butir informasi utamsa yang (crmuat dalam
laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam

penggunagn informasi tersebut dapat dicegah;

Andal

Informasi dalam laporan kevangan bebas darl pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara
jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunadn informasi
tersebut secara potensial daput menyesatkan, Informasi yang andal

memenuhi karaideristik ;

Penyajian jupur
Informasi menpgambarkan dengan jujur transaksi sesta peristiwa
lainnya yang scharuspya disajikan staw secara wajar dapat

diharapkan untuk disajikan;
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b. Dapat diverifikasi (verifiabifity)
Informasi yang disajikan dalam laporan kevangan dapat diuji, dan
apabila diperlukan dapal dilakukan verifikasi;
¢. Neiralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umem dan tdak berpibak
pada kKebuluhan pihak terienty;
3. Dapat dibandingkan
informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna
jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangsa periode sehelumnys
atau Japoran Xkeupangan entitas pelaporas lain pads  wmumnya,
Perbandingan dapat  dilekukan secars  infermal dan  cksternal
Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu  entitas
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tabun ke (ahun,
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila
entitas pemeriniah akan mencrapkan kebijakan akuntansi yang lebih
baik daripads kebijakan akuntansi yang sckarang diterapkan, perubahan
tersebut diongkapkan pada periode terjadinya perubshan,
4. Dapat dipehani
Informasi yang disajikan dalam laporan kevangan dapat dipahami olch
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah vang disesuaikan

dengan batas pemahaman parz pengguna,
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BAB L
METODE PENELITIAN

3. 1. Metode Penelitian
Penelitian deskriptif denpsn pendekatan gabungan Yualitatif dengan
kuantitatif mendasari penelitian ini. Desain penelitian menggunakan inetode
survei sebagal metode pelaksananys, dengan pendekaten mejalui skala Zikers,
dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner.
Penclitian survel merupakan pengumpuian data terhadap sampel. Tuivan survei
gdalzh untuk menggambarkan karakieristik dari scjumlah besar populasi oleh
karesa itu maka sampel meniadi isu vang penting dalar survel. Hal ini karena
sampel harus dapat mewakill atay mencerminkan populasi (Erwin Agus Parwanto
& Dyan Ratif, 2007 . 60)
Selain pertimbangan juwmlah samipel, ade beberapa pertimbangan untuk
melakukan penelitian survei. Pertimbangan — pertimbangan i, anfara iain :
a. Penelitian survet dapat digunakan untuk sampel yang besar;
b. Penelitian survei dapat digunakan untuk mendapatkan informasi / data
vang tidak dapat diperoleh dari sumber Iain;
¢. Dengan kuesioner dapat menghasitkan data 7 informasi vang beragam
dari setiap responden / individu demgan varizbel pencelitian yang
banyak. Hal ini sangat berart! untuk analisa;
d. Data yang dipersish dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi
3. 2. Ruang lingkup penelitian
Masalah yang diteliti perlu dibatesi agar penelitian dapat lebih

terfokus pada bagian terientu dari permasalahan. Sistern Akuntansi -
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Keuvangan {SAK) adalah bagian dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Dalam penelitian inl penulis memberi batasan penelitian hanys pada wilayah

cakupan Sistem  Akuntangi Keuangan yang dilaksanskan pada Biro

Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum den HAM RL Awms

pertimbangan keterbatasan waktuy maks pengambilan sampel populasi untuk

penelitian ini banya mencakup pegawai pengelola SAK pada Sekretariat

Jenderal.

3, 3. Data Penelitian

a. Data Primer © pengumpulan data melalui mekanisme penyebaran
kuesioner. Kuesionst merupakan svata daftar yang bersi rangksian
pértanyaan mengenal spaty hal (Koentjaraningrat, 1993:173} dan
mekanisme wawancara mendatam (indepth imterview). Wawancara
dilakukan untuk mengetahoi lebth mendalam hal ~ hal yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Individa yang dimintai
informasi sehubungan dengan siwasi dan kondisi penelition disebut
informan, dalem hal ini informun dipilib secara sengaja {purpasivel.
infoerman dalaim penclitinn ini adalah pars pejabat eselon IV dan 1
yang berhubungan langsung dengan Sistern Akuntansi Kevangan di
Sekretariat Jenderal. Wawancara berlangsung sccara informal dan
bersifat terbuka dengan maksud untuk memperoleh informasi sesuai
dengan kebutuhan penelid,

b Data Sekunder @ pengumpulan data melalui mekanisme pengolahan
dokumea - dokumen, laporan keuangan, studi  kepustakaan,

pengamatan dan data lain yang mendukung penelitian,
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3. 4. Lokas? Penclitian

Peneiitian dilakukan pada Sckretariat Jenderal Departemen Hukum dan
HAM RI.
4. 5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan elemen vang akan dijelaskan oleh
seorang peneliti di dalam penelitiannys. Definisi populsst sebenarnya sangat
sederhana, namun populasi skan memiliki makna vang lebik kompleks bila
dihubungkan dengan sampel. Sampe! adaleh wakil populasi. Karena itu, bila
penzliti berencana menggunakan sampel penclitionnys, maka mutlak harus
raermabarni sifat — sifat populasi yang hendak diambil sampeloya tersebut.

Departemen Hukum dan HAM RI terdiri dari 11 Unit Eselon 1, 33 Kantor
Wilayah yang fersebar pada 33 propinsi dengan jumlah 745 Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yang melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).

Teknik ontuk mengukor sampel, pencliti memakal Simple Random

Sempling menggunakan rumus dari Tare Yamane yang dikutip cleh Rakhmat

{1993:82) scbagai berikut
N
70 s
N+ 1
Keterangan: 1 = Jumlal sampel
N = Jumlah populasi
d2 = Presisi yang ditetapkan

Diketahui jumlah populasi kantor wilayab daa unit pelaksana teknis yang

ada di lingkungan Departemen Hukum dan HAM sebesar N = 745 kantor dan

tingkat presisi yang ditetapkan sebesar = 10%, maka jumlah sampelnya
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it =

(745). (0,372 + 1

n = §8 yesponiden

Sesuat dengan hasil perhilungan diatas, maka pengambilan sampel pada
kantor wilayah sebanvak 33 kantor wilayah diembil secars random dengan
raengarobil 10 % dari jumlah satker kanior wilayah sebanyak 88 responden.

Pendapat ini di dukeng oleh Hadi (2001:309) bahwa sampei lebih dar 30
arang (N>30) ite disebut sampel besar dan berdasarkan distribusi sampling adalab
normal alau mendekati nommal.

3. 6. Opevasional Variabel Penelitian

Berkaitan dengan deskriptif yang ingin mongkajl apakah suatu kebijakan
yang telah di implementasikan sedah mencapal tujuan yang dikchendaki oleh
pembuat kebijakan. Sebagaimana vang telah dikemukakan pada bab peadahuly,
disini penulis akan menggunakan variabel penclitian berdasarkan feorl yang
dikemukakan oleh Edward III, Qeorge € {1978: 205303} vang berpendapat
bahwa ada 4 (empat} variabel dengan indikator — indikator yang dipergunakan
sebagal sesuatu yang dapat divkoer dan ditelili, maka analisis dilakukan dengan
variabel sebagai berikut ;

i. Komunikasi, dirinci dalam indikator penvaluran komunikasi,

kejelasan komunjkasi, dan konsistensi komunikasi;

2. Sumber daya, terdiri dari indikator sumber daya manusis,

kewenangan, iformasi, sefta sarana dan prasaranag;

3, Sikap, terdiri dari indikator sikap para pengemban tugas pelaksanaan

unplemantasi;
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4. Strokter Birokrasi, meliputi indikator prosedur operasi kerja dan
penyebaran tanggung jawab.

Selain 4 (empat) variabel tersebut penulis juga mmenambahkan satu variabel
yaitu Implementast Kebijakan guna dapat mengukur dan meneliti ruang lingkup
yang memayungl 4 (empai) variabel ini tersebut.

3. 7. Teknik Pengmmpulan Data

Data yang diperlukan dalam peselitian ini, dikumpulkan dengan
mengironakan ;

1} Kuesionar, berupa daftar perlanyasn feriutup {closed questions).
Pevtanyaan  lertutup adalah  jenis perfanyzan  kucsioner dimana
pertanyaannys sudah ditentukan terlebih dahulu dan respondes tidak
diberi kesempatan menberikan jawaban lain {(Masri S, 1989:177).
Dalam pertanyean tertaup untuk mengukar variabel apakah baik atau
tidak, dijobarkan dalam beberapa Hem perfanyaan  yang
dikelompokkan dalam 2 {dua} kelompok pertanyaan, vaitu kelompok
pertanyaan yang Dbersifat positif dan kefompok pertanynan yang
bersifat negatif. Dalam hal inf peneliti memilih penilaian jawaban atas
pertanysan yang bersifat positif. Jawaban responden terhadap
perianyaan tersebut kemudian dijumlzhkan dan dibandingkan saty
gama lain sebagai jumlah skor yang menvebar sepanjang Kontimsm

peaelitian, dari skor tinggi ke skor rendah.
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Tabel 3.1 Penilaian Jawaban Kuesioner

Allernatif jawaban dengan 3 gradasi Skor setiap jawaban dari
pilihan pertanyaan
Sangat Tidak Memahami i
Tidak Memahami 3
Ragu —~ ragu 3
Memahami 4
Sengat memahami 3

Skor iersebut  menyiratkan intensitas reakst individu terbadap
seiumiah pertanyaan vang diberikan. Dalam hal ini penvlis memibh
penilaian jawaban atas pernyataan yang bersifat positif. Jawaban
responden  terhadap  scluoreh  pertanyaan  tersebut  kemudian  di
jumlaiikan dan dibandingkan satu sama lain sebagai jumlah skor yang
menyebar scpaniang kominum pesclitian, darl skor tingpi ke skor
rendah (James A Black, 1992:165),

Terhadap jawaban dari responden kemudian di buat persentase (%)
dimana persentase yang paling dianggap sehagai jawaban yang
memungkinkan untuk dipergunakan sebagal unsur penilaan terhadap
nilai skor dad semua variabel maka diberdkan penilaian scbagai

barikut » Tabel 3.2 Prosentass Jawabag Kuesianer

Skor | Renfang Keiteria /| Perhitungan Rentang Skala
gradasi jawaban rentang Kriteria
1 Sangat Tidak Baik {1+535=2 1-2
2 | Tidak Baik 2+4/5=28 (228
3 Cukup Baik 3+3/5=35 2,836
4 Baik 4+2/5=44 3644
3 Sangat Baik 3+1/5=52 44 5
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2} Wawancara mendalam {indepth interview), melakukan wawancara
terhadap para pelaksana Sistem Akuntansi Kevangan untuk menggals
data yang lebih dalam berkénaan dengan implementasi Sistem
Akuntansi Kenangan

3. 8. Metode dan Teknik Pengolaban Data

Dalam penelitian ini perurosesan dala skan menggunekan Dbantuan
program  SPSS 150 (Suaiistical Package for Statistical Seience) Usntuk
menganalisis jawaban-jawaban responden akan dipakai statistik deskriplif. Selain
thu, statistik deskriphif juga dipakal unluk mendeskoptifkan obyek yang ditelin
melalul data sampel scperit apa adanya. Dalam penclitian ind, data hasil peneliian
akan disajikan dalam bentak tabel karcoa dianggap lebih efisien dan komunikatf.
Rentang ksiteria dalam menganalisis total skor rata-rala dari setiap vanabel
dengan carz menjumlahkan total skor rats-ratz Islu dibagl empat sesuai dengan

jumialh variabel laly didapatkan keiteria durl analisis tersebut.
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RAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4. 1. Sistem Akuntansi Keuangan
Sistern Akuntansi Kevangan (SAK) adalah bagian dari Sistem Akuntansi
Instansi {SAD) yang digunaken untuk memproses trapsaksi anggaran dan
realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
Neraca. SAK dilaksanakan oleh Kementrian Negara / Lembaga. Peraturan
Menteri Kevangan No. 171/PMK.O3/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintsh Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendabaraan No. PER-S1/PB/2008 tentang Pedomun Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara / Lembags menyatakan bahwa dalan pelaksanaan
SAK, Kementerian Negara / Lembaga membentuk dan menugjuk unit akuntansi
di dalam organisasinya, vang terdiri dag
»  Un#t Akuntansi Pengguna  Anggaran {UAPA) pade  tingkat
Kementerian Megara / Lembaga ;
*  Unit Akuntansi Pembuntu Penpgeuna Anggaran - Eselon UAPPA-
E1) pada tingkat Eselon 1 ;
»  Unit Akuntansi Pembante Pengguna Angoaran - Wilayah I (UAPPA-
W) pada tingkat wilayah ;
*  Unit Akuntansi Kuasa ’?anggzma Anggaran {UAKPA) pada tingkat

satnan kerja (Satker).
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 Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi SAK

L UJAPA

UAPPA-E] LJAPPA-E] UAFPA-E]
UAPPA-W UAPPA-W UAPPA-W
UAKPA ﬂ UA{LM | vakea UAKEA UAKPA
Keterangan :
LJAPA : Unit Akuniansi Pengpuna Anpgaran (Departemen Hukum & HAM}

UAFPA-EL sl Akuntansi Persbanta Pengguea Anggaran Bselon 1
UAPPA-W : Unit Akontansi Pembante Penpguna Angparan Wilayah (Kanwil)
UAKPA : Unit Akuntansi Kuass Fongguna Anggaran {Satker}

Unit - unit akuntangi instansi tersebut melaksanakan fungsi akuntansi dap

pelaporan  kewangan atas  pelaksanssn  anggaran  sesual  dengan  fingkat

organisasinya. Laporan kevangan vang dihasilkan merupakan beatuk pertanggung,

jawaban pelaksanzan angparan oleh wnif — unit akuntansi, baik sebagai enfitas
akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan keuangan Kementerian Negara /
YLembaga yang dihasitkan unit akoatansi instansi tersebut terdirl dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).
4. 1. 1. Laporan Realisasi Auggaran (LRA)

Laporan Realisasl Anggaran menyajikan informasi realisasi anggaran dan

belanja, yang wmasing ~ masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu
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periode. Anggaran, Pendapatan, dan Belanjn adalab 3 (liga) komponen penting
dalam Laporan Realisasi Anggaran,
4. 1. 2. Neraca

Meraca adalzh salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada manggal terteniu. Yang dimaksud
dengan posisi kevangan adalah posisi aset, kewajiban dan ekuiias dana,
4, 1. 3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan ates Laporan Keuangan (Calk) meliputi penjelasan, daftar rinci, dan
analisis afas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan disusun dan difaporkan pada setiap akhir
semester dan disampaikan dalam satu kesatuan dengan laporan keuangan lainnya
ke Unit Akuntansi di atasnya. Tujuan dibuatnys CaLlX adalah :

1. Xaporan Keuangan mudsh dipahami;

2. Meaghindari dari salah paham (misleading);

3. Pemahaman mendalam melalu} pengungkapan setiap pos penting,

4. Mampu menjawab bagaimana perkemya;zgafz kondisi keuangan entitas;

5. Pengungkapan paripursa (il disclosure).
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BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENANGGUNG
JAWAR SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DI

LINGEKUNGAN
PDEPARTEMEN HUKUM DANHAMRI
MENTERI HUKUM & BAM
DEF. HURUM &AM ]I
mmmmmmm DIKUASAKAN KEPADA
M SEKRETARIS JERDERAL UAPA
+
DILAKSANAKAN OLEH
KEPALA BIRG REUANGAN
TRIEN / KA. BADAN SEKJEN DIJEN
TEIEN 7 BADAN SETIEN DITEN
HAPPA -~
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww -Ei
KA. KANTOR WILAY AH KA. PUSHANBANG
KANTOR WILAYAH PUSHANBANG UAPPA
| _ . AR TN NN U W
- UNFT KA. KANTOR PUSHANBAN LRIT
-y, FSATKER G SEBAGAI BSELON1
LAKEA
UAPPA-EL | | - KANwAL SEBAGAI UAKPA
- AKIP SEBAGAI UAKPA
- AIM UAPPA-W
SEBAGAL - LE/RUTAN
LIAKPA BAPAS, KANIM,
BHP, RUPBASAN,
ELIEDEGEM
SEBAGAI AKDA

Gambar 4.2, Bagan Struktur Organisasi SAK pada Departemen
Hukum dan HAM
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4. 2, Sejarah Umum Departemen Hukn dan HAM
Berdasarkan Keputusan Mentert Hukwim dan Hak Asasi Manusiz Republik
Indonesia Nomor M.OP-PR.GO7.10 Tahun 2007, tanggal 20 April 2007,
Departernen Hukum dan Hak Asasi Manosia Republik Indonesia merupakan salah
satu unsur pelaksena pemerintzh yang berada & bawah dan bertangguag jawab
kepada Presiden,
4, 2. 1. Tugas Pokek dan Fungsi
Departemen Hukum dan Hak  Asasi Manusia  Repubiik  Indonesia
mempunyal togas membaniu Presiden dalam menyslenggarakan sebagian tugas
pemeriniahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manwusia. Dalam melaksanakan
tugas tersebut Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut &
a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanzan, dan kebijakan
teknis dibidang hukum dan hak asast manusia;
b. Pelaksanann urusan pemeriniahan sesuai dengan bidang tugasnya;
¢ Pengelolaan bamang milik/kekayaan negara yang menjadi langgung
jawabrya;
d.  Pengrwasan atas pelaksanaan tugasnya;
¢, Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Presiden.
4. 2.3, Susunan Organisasi
Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia terdivt deri
a. Sekrefariat Jenderal;

b, Dircktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
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Direkiorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

Direktorat Jenderat Imigrasi;

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelekiual

Divektorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Inspektorat Jenderal;

Badan Pembinzan Hukom Nasional;

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Magusia;
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM; dan

Staf AhlL

4, 3. Visi dan Misi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

4, 3. 1, Visi Deparfemen Hukum dan HAM

“erwujundnya Sistem dan Politik Hukum Nasional vang mantap dalam

rangka tegaknya Supremasi Hukum dan HAM untuk menunjang tercapainya

keh’&ixzpaa masyarakaf yang aman, rukon, damai, adil, dan sejahtera”.

4. 3. 2. Misi Departemen Hukum dan HAM

1.Menyusun perencanaan hukum;

2.

Membentuk, menyempurnakan, memperbaharul bukum, dan peraturan
perundag-undangan;

Melaksanakan penerapan hukum, pelayaman hukum dan pencgakan
hukum;

Melakukan pembinaan dan peagembangan hukum;

Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum,
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& Meningkatkan dan  moemantapkan  kesadaran dan budaya  hukum
masyarakal;
7. Meningkatkan dan memantapkan jaringan dokumeniasi dan informasi
hukumn Nasional;
8. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajus, penegakan, pemenuhan,
dan penghormatan hak asasi manusis;
9. Melaksanakan penclitian dan pengembangan bukum dan HAM;
140, Meningkstkan pembinaan sembor daya manusia aparatur hukom;
11. Meningkatkan den melindungi karys intelektoal dan Rarya budaya yang
inovastif dan inventif;
12. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
4. 4. Sekretariat Jenderal
Sekretarial  Jenderal mempunyai  fugas  melaksanakan  koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinasn dan pemberian dokungan administrasi
Departemen. Dalam  melaksanan  tugasnya tersebut, Sekretarist  Jenderal

menyelengparakan fungsi :

a. Pengkoordinasian pelaksanasac lugas unit-unit organisasi dil ingkungan
Departemen;

b. Penyelenggarzan pengelolaan administrasi wmwem untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan hugas dan fungsi Departemen;

c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang adminpistrast  dengan
Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Deparlemen laim,
Lembaga Pemerintah Non Departesmen, dan lembaga lain yang terkait;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

" UMIVERSITAS INDONESIA

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana Ul, 2009




66

Sekratariat Jendaral terdied dari:

f.

a. Biro Perencanaan;
b.

<.
4

e,

Biro Kepegawaian;

Biro Keuangan;

Biro Perlengkapan;

Birs Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Neperi;

Biro Umum.,

4. 5. Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai (wgas melaksanakan pembiraan, pengelolaan

koordinasi, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang barlaku. Dalam melaksanakan tugasnya

tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi :

4.

Penyiapan bahan pelaksanaan Anggarsn Pendapatan dan Belanja Negan
Departernen;

Pembrinaan, pongelolaan dan koordinas) terhadap pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Deparlemen;

Penyusunan dan peromusan  pelaksanaan Daftar Isian  Pelaksaan
Anggaran (DIPA) Departemen;

Penvyusunan Revisi DIPA Departemen;

Pelaksanaan pengeluaran keuangan Departemen;

Pelaksanaan dan peaguiian Serat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
penerbitan Surat Perintah Mombayar (SPM) Departemen;

Pelaksanaan vrusan perbendaharaan dan penata usahaan administrasi
keuangan Departeraen;

Pelaksanaan akuntansi <an penyusunan Laporan Kevangan Departemen;

Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan kevangan,
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Pelaksanaan penyelesaian kerugian negara;

Pelaksanaan urusan tata usaha biro kevangan.

Biro Keuangan terdiri dari :

a.

b.

C.

d.

€.

Bagian Pelaksanaan Anggaran;

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Kcuangan;

Bagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membavar;
Bagian Akuntansi dan Pelaporan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen, Penyusunan dan perumusan

pelaksanaan DIPA, Revisi DIPA serta bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pelaksanaan Anggaran

menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

Penyiapan pelaksanaan APBN Departemen;

Penyiapan penyusunan dan perumusan pelaksanaan DIPA,

Penyiapan revisi DIPA;

Penyusunan dan revisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis DIPA;
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :

Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan
pelaksanaan DIPA, revisi DIPA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis DIPA serta pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan
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anggaran untuk Unit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal serta
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa
Barat, Banten, DXI Jakarta, Jawa Tengzah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
dar Ball.

. Subbagian Pelaksanaan Angparan I mempuonyai togas melakukan
penyiapan baban pelaksanaan APBN, penvusunan dan  peremusan
pelaksanagn DIPA, revisi DIPA, penvusunan pelunjuk pelaksanuzan dan
petunjuk teknis DIPA serta pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan
anggaran vniuk Unit Dirckiorat Administrasi Hukum {}maz;z, Direktorat
Jenderal Perlindungan Hak Asast Manusia dan Badan Penelitiag dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manesia serta Kontor Wilayah
Departemen Hokupy dan Hak Asasi Manusia ‘di Nanggree Aceh
Darussalam, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan
Lampung.

Subbagian Pelaksanasan Anggaran III mempunyai tugas melakukan
penyiapan baban pelaksanaan APBN, penyusunan dan perumusan
pelaksanaan DIPA, revisi DIPA, penyusunan petunjuk pslaksansan dan
potunjuk toknis DIPA serta pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan
anggaran untuk Unit Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direklorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektuval serta Kantor Wilayvah Departemen
Hukum dan Bak Asast Manusia di Kalimanta Barat, Kalimanfan Tengabh,

Kalirnantan Selatan, Kalimuntan Timur, Maluky, Maluks Utars, Papus

dan Irian Jaya Barat,
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d. Subbagian Pelaksanaan Anggaran IV mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanzan APBN, penyusunan dan perumusan
pelaksanagn DIPA, revisi DIFA, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis DIPA sertz pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan
anggaran uniuk Unit Sekretadat Jenderal dan Badan Pembiszan Hukem
MNasional serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusis di Sulawest Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Svlawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan
Nusa Tenpgara Baratl.

Bagian Perbendaharsan dan Tata Usaha Keuangan mempunyal lugss
melaksanakan penyiapan pengelolaan kewangan dan pembinaan perbendaharaan,
tata usaha kewangare seria bimbingan leknis pengelolaan keuangan di lingkungan
Departemen. DPalam melaksanakan tugasnya tersebuf, Bagian Perbendaharsan dan

Tata Usaha Kenangan menyelenggarakan fungss :

a. Penyiapan penyusunan pedoman dan petuajuk tata usaha keuangan di
lingkangan Departemen;

. Penyiapan pembinaan dan penetapan pengelola kevangan;

¢, Penyiapan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan perbendaharaan;

d. Penyiapan bahan penilaian dan peavelesaian kerugian negara;

s, Pelaksspaan bimbingan tekais pengelolaan keuangan;

f. Pelaksanaan urusan {ata usaha biro.

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Kevangan ferdiri dasi ¢

1. Subbagian Perbendahamaan;
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Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakokan penyiapan
bahan penctapan pengelolaan, pembinaan perbendaharaan dan
pelaksanaan bimbingan teknis pengeloiaan perbendaharaan,
2. Subbagian Tata Usaha Keuangan,
Subbagian Tala Usaha Keuangan mempunyai fugas melakokan
penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan di
lingkungan Departemen.
3. Subbagian Kersgian Megara;
Subbagian Kervgian Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penilaian dan pemberian pertimbangan serfa  mengikuti
pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi.
4. Subbapian Tatz Usaha Biro.
Subbsagian Tata Ussha Biro mempunyai tigas melakukan urusan tata
usaba dan rumah tangpa Biro.
Bagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
mempunyal tugas melaksanakan pengufian Surat Perintah Pembayaran (SPP),
Penerbitan Surat Perintak Membayar {SPM), Svrat Setoran Bukan Pajak (8889),
maonitering dan pembinaan teknis pengujlan SPP dan penerbitan SPM, SSBP serta
pelaksansan weusan biaya mutasi pejabat Depariemen, biaya secara terpusat dan
biaya pemulangan bagi pegawal pensiun. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian
Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar menyelenggarakan fungsi -
a. Pengujian SPP dan penerbitan SPM serta SSBP;
b. Pengajuan SPM dan penyctoran SSBP kepada kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPNY;
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Pembinaan teknis pengujian SPP dan penerbilan SPM serta SSBP
Departemen;

Pelaksanaan monitoring penerbitan SPM dan SSBY Departemen;
Pelaksanaan urwsan biaya mutasi pejabat Depariemen;

Pelaksanaan urusan biaya sccara terpusal,

Pslaksanaan biaya pemulangan bagl pegawal yang pensiun.

Bagian Pengujian dan Penerbiian Surat Perintah Membayar (SPM) terdini

tlari;

a.

Subbagian Penguiien den Penerbitan Surat Perintah Membayar |
Mempunyai tugas melakuksn penyiapan bahan pengujian SP¥ dan
penerbitan  SPM, SSBP, pengajuan SPM dan penyetoran SSBP,
pembinaan teknis pengujian dan penerbitan SPM dan SSBP, pelaksanaan
moniforing SPM dan SSBP unluk Unit Dircktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan, Dirckiorat Jeaderal Pemasysrakatlan, dan
fnspekforat Jenderal serta Kantor Wilayah Departemen Hokum dan Hak
Asasi Manusia di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DL
Yopgyakarta, Jawa Timur dan 3alt serta pelaksanaan urusan biaya mutasi
pejabat Departemen.

Subbagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perinlah Membayar 11,
Mempunyal tugas melakukan penyiapan bahan penguiian SPP dan
penerbitan SPM, SSBP, pengaivan SPM dan penystoran SSEBP,
pembinaan teknis pengujian dan penerbitan SPM dan SSBP, pelaksanaan
monitoring SPM dan SSBP untuk Unit Direktorat Jenderal Administasi

Hukum Umum, Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia,
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dan Badan Penelitian dan Penpembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia, serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia di Nanggroe Aceb Darussalam, Sumaiera Utara, Sumatera
Barat, Risuy, Kepulauan Risu, Jambi, Bengkuly, Sumatera Sclatan,
Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung serta pelaksanaan biaya
secara terpusat,

Subbagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perinlah Membayar [{;
Mempunyai tugas melskukan penyiapan bahan pengujian SPP dan
penerbitan SPM, SSDBP, peagajuan SPM  dan penyetoran SSBP,
pelaksanaan monitoring SPM dan SSBP untuk unit Direktorat Jenderal
Imigrasi, Perwakilan [migrasi Luar Negeri, dan Direkioral Jonderal Hak
Rekayaan Intelektual, serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia i Kallmanlan Burst, Kslimentan Tengah,
Kalimantan Sclatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utasa, Papua
dan Irdan Jaya Barat serta peluksanaan biaya pemulangan bagl pegawai
yang pensiunan.

Subbagian Pengujisn dan Penerbitan Surat Periniah Membayar 1V,
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP dan
penerbitan SPM, 3SSBP, pengajuan SPM dan penystoran SSBP,
pembinaan teknis pengujian dan penerbitan SPM dan SSBP, pelaksanaan
monitoring SPM dan SSBP unluk Unit Sekretariat Jenderal dan Badan
Pembinaan Hokum Nasional serta Kantor Wilayah Departemen Hukum

gan Hak Asasi Manusia d&i Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi
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Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara

Timur, dan Nusa Tenggara Barai.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi

penyusunan laporan keuangan Departemen serta bimbingan teknis akuntansi dan

pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebui, bagian Akuntansi

dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

€.

Penyusunan pelaksanaan anggaran;

Penyusunan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
Pengumpulan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
Penyiapan rekonsiliasi data laporan keuangan;

Pemberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Akunlansi dan Pelaporan lerdiri dari :

1.

2.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;

Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran,
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, pengumpulan, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyiapan rekonsiliasi data laporan
keuangan, pemberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan
keuangan meliputi Unit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Inspektorat Jenderal
serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di
Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa
Timur dan Bali.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II;
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Mempunyai tugas melakukan  pesyusunan  pelaksanaan  anggaran,
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, pengumpulan, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyiapan rekonsiliast dzea Japoran
keuangan, pemberian bimbingan teknis askuntansi dan  pelaporan
keuangan metiputi Unit Direktorat Jenderat Adminigtasi Hukum Umum,
Direktorat Jenderal Perlindungen Hak Asasi Manusia dan Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serfa
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di
Nanggroe Acch Darussalamn, Swmatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
Eepulauzn Riau, FJanbl, Besgkulu, Sumatera Selatan, Kepulavan
Bangka Belitung, dan Lampung.

. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan ‘ZH;

Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran,
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaraa, pengompulin, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyiapan rekonsiliasi data laporan
keuangan, pemberian bimbingan (eknis akuntansi dan pelaporan
keuzngan meliputi Unit Dircktorat Jenderal Imigrasi, dan Direklorat
Jenderal Hak Kekayvaan Intelektual serta Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asssi Moenusis di Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluky, Maloks Utarg,
Papua dan Irian Jaya Barat,

. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan IV;

Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksansan anggarsn,

pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, pengumpulan, pemantauan
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dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyiapan rekonsiliasi data laporan
keuangan, pemberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan
keuangan meliputi Unit Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum
Nasional serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan
Nusa Tenggara Barat.
4. 6. Rencana Strategi Biro Kevangan Tahun 2005-2009

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Biro Keuangan telah

ditetapkan visi dan misi.

Visi: Terwujudnya aparatur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia yang profesional dan menjunjung tinggi
moralitas dengan mendayagunakan sumber daya secara efisien dan
efektif.

Misi: Melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan kewangan di
lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

4. 7. Tujuan dan Sasaran Biro Keuangan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Biro Keuangan menetapkan

tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yaitu :

Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang hukum dan
administrasi.

Sasaran :

1. Tersusunnya target PNBP Departemen Hukum dan HAM tahun 2006;
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Terhimpunnys data pegawai, sarana dan prasarana dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kcmcn.tcrian{Lembaga (RKA-
KLY, Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) dan DIPA tabun 2006;
Tercapainya perubahan anggaran dalam hal revisi/pergeseran/pencairan
dan cadangan dana ABT (Anggaran Belanja Tambahan};

Tercapainya penyelesaian kasus-kasus kerugian negara;

Melaksanakan penyusunan rencana Anggasan Pendapatan dan Belanja
Bepartemesn;

Melaksanakan urogan pemibiayaan dan pertunggusgjawaban keuangan
Departemen serta penyiapan data realisasi pelaksanaan anggaran;
Malaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan  perbendaharaan
dilingkungan Departemen; '

Melaksanakan pembukuan dan penyusunan  perhitungan  anggaran
Depariemen serla verilikasi terhadap pelaksanaan anggatan;

Monitoring laporan realisasi anggaran belanja dan PNBP Departemen
Fukum dan HAM tahun 2006, sumber data dari SSBP, SPM, SPP, dan

P20,

10. Tercapainya penyusunan luporan kewangan Departemen Hukum dan

HAM tahun 2006 yang tepat waktu dengan mempergunakan aplikasi

Sistem Akuniansi Instansi (SAT);

11, Penerapan SAI pada unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

{UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayak
{UAPPAW), Unit Akuntansi Pembantu Pepgguna Anggaran Eselon 1

(UAPPAE), dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran {UAPA).
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4. 8. Kebijakan dan Program Biro Keuangan

Kebijakan : Membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan di

lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI

Program :

Rumusan program tahun 2(06 dan penyebarannya kedalam bentuk

kegiatan dapat diterangkan sebagi berikul :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Program Perencanaan Hukum;

Program Pembentukan Hukum;

Program Peningktan Kualitas Profesi Hukum;

Program Peningktan Kesadaran Hukum dan HAM;

Program Penegakan Hukum dan HAM;

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;

Program Pendidikan Kedinasan;

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan;

Program Peningktan Komilmen Persatuan dan Kesatuan Nasional;
Propram Penelitian dan Pengembangan IPTEK;

Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak
Hukum Lainnya;

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak.

4. 9. Rencana Kerja Bire Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro Keuangan terdapat dalam

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kcnegaraan dan Pemerintahan, pada
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kegiatan Administrasi Umum yang tersedia pada DIPA Sekretariat Jenderal Pusat.

Sedangkan kegiatan-kegiatan pada Biro Keuangan yang lidak dianggarkan dalam

DIPA Sekretariat Jenderal Pusat tahun 2006, adalah sebagai berikut ;

1. Pembuatan RKA-KL belanja mengikat;

2. Penghimpunan data pcgawai, sarana dan prasarana dalam rangka

penyusunan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) dan (DIPA);

menyantpaikan

3.

4,

5. Penanganan kerugian negara;

6. Menyusun
Negara/Lembaga;

7. Pengangkatan Pengelola Keuangan.

4. 10, Kondisi Pegawai

Keadaan pegawai

laporan

Penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Melaksanakan pembayaran biaya mutasi pejabat/pensiunan;

kevangan Kementerian

Biro Keuangan Departemen Hukum dan HAM

berdasarkan jabatan, lingkat pendidikan, masa kerja dan usia dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Keadaan pegawai Biro Keuangan Sekretariat Jenderal

berdasarkan jabatan
JABATAN JUMILAH PROSENTASE (%)
Kepala Biro 1 13 %
Kepala Bagian 4 5,1 %
Kepala Sub Bagian 12 15,5 %
Staf " 77,9 %
Jumlah 77 100 %

Sumber : TU Biro Keuangan, Oklober 2009
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Tabel 4.2, Keadaan pegawai Bire Keusngan Sekretariat Jenderal

berdasarkan tingkat pendidikan

JUMLAH

TINGKAT PENDIDIKAN PROSENTASE (%)
S3 0 0%
) 5 154 %
S1 32 41,5 %
D3 s 64 %
SLTA 25 32,4 %
Jumlah ; 77 100 %

Sumber @ TV Biro Keuangan, Dktabir 2000
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Gambar 4.3

Strokiur Organisasi Departemen Hukum dan HAM
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Sumber : Organisasi Tata Laksana , 2008
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Gambar 4.4
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Gambar 4.3

Struktur Organisasi Bire Keusangan
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BABY
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

3. 1. Hasit Penelitian

Penelitian telsh diakukan terhadap objek penelitian yaitu  Sistemn
Akuntansi Keuangan yang berada di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan
HAM RI. Terhadap objek penclitian telah dilalukan penyebaran kuesioner dan
wawancara mendalam terhadap informan / para sumber puna mendukung data
dari penycharan kuesioner.

Kuesioner terdini dari sckurnpulan pernyataan — pernyataan yang dibentuk
berdasarkan 4 {empaf} varisbsl utama, vaitu, Komunikasi, Sumber Daya,
Organisasi, dan Sikap. Wawancara mendslam berisikan pertanyean — pertanyasn
yang juga berkenasa dengan variabel — variabel tersebutl.

1.1.1. Varishel Komunikast

Tabel 5.1
Maksud dan Tojusn SAK
No Frequency ;| Percent Yalid Cumuiative
percent peroent
1 | Rangat tidak - - - -
menahami
2 1 Tidak memabaoyd 1 i1 1.1 1.1
3 | Ragy —rapu 4 4.5 4.3 37
4 | Memahami - 69 78.4 784 84.1
5 | Sangat memahami 14 15.9 i5.9 100
6 | Total 83 160 104
7 | Rata—rata 4.09

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
Dari Tabel 5.1, diketahui tanggapan responden terhadap maksud dan tujuan SAK,

1 responden (1.1%) tidak memahami, 4 responden (4.5%) ragu — ragu, 69
responden {78.4%) memahami, 14 responden (15.9%) sangat memahami. Dilihat

dari skor rata — rata, pernyataan ini memiliki skor 4.09 yang dikatagorikan baik.

83 UNIVERSITAS INDONESIA
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Maksud dan tujuan dari keberadaan aplikasi SAK telah dimengerti dengan baik.
Pengelola Laporan Kevangan sampai pada unsur UPT telah semakin baik

pemahaman mereka terhadap aplikasi SAK,

Tabel 5.2
Informasi yang jelas tentang Aplikast BAK
No Frequency | Percent Valid Cumuiative
parcent pereent
1 | Sengat tidak 3 34 34 3.4
memahami
2 1 Tidak memahami 2 23 2.3 3.7
3 | Ragu-—ragu 48 34.5 4.5 60.2
4 | Memahami 28 3i.8 31.8 9z
5 | Sangat memahamt Y 8 8 100
6 | Total 88 160 160
T | Bata—paig 3.38

Sumber : Hasil Penelitian {(Diolsh Pencliti)
Dari Tabel 5.2, diketabui tanggapan responden terhadap Informasi yang jelas

tentang aplikasi 8AK, 3 responden (3.4%) sangat fidak memahami, 2 responden
(2.3%) tidak memashami, 48 responden {54.5%) rapu — ragu, 28 responden
{31.8%%) memahany, 7 responden (8%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata -
rata, pernyataan ini memiiiki skor 3.38 yang dikatagorikan cukup baik. Pelatihan
dalam penggunaan aplikesi SAK masih dirasakan belum memadai. Program
Pendidikan dan Pelatihan aplikasi SAK perlu ditingkatkan guna meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi SAK.

Tabel 5.3
Komunikasi Bire Keuangan selake pembina SAK dengan Satker
No Frequency | Percent Valid Curanlative
percent percent

1 | Sangat fidak - - - 8.7

memahami
2 1 Tidak memahami 5 5.7 3.7 26.1
3 | Ragu ~rapu I8 20.5 20.5 76.5
4 | Memahami 39 44.3 44.3 100
5 | Sangat memahami 26 29.5 29.5
6 | Total 8% 100 100
7 | Rata ~rata 297

Sumber ; Hasil Penelitian (Diolak Penelitd)
UNIVERSITAS INDONESIA
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Dari Tabel 5.3, diketahni tanggapan responden terhadap Komunikasi Biro
Keuangan selaku pembina SAK dengan UPT 7 Satker tidak mengalami hambatan,
5 responden {5.7%) tidak memahami, 18 respondent (20.5%) ragn — ragu, 39
responden (44.3%) memahami, 26 responden (29.5%) sangat memahami. Dilihat
dari skor rata — rate, pernyataan ini memiliki skor 2.97 yang dikatagorikan tidak
baik. Dalam hal ini Biro Keuangan selaku pembina SAK perlu meningkatkan

penyebaran, sostalisasi mengenai SAK dengan peiatihan pendidikan, ttorial,

Tabel 5.4
Bire Keuangan sebagai tempat konsaltasi bagi penggunn SAK
No Freguency | Percent Valid Cumaulative
percent percent
1 | Sangat tidak 3 34 33 34
memahami

2t Tidak memsahami 18 17 17 20.5

3t Ragu-—ragu 24 273 2713 477

4 | Memahami 34 38.6 386 864

% | Sangat memohami 12 136 13.6 104

& | Toml 88 180 160

7 | Rata~rata 342

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
Dari Tabel 5.4, diketalns tanggapan responden terhadap Biro Keuangan selaku
pihak konsultator dalamy setiap permasalahan yang berkenaan dengan SAK. 3
responden (3.4%) sangat tidak memahami, 15 responden (17%) tidak memahami,
24 responden {27.3%) ragu — ragw, 34 responden (38.6%) memahami, 12
responden (13.6%) sangat memahami. Dilthat dari skor rata — rata, pernyatasn ini
memiliki skor 3.42 yang dikatagorikan cukup baik. Seperti vang di ungkapkan
Kasub Akuntanst Pelaporan :
“...hal jri berkaitan dengan sumber daya maunusia dan surnber daya dana,
Menunt seya hambatan yang berkaitan dengan mesalah monitoring
disebabkan oleh keterbatasan dana, karena banyak sekali Satker / UPT yang
berada di wilayah pelosok masih terbentur dengan masalah fransportasi.

Sehingga mienjadi masalsh dalam pembinaan yang Kita rasakan saat ini dan
dana dalam DIPA masih belum bisa menutupi biaya operasional tersebut..,”

UNIVERSITAS INDONESIA
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Tabel 5.5
FPelaksanasn Pelatihan SAK secara Kensisten
No Frequency | Percent VYalid Camulative
percent pareent
1 | Sanget tidak - - - -
wmerateanms

2 | Tidak memahami i1 12.5 2.5 12.5
3 | Rapu-~ragu 17 193 183 31.8
4 | Memahami 48 455 45.5 773
3 | Sangat memahamt 26 227 22.7 160
& | Towl £8 160 60

7 | Rata-—rata 378

Sumber : Hasil Penelitian (Diclah Pensliti)
Dari Tabel 5.5, diketahut tanggapan responden ferhadap pelaksansan pelatihan

SAK, 11 responden (12.5%) tidak memahami, 17 responden (19.3%) ragn — mgu,
40 responden (45.5%) memshami, 20 responden (22.7%) sangat memahami.
Dilibat dari skor rafa ~ rais, pemyaiaan iol memiliki skor 3.78 yang dikatagorikan
cukup baik. Re&pamiaﬁ menilai bahwa pelatiban SAK yang diadakan oleh SAK
sudali cukup konsisten, namun perlu ditingkatkan dari sisi frekuensi, materi

mengingat aplikasi SAK yang sampai saat ini belum baku dan selalu diperbaharui

tiap periode waktu {per 3 bulan sekali)
Tabel 5.6
Pencapaian implementasi melalui pelatihan SAK
Neo Frequency | Percent Valid Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak ) 5 n 5
memahzmi
2 | Tidak memahami 8 9.1 91| . 9.1
3 | Ragu-ragu 27 30.7 30.7 39.8
4 | Memahami 48 4.5 54.5 943
5 | Sangat memahami 5 5.7 5.7 100
€ | Total 88 100 100
7 | Rata-rata 356

Sumber ; Hasil Penelitian {Diolah Peneliti)
Dari Tabel 5.6, diketshui tanggapan responden terhadap Pelatihan yang telzh

dilakukan berpengaruh terbadap pencapaian implementasi zplikasi SAK, 8

responclen (9.1%) tidak memahami, 27 responden (30.7%) ragu — ragu, 48

LUNIVERSITAS INDONESIA
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responden (54.5%) memahami, 3 responden (5.7%) sangat memshami. Dilihat
dari skor rata - rala, pemnyataan ini memiliki skor 3.56 yang dikatagorikan cukup
baik. Scbagian besar resporden iclan merasakan manfaat dari di adakannya

pelatihan SAK, dengan peningkatan pelatihan SAK, iraplementasi SAK semakin

dapat diialan kan sesuai harapan.
5.1.2. Variabe! Sumber Daya
Tabel 3.7
Jumiah operator pepgelola SAK
No Frequency | Pergent Valid Cumuiative
R percent pescent
1 | Sangat tidak 4 4.3 4.5 45
memahami
2 | Tidek memahami 13 148 148 193
3 | Ragy - ragu 49 55.7 557 75
4 Mamghomi 16 182 18,2 923
5 | Sangat memshami & 6.8 4.8 100
6 1 Total &8 100 100
7 | Rata —rafa 3.07

Sumber : Hasil Pepelitian (Diolah Peneliti)
Dari Tabel 5.7, diketahui tanggapan responden terhadap jumiah petugas / operator

SAK dalam mendukung pelaksanaan SAK, 4 responden {4.5%) sangat tidak
memshami, 13 responden (14.8%) tidak memahamd, 49 responden (55.7%) ragu —
ragy, 16 responden {18.2%) memahami, 6 responden (6.8%) sangat memahami.

Dilihat dari skor rata — rata, pernyataan ini memiliki skor 3.07 yang dikatagorikan

cukup baik.
Tabel 58
Pemahaman SDM dengan prosedur pengoperasian SAK
No Frequency | Percent Valid Cumulative
petcetit percent
I | Sangat tidak 3 34 3.4 3.4
mermahami
2 | Tidak memahami 14 13.9 15,9 19.3
3 | Ragu~ragy 23 26.1 26,1 43.5
4 | Memaham 39 443 443 £9.8
5 | Sangat memahami Q@ 192 162 100
& | Total 88 100 100
F | Rata-pais 342
Sumber : Hasil Penclitian (Diolsh Peneliti)
UNIVERSITAS INDONESIA
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Dari Tabet 5.8, diketahui tanggapan responden terhadap pemahaman Sumber
Daya Manusia (SDM) mengenai prosedur pelaksanaan pengoperasian aplikasi
SAK, 3 responden (3.4%) sangat tidak memahami, 14 responden (15.9%) fidak
memabami, 23 responden (26.1%) ragu — ragy, 39 responden (44.3%) memahami,
9 responden {10.2%) sangat memahami, Dilihat dari skor rata — rata, pernyataan
it memiliki skor 3.42 yang dikatagorikan cokup baik. Sast ini sumber days
manusia operator / Pengelola SAK pada 33 Kantor Wilayah di 33 propinsi di
Indonesia, hampir seluruhnya telah mendapatkan pelatihan pengoperasian SAK.
Pelatihan masih perlu ditingkatkan mengingat perkembangan aplikasi yang secara
berkesinambungan terus diperbaharyi.
Tabel 5.9

Kualifikasi yang dimiliki untuk melaksanakan aplikasi SAK

No Freguency | Percent Valid Cumulative
percent pereent

1 | Sangat tidak - - - -

memaltami

2 | Tidak memahami 11 12.% 12.5 12.5

3| Ragu-—ragy 21 23.9 239 364

4 | Memabami 45 51.1 51.1 87.5

5 i Saogat memahami 11 12.5 {2.5 100

6 | Total 88 100 10

7 | Rata —rata 3.63

Sumber : Hasil Pepelitian (Diclah Pendliti}

Dari Tabel 3.9, diketshol tenggepan vesponden terhadap kualifikasi vang
diperiukan wnink melaksanakan SAK, 11 responden {(12.5%) tidak memahami, 21
responden (23.9%) ragu — ragu, 45 responden (51.1%) memahami, 11 responden
(12.5%) sangat memahami. Dilibat dsr skor rata — rata, pernyataan ini memiliki
skor 3.63 yang dikatagorikan cokup baik.

UNIVERSITAS INDONESIA
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Tabel 5.10
Pengetabuan tentang SAK bagi sctiap SDM yaang berkompeten
No Frequency | Percent Valid Cumauiative
percent pereent
1 | Sangat tidak - - - -
mermaharni

2 | Tidak memmhami 5 5.7 5.7 5.7

3 1 Ragu-ragu 31 352 352 409

4 | Memahami 44 58 58 50.9

St Sangat memahami g 9.1 9.1 100

& | Total 88 100 100

7 { Rata-ratz 3.42

Sumber : Hasll Peaelitian (Diolah Penelith

Dari Tabel 5,10, diketahui tanggapan responden terhadap pengetehuan yang
cukup vang dimiliki oleh SDM dalam melaksanakan aplikast SAK, 5 responden
(5.7%;) tidak memahami, 31 responden (35.2%) Ragu — ragy, 44 responden (50%)
memahami, 8 responden (9.1%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata — rata,

permnyataan ind memiliki skor 3.62 yang dikatagorikan cukup baik.

Tabel 5.11
Sumber dana yang memadai dalam melaksanakan SAK
No Frequency | Percent Valid Cumnuniative
percent percent
1 | Sangat tidak - - - »
memuhami

2 | Tidak memahami - - - -
3 | Rapu ~ragu 10 i14 i14 {14
4 | Memahami 31 332 33.2 466
5 | Sengat memahami 47 53.4 534 180
6 | Total g5 166 106

7 | Rata-rale 442

Sumber » Hasil Penelitian {(Diclah Penelitd)

Dari Tabel 5.11, diketahui tanggapan responden terhadap sumber dana yang
memadai dalam melaksanakan SAK, 10 responden (11.4%) ragu — ragu, 31
responden (35.2%) wemahami, 47 responden (53.4%) sangat memahami, Dilihat
dsri skor rata — rata, pernyataan ini memilikt skor 4.42 yang dikatagorikan baik.

Sumber dana yang lebih besar dibutubkan dalam implementasi SAK, petugas

UNIVERSITAS INDONESIA

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana Ul, 2009



%0

operator /user SAK perlu diberikan tunjangan yang cukup schingga memacu

motivasi dalam melak

dari segi spesifikasi dalam menuniang aphikast SAX.

Tabel 5.12
Sarang dan Prasarans penunjang aplikasi SAK
No Frequency { Percent Valid Cumulative
percent percent
I Sangat tidak 3 3.1 a1 a1
memahami

2 | Tidak smemahami 11 12.5 12.5 21.6
3 | Ragy -~ ragu 47 334 534 73
4 | Memahami 21 239 239 98.9
S | Sangat memahams 1 1.1 1.1 100
6 | Total 88 100 100

7 | Rata ~ rata 2.95

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

sanakan SAK. Peralatan perangkat keras periu ditingkat kan

Dari Tabel 5,12, diketahui tanggapan responden terhadap sarana dan prasarana

penunjang aplikasi SAK, B responden (5.19%) sangat tidek memzhami, 11

responden (12.5%) tidak memahami, 47 responden (53.4%) rage ~ rapy, 21

responden (23.9%) memahami, 1 responden {1.1%) sangat memahami. Dilihat

dari skor rata — rata, pernystaan ind memiliki skor 2.95 yang dikatagorikan tidak

baik. Senada dengan yang di ungkapkan Kasub Akuntansi Pelaporan :

- sangat dilematis masaleh sumber daya manusia ini kavrena terbentur
dengan latar belakang pendidiken akuntapsi. Saat ini sedang direncakan
kedepan untuk melakukan perckrutan pegawal vang disesunikan dengan
latar belakang pendidikan, khususnys latar belakang pendidikan akuntansi,
Zaat ini banyak sckali latar belakang yang berbeda seperti hukum namun
bertugas sebagai pengelola kevangan.....”

UNIVERSITAS INDONESIA

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana Ul, 2009



91

§.1.3. Variabel Sikap
Tabel 5,13
Ketentuan dalam SAK telah ditaati dan dilaksanakan oleh Satker
Ne Frequency | Percent Valid Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak - - - -
memahami
2 | Tidak memahami 15 17 17 17
3 | Ragu —ragu 2 25 25 42
4 | Memaharni 47 534 53.4 95.5
3 | Sangat memahani 4 4.3 4.5 180
6 | Total 88 100 180
7 | Rati—raia 3,45

Sumber : Hasil Penelitian (Diclah Peneliti)

Dari Tabel 5.13, diketahui tanggapan responden terhadap ketentuan dalam SAK

telah ditaati dan dilaksapakan oleh Satker, 15 responden (17%%) tidak memshami,

22 responden (25%:} ragn — ragu, 47 responden (53.4%) memahami, 4 responden

{4.5%) sangat memzhami. Dilihat dari skor rata — rata, pernyataan ini memiliki

skor 3.45 yang dikatagorikan cukup baik. Biro RKeuangan telah mengirimkan Surat

Edaran No, MHH.K17.05.03-4 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Departemen Hukum dan EIAM, dilihat dari tanggapan responden sebagian besar

telah melaksanakan salah satu ketentuan dalam SAK tersebut.

Tabel 5.14
Pengiriman Laporan Keaangan tepat waktu scsuai jadwal
No Frequemcy | Percent Valid Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak - - - .
memahami
2 1 Tidek memahami 13 4.8 148 14.8
3 | Ragu - ragn 5 40,9 40.9 55.7
4 | Memahami 31 35.2 352 90.9
5 | Sangst memahami 8 9.1 9.1 100
6 { Total 23 100 igo
7 { Rata-—rala 338
Sumber : Hasil Penclitian {(Diolah Peneliti)
UNIVERSITAS INDONESIA

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana Ul, 2009

[



92

Dari Tabel 5.14, diketahui tanggapan responden terhadap pengiriman Laporan
Keuangan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, 13 responden (14.8%)
tidak memahami, 36 responden (40.9%) ragu - ragu, 31 responden (35.2%)
memahami, 8§ responden (9.1%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata — rata,

pernyataan ini memiliki skor 3.38 yang dikatagorikan cukup baik.

Tabel 5.15
Dukungan Satker untuk SAK sebagai suatu mefode pelaporan keuangan
No Frequency | Percent Valid Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak - - - -
memahami
2 | Tidak memahami 4 4.5 4.5 4.5
3 | Ragu —ragu 1 1.1 1.1 5.7
4 | Memahami 42 47.7 47.7 534
5 ' | Sangat memahami 41 46.6 46.6 100
6 | Total 88 160 100
7 | Rata ~rata 4.36

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Pencliti)

Dari Tabel 5.15, diketahui tanggapan responden terhadap dukungan Satker untuk
SAK sebagai suafu bentuk metode pelaporan kevangan, 4 responden (4.3%) tidak
memahami, i responden (1.1%) ragu — ragu, 42 responden (47.7%) memaharmi,
41 responden (46.6%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata — rata, pernyataan

ini memiliki skor 4.36 yang dikatagorikan baik.

Tabel 5.16
Setiap petugas pelaksana pelaporan keuangan telah melaksanakan tugasnya
No Frequency | Percent Valid Cumulative
percent percent
[ | Sangat tidak - - - -
memahami

2 | Tidek memahami 6 6.8 6.8 6.8
3| Ragu—ragu 21 239 239 30.7
4 | Memahami 35 39.8 39.8 T70.5
5 | Sangat memahami 26 29.5 29.5 100
6 { Total 88 100 100
7 | Rata—rata 3.92

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Dari Tabel 5.16, diketahui tanggapan responden terbadap Setiap petugas
pelaksana pelaporan keuangan telah melaksanakan tugasnya dengan penuh
kesadaran dan tanggung jawab, & responden (6.8%) tfidak memshami, 21
responden (23.9%) ragu — ragw, 35 resporden (39,8%) memahami, 26 responden
(29.3%) sangat memahami, Dilihat dari skor rata — rata, pernyataan ini memiliki

skor 3.92 yang dikatagorikan cukup buik,

Tabel 517
Perhatian Pimpinan Sathker terbadap implementasi SAK
No Frequency | Percent Valid Cumulative
percent percent
i Sangat tidak 2 23 Z3 2.3
memahami
2 | Tidak memahami 3 3.4 14 = d
3 | Ramn—ragy 33 37.5 375 432
4 | Mesahami 34 a8s 385 £1.8
S | Sangat memahami i6 18.2 182 100
& § Tolal §% 160 1
7 Ra—mla 187

Sumber : Hasil Penelitian (Dioclah Peneliti)

Dari Tabel 3.17, diketshui tanggapan responden terhadap perhatian pimpinan
gatker terbadap implementasi SAK, 2 responden (2.3%) sangat tidak memahemi,
3 responden {(3.4%) tidak memahami, 33 responden (37.5%) ragu — ragu, 34
responden {38.6%) memahami, 16 responden (18.2%) sangat memahami. Dilihat
dari skor rata - rata, pemyatazn ini memiliki skor 3.67 yang dikatagorikan cukup
baik.

UNIVERSITAS INDONESIA

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana Ul, 2009



94

Tabel 5.18
Manfaat kebijakan Fmplementasi SAK untuk terselenggaranya Laporsn
Kenangan
Ng Frequency | Percent Valid Comtintive
percent percent
1 | Sangat fidak - - - -
memahami
2 { Tidak memahami 4 4.5 4.5 4.5
3§ Raguwragy 17 19.3 19.3 2319
4 | Memahami 45 357 55717858
3 | Sangat memahami 13 20.5 20.5 100
6 | Total &8 100 100
7 1 Rata-rafa ER ]

Sumber ; Hasil Penelitian (Diolsh Peneliti}

Dari Tabel 5.18, diketahui tanggapan responden terbadap manfaat kebijakan
implemeniasi SAK untuk terselenggavanya Laporan Keuangan vang baik, 4
responden. (4.5%) tidak memahami, 17 responden (19.3%) ragu -~ ragu, 49
responden (55.7%) memahami, 18 responden (20.5%) sangat memabami. Dilihat
dari skor rata — rata, pernyataan ini merniliki skor 3.92 vang dikatagorikan cokup
baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Kasub Akuntansi Pelaporan :

" SAK  adalah kewajiban bagi Departemen yang menggunakan APBN,
implementasi SAK sangat baik sckali, karena Lzporan Keunangan dapat disajikan

secara computerized, suka tidak suka menurut saya SAK adalah Kewajiban yang
tidak bisa ditawar — tawar..,”

5, 1. 4. Variabel Straktur Birokrasi
Tabel 5.19
Petuniuk pelaksapaan /SOP dalam implementssi SAK

No Frequency | Percent Valid Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak w - - -
memahami
2 i Tidak memahami 3 3.4 34 34
3 | Ragu-ragu 1% 17 17 20.5
4 | Memshami 34 61.4 61.4 B1.8
5 | Sangat memshami 16 18.2 18.2 100
& | Total 88 100 100
7 | Rata - rata 394
Sumber ¢ Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Dari Tabel 5.19, diketabui tanggapan responden terhadap manfaai Petunjuk
pelaksanaan / SOP dalam implementasi SAK, 3 responden (3.4%) tidak
memahami, 15 responden (17%) magu — ragn, 54 responden (61.4%) memahami,
16 responden (18.2%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata — rata, pernystaan

ini memiliki skor 3.94 yang dikatagorikan cukup baik

Tabel 8.20
Efisiensi pelaksanaan SAK dengan sumber dana yang ferbatay
No Frequancy | Percent Valid Cumulative
pereent pereent
1 | Sangat tidak 3 34 34 3.4
memzhami

Z | Tidak memabami 4 4.5 4.5 3

3 | Ragy ~ragu 21 239 239 318

4 | Memahsmi 53 66.2 60.2 97

5 | Sangat memshami 7 8 £ 100

6 | Total 28 180 160

7 | Rata--rata 3.64

Sumber : Hasil Penelitian (Diclah Peneliti)

Dari Tabel 5.20, diketahwi Langgapan responden terhadap efisiensi pelaksanaan
SAK dengan sumber dana yang terbatas, 3 responden (3.4%) sangat tidak
memahami, 4 responden (4.5%}) tidak memahami, 21 responden (23.9%) ragu —
ragu, 53 responden (60.2%) memahami, 7 responden (8%) sangat memahami.
Dilihat dari skor rata — rafa, pernyataan ini memiliki skor 3.64 yang dikatagorikan
cukup baik. Dengan dana yang relatif terbatas, implementasi SAK di Departemen
Hulkwrn dan HAM RI dapat dilakssnaken, Pelaksanaan SAK dengan berlandaskan
semangat efisiesitifitas dana dalam pelaksapaannya ditanggepi cleh responden

pada anggapan masih bisa diterima dengan cukup baik.
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Tabel 5.21
Struktur Birokrasi saat ini sudah tepat dalam mendukung SAK
No Frequency | Percent Valid Cumulative
percent percent

I | Sangat tidak - - - -

memahami
2 | Tidak memahami - - - -
3 | Ragu—ragu 4 4.5 4.5 4.5
4 | Memahami 42 47.1 47.7 52.3
5 | Sangat memahami 42 47.7 47.7 160
6 | Total 88 100 100
7 | Rata—rata 3.43
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Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
Dari Tabel 5.21, diketahui tanggapan responden terhadap Struktur Birokrasi saat
ini sudah tepat dalam mendukung SAK, 4 responden (4.5%) ragu — ragu, 42
responden (47.7%) memahami, 42 responden (47.7%) sangat memahami. Dilihat
dari skor rata — rata, pernyataan ini memiliki nilai skor 3.43 yang dikatagorikan
cukup baik, Skor rata — rata ini juga tercermin dari pernyataan Kasub Akuntansi &
Pelaporan :
... Sistem pelaporan keuangan melalui SAK telah diatur secara berjenjang,
dari tingkat Satker sampai hingga tingkat Pusat / Kementerian / Lembaga.

Saya menilai saat ini struktur yang ada di Departemen Hukum dan HAM
sudah menunjang dan mengacu kepada peraturan yang berkenaan dengan

SAK....”
Tabel 5.22
Pelaksanaan SAK melalui koordinasi guna keseragaman dalam
melaksanakan kebijakan
No Frequency | Percent Valid Cumulative
percent percent

1 | Sangat tdak - - - -

memahami
2 | Tidak memahami - - - -
3 [ Rapu-—ragu 5 3.7 5.7 5.7
4 | Memahami 59 67 67 72.7
S | Sangat memahami 24 27.3 27.3 100
6 | Total 88 100 100
7 | Rata—rata 421

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Dari Tabe! 5,22, diketahui tanggapan responden terhadap pelaksaan SAK melalui
koordinasi puna keseragaman dalam melaksanakan kebijakan, § responden {3.7%)
ragu ~ ragu, 59 responden (67%) memahami, 24 responden (27.3%) sangat
memahami. Dilihat dari skor rata — rata, pernyataan ini memiliki skor 4.21 yang
dikatagorikan baik. Serupa dengan penjelasan Kasub Akuntansi dan Pelaporan :

- Koordinasi sangat diperlukan naroun tingkat efekiifilas nys yang masih
periu dipertanyvakan. Di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum & HAM
mengingaf kKita memiliki 33 Kaptor Wilayah dengan sistem Birokrasi
vertikal, dengan sekitar 765 Satker yang tersebar di Indonesia. Koordinasi
dengan mengeloarkan Surat Edaran, atau mengumpulkan para pimpinan
Satker melalui rapat koordinasi atan kami dari pusat datang langsung ke
wilayah melalui moniioring dan Bimbingan Tekniz. Rencana kedepan
komunikasi melalui feleconference dapat menjadi cara ampub dalam
melakukan koordinast....”

Tabel 523
SAK dilaksanakan melalui koordinasi guna memperkecil kemungkinan
terjadi kesalahan
No Frequency | Percent Valid Cusnufative
percent percent
1 | Sangat tidak - - - -
rmemabiami
2 1 Tidak memshami 1 1.1 1.1 1.1
3t Ragy —ragu & 6.8 6.8 8
4 | Memahami 54 61.4 614 §9.3
5 | Sangat memahammi 27 307 36.7 100
§ { Total 23 160 100
7 | Ratg~rata 4,21

Sumber : Hasil Penclittan {Diclah Peaehiti)

Dari Tabel 5.23, diketahui tanggapan responden terhadap SAK dilaksanakan
melalui koordinasi guna memperkecil kemungkinan tedadi nya kesalabnn, 1
responden (1.1%) tidak memshami, & responden (6.8%) ragu ~ ragy, 54
responden (61.4%) memahami, 27 responden (30.7%) sangat memabami, Dilihat

dari skor rata — rata pernyataan ini meniliki skor 4.21 yang dikatagorikan baik
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Tabel 5.24
Kewenangan Operator SAK tidak tumpang tindih dengan kewenangan lain
diluar SAK
No Frequency | Percent Valid Cumulative
percent percent
1 | Sangat tidak - - - -
memahami
2 | Tidak memahami 3 34 3.4 34
3 | Ragu—ragu 24 273 273 30.7
4 | Memahami 39 44.3 44.3 75
5 | Sangat memahami 22 25 25 100
6 | Total 88 100 100
7 | Rata—rata 3.90

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Dari Tabel 5.24, diketahui tanggapan responden terhadap kewenangan operator
SAK tidak tumpang tindih dengan kewenangan lain diluar SAK, 3 responden
(3.4%) tidak memahami, 24 responden (27.3%) ragu — ragu, 39 responden
(44.3%) memahami, 22 responden (25%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata

—rata, pernyataan ini memiliki skor 3.90 yang dikatagorikan cukup baik

Tabel 5.25
Wewenang yang telak di amanatkan telah dijalan kan dengan baik
No Frequency | Percent Valid Cumulative
percent percent
I | Sangat tidak 1 1.1 1.1 1.1
memahami

2 | Tidak memahami 3 34 3.4 4.5

3 | Ragu—ragu 21 23.9 23.9 28.4

4 | Memahami 41 46.6 46.6 75

5 _| Sangat memahami 22 25 25 100

6 | Total 88 100 100

7 | Rata—rata 3.90

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Dari Tabel 5.25, diketahui tanggapan responden terhadap wewenang yang telah
diberikan kepada petugas pengelola SAK telah dilaksanakan dengan baik sesuai
dengan tugasnya, 1 respondem (1.1%) sangat tidak memahami, 3 responden

(3.4%) tidak memahami, 21 responden (23.9%) ragu — ragu, 41 responden
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{46.6%) memahami, 22 responden (25%) sangat memahami. Dilihat dari skor rata

— rata, pernyataan ini memiliki skor 3.90 vang dikatagorikan cukup baik

8. 2. Nilai Total Skor Rata — rata Berdasarkan Masing — Masing Variabel

Tabel 5.26

Yariabel Komunikasi

Peryataan

Skorrala —mia

Total skor rata —rata

4.09

338

2.97

3.42

3.78

P R R TRFN) RPN 3 8]

356

WQ\%%WNM?

TOTAL

21.2

3.33

Sumber : Hasil Penelitian (Diclah Penelitr)

Tabel 5.26 menunjukian hasil total skor rata — rata dari variabel Komunikasi.

Hasil total skor rata ~ rata menunjukkan nilai 3.53 yang dikatagorikan cukup baik

Setiap individu yang berada dalam Jingkupan SAK sebagai tugas pokok fungsinya

memahami maksud dan tojuan SAK . Peningkatan unsur komunikasi dalam

implementast SAK baik komunikasi antara Biro Keuangan sclaku pembina SAK

dengan Satker dan komunikasi Sekretariat Jendersl dengan onit Eselon | Iainnya

mutlak perlu ditingkatkan. Penvebaran informasi yang berkenaan dengan SAK

perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berkala dsn konsisten gunz me-

minimalisir hambatan — bambatan vang ada,

Tabel 827
Variabel Sumber Dava
No Pornvatoan Skor rata —rata Total skor rata — rate
i 1 3.07
2 2 342
3 3 3.63
4 4 3.62
5 § 4.42
6 ) 2.95
7 | TOTAL 21.11 3.51
Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
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Tabel 5.27 menunjukkan hasil total skor rata — rata dari variabel Sumber Daya.
Hasil skor rata — rata menunjukkan nilai 3.51 yang dikatagorikan cukup baik.
Hasil kuesioner yang di isi oleh responden menggambarkan bahwa kondisi
sumber daya dalam implementasi SAK saat ini cukup baik dan sebagian besar
pengelola SAK telah mengerti prosedur pelaksanaan SAK namun harus
ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatiban. Jumlah operator SAK perla
ditingkatkan seiring dengan tuntutan Laporan Keuangan yang lebih baik.
Dukungan dari sumber dana juga sangat akan berperan dalam meningkatkan
pelaksanaan implementasi SAK pada Departemen Hukum dan HAM RI. Secara
tersirat mengenai sumber daya penunjang implementasi terdapat dalam cuplikan
wawancara dengan Kasub Akuntansi dan Pelaporan :

... di satu sisi kita di tuntut memperbaiki Laporan keuangan, di sisi lain kita
sarana dan prasarana penunjang masih sanpat memprihatinkan, apalagi Satker
yang jauh seperti Indonesia timur yang memperlambat Laporan Keuangan. Masih

banyak peralatan komputer yang sebagai sarana pelaporan keuangan dalam
kondisi rusak dan belum bisa diperbaiki....”

Tabel 5.28
Variabel Sikap
Pernyataan Skor rata — rata Total skor rata — rata
1 345

3.38

4.36

3.92

3.67

AR RN RV )

392

--.Jc\m-hwto--oz

TOTAL 22.7 3.78

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
Tabel 5.28 menunjukkan hasil total skor rata — rata dari variabel Sikap. Hasil skor
rata — rata menunjukkan nilai 3.78 yang dikatagorikan cukup baik. Pada variabel
ini dapat dilihat sikap pengelola SAK cukup baik dan mendukung implementasi
SAK, Pelaporan SAK berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, para pimpinan
di jajaran satker juga cenderung mendukung pelaksanaan implementasi SAK.
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Seperti yang terungkap delam wawancara dengan Kasub Akuntansi dan pelaporan

-

o berkaitan dengan masalah komitmen pimpinan yang telash saya
sampaikan fadi, sast ini Pelaporen Keuangan masih dianggap sebagal
pelengkap pekerjaan saja, belum dianggap sebagai sebuah pekerjaan utama
dalam menjalankan manalemen keuangan pemerintah. Namun saat ini para
pimpican tertinggi kami sudah melakukan terobosan dengan melakukan
Mol mengenai pelaporan keuangan walaupn belum bisa dilaksanakan
secara moaksimal pamun sudsh bisa dilihat trend positif dari MoU ini
menunjang Laporan Keuangan. Hal ini terbukt dengan Laporan Keuangan

semester pertama tahun ind..,.”

Tabel 5.29
Variabel Struktur Birokrasi
No Pemyatazn Skor rata — rata Total skor rata —rata
1 1 394
2 2 3.64
3 3 343
4 4 4.21
3 3 4.21
& 6 3.90
7 7 3.90
3 | TOTAL 2123 3.89

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)
Tabel 5.29 menunjukkan hasil total skor rata

— rata dari variabel Stroktur

Birokrasi, Hasil skor skor rata — rata menunjukkan nilai 3.89 yang dikatagorikan

cukup baik. Koordinasi dengan tujuan efisiensi, pelaksanaan kebijakan telah

terbentuk cukop baik. Kewenangan yang terbentuk hasil dari implementasi SAK

telab cukup baik dapat dijalan tanpa harus saling tumpang tindih dengan

~ kewenangan lainnya dihrar implementasi SAK.

5,3, Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Akunfansi Kenangan (SAK)

pada Sekrefariat Jenderal Departemen Hokam & HAM,

Dalam 3 tehun berfurst — turut Leporan Keuangan Departemen Hukum

dan HAM mendapat predikat Disclainer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secam garls besar permacalaban utama penyebab Disclaimer adalah maselsh
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Sistem Pengawasan Internal (SPI) yang masih lemah sesuai dengan kutipan dari

wawancara dengan Kasub Akuntansi dan Pelaporan
... SPI kita masih lemah, artinya dari tingkat pusat ke tingkat Satker
masih belum bisa diandalkan dengan baik, terbentur banyak
masalah, seperti masalah transportasi dan komunikasi, serta faktor
lain, mungkin responden di daerah salah persepsi dalam mengartikan
SPI; menurut mereka SPI sudah diiaksanakan dengan baik....”

Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan :

“...beberapa tahun lalu sistem pengendalian intern di Sekretariat Jenderal
belom dijalan kan dengan baik bahkan cenderung tidek pernah, untuk
pengawasan {monitoring) dilakukan oleh kepala biro kevangan, kepala
bagian akuntansi dan pelaporan beserta dengan empat kepala sub
bagiatinya, namun sejak tahun 2008 SPI telah gencar disosialisasikan dan
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal....”.

Sebelum Sistem Pengawasan Internal dilaksanakan sistem pelaporan masih
terkesan hanya bagian dari rutinitas tanpa ada implikasi bahkan sanksi apa pun
apabila tidak dilaksanakan dengan baik, dan tergambar bahwa Inspektorat
Jenderal hanya melakukan revisi tidak terlihat adanya fungsi pengawasan

tercermin dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

..... "Laporan Keuangan tingkat dep.Hukum dan HAM yang dibuat
oleh bagian akuntansi sebelum dikirim ke Dep. Keuangan di revisi
oleh Inspektorat Jenderal. Setelah direvisi dibuat laporan untuk
disampaikan ke Dep.Keuangan dan BPK maupun ke Itjen. Rencana

tahun 2009 melakukan monitoring karena selama ini....”
Sistem Akuntansi Keuangan adalah salah satu perwujudan implementasi
kebijakan dan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan Laporan
Keuangan yang relevan, andal serta dapat dibandingkan. Birokrasi sangat

memainkan peranan penting dalam menunjang implementasi. Hasil penilaian
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responden menilai bahwa Birokrasi sudah cukup baik mendukung implementasi
SAK, seperti dikutip dari wawancara dengan Kasub Akuntansi dan Pelaporan
..... "Sistern  pelapogan  keuangan melalui SAK  telsh  diatur  secara
berienjang, dari tingkat Satker sampai hingga tingkat Pusat / Kementertan /
Lembaga. Saya menilal saat ind struktur yang ada di Departemen Hukum
dan HAM sudsh menunjang dan mengacu kepada peraturan yang
berkenaan dengan SAK....”

Penyosuman Laporan Kouangan Departemen Hukum dan HAM RI
dilaksanakan oleh Sckretariat Jenderal dengan menunjuk Biro Keuangan pada
Bagian Akuntansi dan Pelsporan sebagal unit yang bertanggung jawab menyusun
Laporan Kenangan. Bagian akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 4 (empat)
sub bagan, yaitu

1. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;

Mempunyal tugas melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran,
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, pengumpulan, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan anggaran, perryiapan rekonsiliasi data laporan
kenangan, pemberian bimbingan teknis akuniansi dan  pelaporan

keuangan meliputi Upit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan, Direkiorat Jendersl Pemasyarakatan, dan Inspekiorat Jenderal
serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di
Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI, Yogyakaria, Jawa
Tinur dan Bali,

2. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I1;

Mempunyai tuges melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran,
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, pengumpulan, pemantavan

dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyiapan rekonsiliasi data laporan
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keuangan, pemberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan
keuangan meliputi Unit Direktorat Jenderal Administasi Hukum Unum.
Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumsaters Barat, Riay,
Xepulauan Riaw, Jambi, Benglulu, Sumaterz Selatan, Kepulsusm
Bangkas Belitung, dan Lampung,

. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I1I;

Mempunyai tugas melakokan penyusunan pelaksanaan anggaran,
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, pengumpulan, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan snggaran, penyiapan rekonsiliasi data Japoran
kevangan, pemberian bimbingan feknis skustansi dan pelaporan
kevangan meliputi Unit Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kalimentan Barat, Kelimentan
Tengah, Kalimantan Selaian, Kalimantan Timur, Maluku, Maleku Ulars,
Papua dan Irian Jaya Barat.

. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan IV;

Mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan anggaran,
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, pengumpuian, permantauan
dan evaluasi pelaksanann anggaran, peayiapan rekonsitiasi data laporan
keuangan, pemberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan

kevangan meliputi Unit SBekretariat Jenderal, Badan Pembinsan Hukum
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Nasional serta Kantor Wilaysh Departernen Hulum dan Hak Asasi
Mamusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggera,
Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontale, Musg Tenpgara Timur dan
Nuss Tenggara Barat.

Sumber daya manusia sangat penting persnannya dalam penyusunan
Laporan Keuangan, Biro Keuangan melahsi Bagian Akuntansi Pelaporan adalah
bagian dani koordinator SAK. Melakukan koordinasi dengan Satker, monitoring,
pembinagn adalah bagian dasi tugas pokok fungs! Biro Keuangan. Setiap pegawai
di bagian akunfansi dan pelaporan diberikan tanggungjawab 2 (dua) sampai
dengan 3 (tiga) kantor wilayah, untuk membuat Japoran gabungan ditingkat unit
akuntansi  Unit Aia;:zmnsi Penzguna Anggaran {UAPA), Walaupun jumlah
pegawainya sudah memadai namun dalam hal kualitas sumber dayd manusia yang
ada dibagian akuntansi dan pelaporan Biro Keusagan Sekretariat Jenderal masih
dikatakan kurang, seperti yang dikatakan olch Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Pelaporan, Biro Keuangan Sckretaniat Jenderal, mengatakan bahwa

.osangat dilematis masalah sumber daya manusia ini karena terbentur

dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Saat ini sedang direncakan

kedepan unfuk melakukan perekrutan pegawai yang disesuaikan dengan
latar belnkang pendidikan, khususnya latar belakang pendidikan akuntansi.

Saat ini banyak sekali latar belakang yang berbeda seperti hukum namun

bertugas sebagai pengelols keuaogan...”

Hal serups juga dipericles oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Felaporan ;

" Pegawai yany ada dibagian skuntansi dan pelaporan tordividari 80 %
pegawai yang pahem mengenal kegunaan sistem akuntaosi kevangan dan
20 % yang hanya bisa mengeniri laporan kenanganmya saja tanpa mengerti
maksud dan tujuan dari SAK tersebiit. Deéngan kKata Jain tingkat
pemshaman di sntera pegawai baglan akuntansi dan pelaporan masih
berbeda-beda. Walsupun sarana dan prassrana yang tersedin sudah
mencukupi, yaitu dengsn disediskannya perangkat komputer dengan
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aplikasi sistemn  akuntansi instansi yang terbaru dari Departemen
Keuangan.”

Sumber daya manusia merupakan faklor yang paling penting. Pegawai
sebagai sumber daya manusia yang dimiliki UPT sering kali tidak memadai hal ini
dikarenakan tingkat pendidikan, kurangnya motivasi kerja aniar pegawai,
keterampifan dan kurangnya referensi mengenai akuntansi dan pelaporan. SAl
merupekan bukan hal yang baru karena aplikasi ini telah berjalan selama hampir
lima tahun. Kenyataanya di daerah tingkat rotasi pegawal di dalam UPT cukup
tinggl. Pegawat yang felah mampu mengoperasikan SAT dimutasi ke seksi atan
bidang lain atau ke UPT lain dan tidak sempat mengajarkun tentang aplikas: SAY
kepada penggaatinya.

Selain itu sarana komputer yang tersedia khususnya di unit pelaksana teknis
belum semuanya memadai, Yang mengakibatkan data kenangan i Biro Kevangan
Sekretariat Jonderal seringkali terjadi perbedaanfeelisth angka dengan dala
keuangan yang ada di KPPNM. Hambatan lain adalab pengiriman dats keuangan
berupa ADK vang diterima oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal seringkali
rusak/tidak dapat dibuka, sering terlambat pengirimanaya ADK yanp dilerima
seringkali salah isi ke aplikasi SAI, schingga terfadi kesulitan dalam
penggabungan menjadi laporan kenangan departemen.

Strategi implementasi Sistemn Akustansi Keuangan ™ dilihat dari aspek
sumber daya manusia, yang telsh banyak dilakukan oleh Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal, yattu dengan diadakannya pelatiban yang diadakan setabun
dua kali. Mengingat setiap tehun berubah, dengan alasan peayempurnaan atau
penyesuaian dengan perubaban kode anggaran yang biasanya baru dirilis bulan
April. Bulan Januari sampal dengan Maret mengpunskan SAK versi Beta

UNIVERSITAS INDONESIA

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana Ul, 2009



107

{percobaan) yang sering kali masih bermasalah. Walau dinyalskan telah
disempurnakan namun setiap tabun aplikasi SAK selalu memiliki cacat atau
masaiah yang berbeda-beda schingga menghambat penyusunan laporan keuangan.
UPT harus menunggu versi update agar masalah tersebut bisa diatasi, Versi
update muncul beberapa kali dalam setahun.

Komunikasi phmpinan dengan para pegawai di bawabnya sangatlah
berperan  dalam  menyusun laporan keuasgan. Dimana seorang pimpinan
mempunyal fanggung jawab yang besar agar perianggungjawaban laporan
kenangan dapat disajikan secara akuntabel dan tepat waktu. Komunikasi antara
pimpinan dengan pegawal di bawahnya mempunyei maksud untuk memberikan
pengarahan, informasi, imstruksi dan penilsfan kepada bawashannys serta
membernkan informasi tenfang tujuan dan kebijaksanaan organisasi.

Tetapi dukungap dan pengarshan tidak hanya bernpa dukungen dari
pimpinan tertinggi di kantor wilayab atau unit Eselon 1, tetapi juga pimpinan para
petugas/pegawal pelaksana yang menyusun laporan keuangan dengan SAK.

Bila dukungan dari pimpinan baik jop managemeni mauvpun middle
management dianggap belum optimal itu dischabkan karena hampir sebagian top
management seperti kepala kantor wilayah smapun kepala UPT umurmnnya berlatar
belakang pendidikan sarjana hukum,

Strategi pengolahan data pun telah dilaksanakan dengan banfuan internet.
Komunikasi antar Satker dan Biro Keuangan dilakukan dengan pengiriman data

melalui gmall. Namun ¢ara konvensional pengiriman berkas melalui surat pos
tetap dipertahankan,
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Namun dalam hal penyampaian/pengiriman laporan keuangan berupa arsip
data komputer (ADK)) ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, UPT dan Kanwil
sering mengalami keterlambatan. Menurot wawancara dikatakan oleh Kepala Sub
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Rutin 1, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal,
mengatakan bahwa :

“...kebanyakan Satker belum mengirimkan ADK secara tepat wekto,
karena alasan lokesi UPT yang sangat jauh untuk dijangkau oleh
transportssi, belum adanya sumber daya manusianya yang dapat
mengoperasikan  aplikast SAL sotz belum adanys sdanya  savans
komputer...”

Pernyataan s¢rupa jugs dikemukakan cleh Kepala Bagian Akuntansi dan
Pelapoian
“...baru sekitar 80 % Satker yang telah mengirimkan ADK dengan

tepat wokiy, pamun ADK yang diterima di Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal sering kali rusak ketika akan dibuka di aplikasi
Biro Kenangan Sekretgriat Jenderal .” _

Jens laporan kevangan yang dikirim texdiri dari :

1. Laporan kevangan bulanan, yang terdiri dari : laporan realisasi anggaran
dan neraca serla arsip data komputer (ADKD.

2. Laporan triwulanan, yang ferdiri dad : laporan rcalisasi apggaran,
neraca, dan catatan atas [aporsin keuangan berserta arsip data komputer
(ADK).

3. Laporan semeteran, yang terdini dar ; laporan realisasi anggaran, nersca,
dan catatan atas laporan keuangan,

4. Laporan tahunan, yapg terdiri dari : laporan realisasi anggaran, nersca
dan catatan atas laporan keunangan.

Jadwal waktu dan prosedur penyampaian laporan keuangan di linghungan

Departemen Hukum dan HAM :

a. Tingkat satuan keria (UAKPA}
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1). Pada tanggal 7 setiap bulan Kepala Kantor/UPT sclake penanggung
jawab UAKPA melakukan rckonsiliasi denmgan KPPN terhadap
laporan keuangan bulanan.

2) Pada tanggal 10 setiop bulan Kepala Kastor/UPT selaku
penangpungiawab UAKPA  menyampaikan laporan keuvangan
bulanan hasil rekonsiliasi kepads Kepala Divisi Administrasi
Departemen Hukem dan HAM selaku koordinator UAPPA-W di
wilayahnya (dalam media disket).

. Tingkat Wilayah (UAPPA-W)

1) Kepala Divisi Administrasi Departemen Hokem dan HAM selaku
koordinator UAPPA-W melakukan penggabunpan laporan keuangan
bulanan vyang diterima  dari  Kepala Kaotor/lUPT  selako
penanggungiawab UARKPA di wilayabh yeng bersangkutan uniuk
menghasilkan laporan kevangan tiwulanan.

2} Setiap tanggal 7 UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil
Ditien Perbendaharaan terbadap laporan keuangan triwulanan yang
bam lalu,

3) Setiap tanggal 10 UAPPA-W mesyampaikan laporan keuvangan
triwulan yang baru lalu hasil rekonsitiasi kepada Sekretariat Jenderal
¢, Biro Keuangan selaku UAPPA-E] dan UAPA (dalam media
disket},

. Tingkat Eselon 1 (UAPPA-El) dan tingkat Kementrian/Lembaga

(UAPA)
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1y Sekretariat Jenderal selaku UAPPA-E1 dan UAPA melakukan
penggabungan laporan kcuangan triwulanan yang diterima dari
kanwil Departemen Hukum dan HAM selakm UAPPA-W untuk
menghasilkan laporan keuangan semesteran atau tahunan,

2) Sctelzh selessi penyusunan laporsn keuvangan semesteran stan
tahunan Sckretariat Jenderal seloku UAPPA-ED dan UAPA
melakukan rekonsiliasi laporan kevangan semesteran atau fahunan
dengn Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

3) Menteri Huokum dan HAM menyampaikan laporan kevangan
semesteran atau tahunan hasil rekonsiliasi kepada Menteri Keuangan
sesuai jadual wakin yang ditentukan oleh Menteri Keuangen dirana
sebelumnys dilakokan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal
Departemen Hukum dan HAM.

5. 4. Strategi Implementasi Sistem Akuntansi Keusngan (SAK) pada
Sekretariat Jendersl Departemen Hukwin dan HAM serta implikasinya
terhadap kebijakan yang sudah berjalan.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
agar penginiman ADK, 8PM, SPZD dan SSBP dari semua kantor wilayah dan
UPT dapat berjalan lancar sehingga proses penggabungan laporan kevangan pada
akhir tahun tidak terdapat selisih dengan perhitungan yang ada di KPPN yaitu :

1. Setfap bulannya bagian gkuntansi dan pelaporan  menghubungi

jajarannya dibawahnya wniuk mengitdmkan ADK, SPM, SP2D dan

SSBP.
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2. Menerbitkan Surat Teguran yang ditandatangani o¢leh Sckretaris
Jenderal, yang dikirimkan kepada kantor wilayah dan UPT setiap tiga
bulan,

3. Selain itu strategi yang akan dilakukan yaitu untuk tahun 2010 akan
diadakan monitoring setiap tiga bulan sckali,

Namun pada pelaksanaan kebijakan terjadi beberaps hambatan. Sistem
Pengendalian Internal (SPI) belum berjalan lancar, Terungkap dengan wawancara
dengan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan :

.."5¥] kita masih lemnah, artinya dari tingkat pusat ke tingkat Satker masih

belum bisa diandalkan dengan baik, terbentur banyak masalah, seperti

masalah transportasi dan komunikasi, serta faktor lain, mungkin responden

di daerah salah persepsi dalam mengartikan SPI, menurut mereka SPI sudah

dilaksanakan dengan baik...”

Departeroen Hukum dan HAM RI perlu melakuken strategi dalam
melancarkan jalannya implementasi SAK ini, guna meningkatkan opini Laporan
Keuangan dari Disclaimer selama 3 tahon berturat — turut menuju opini Wajar
Dengan Pengecnalian (WDP). Komitmen pimpinan dalam hal ini Menteri Hukum
dan HAM besertz jajaran pimpinan tinggl Eselon 1 sangat memainkan peran
terbukti di angkapkan oleh Kepala Sub Bagian Alantansi dan Pelaporan :

..’Hal pertama yang paling mendasar adalah komitmen dari pimpinan,

artinya komitmen dari setiap lapisan dari pimpinan tingkat setker atan UPT,

tingkat Wilaysh sampal tingkat pusat. Ada keingiman unfuk mervbah
predikat Laporan Keuangan dari Disclaimer menuju WDP /WTP. Akan sia

— gia apabila semangat untuk berubsh misal dari tingkat terendah yaitu

Eselon 4 kebawah jika idak di dukung oleh komitmen pimpinan yang lebih

tinggi...”

Diharapkan dengan sudah mulai terbentuknya komitmen ini dapet menjadi
pemicu atas terbentuk nya jalinan koordinasi birokrasi yang lebih baik anter

semua unsur di dalam implementasi SAK. Keinginan besar untuk berubah ini
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harus di dukung dengan kebijakan Punishment & Reward yang sesuai sebagai
wujud komitmen yang tinggi terhadap peningkatan opini Laporan Keuangan .
Seperti terungkap dalam pernyataan oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Pelaporan :

.. Punishment & reward sudah jelas, kembali kepada komitmen dari
pimpinan di Departemen Hukum dan HAM, Menteri dan Sekretaris Jenderal
untuk mewujudkan implementasi SAK guna meningkatkan predikat
disclaimer k¢ WDP. Walaupun belum ada aturan ataupun petunjuk
pelaksanaan yang mengatur punishment & reward, perwujudannya sudah
mulai diatur dengan ditanda tangani nya MoU antar Pimpinan. Para
pimpinan kantor wilayah menanda tangani Mou dengan Sekretaris Jenderal,
apabila tidak bisa menyajikan Laporan Keuangan yang baik, akan
dipertimbangkan keberadaannya dikantor Wilayah tersebut sebagai
pimpinan, menurut saya hal tersebut bisa dikatagorikan sebagai Reward &
Punishment. Pada level bawah seperti pengelola keuangan sangat perlu
diperhatikan dari sisi insentif yang akan memberi semangat dan motivasi
dalam melaksanakan SAK....”

Sarana dan prasarana adalah penunjang utama implementasi kebijakan agar
berjalan lebih baik. Dalam hal ini peralatan perangkat keras seperti komputer
pengelola keuangan harus terus diberdayakan dan di tingkatkan kemampuannya /

upgrade.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 XKesimpulan

Dari hasil analisis terhadap hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan :

I. Ke-empat faktor yang mempengaruhl implementasi Sistern Akuntansi

Keusngan pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum & HAM yaitu :

Komunikasi

Nilai skor 3.53 yang diperoleh dari hasil survei responden
mengindikasikan bahwa aspek komunikasi berada pada kondisi
cukup batk. Sekretariat Jeaderal melalui vnit Biro Keuvangan telsh
melaksanakan inplementasi Sistern Akuntansi Kevangan, walaupun
masih ada hambatan dalam masalabh pembinsan SAK, komunikasi
Bire Kewangan selaku koordinator dam pembina SAEE pada
Departemen Hukum dan HAM felah terjalin dengan cukup baik
dengan pengelola Laporan Kevangan di tingkat Satker / Unit
Pelaksana Teknis {UPT)

Sumber daya

Aspek sumber daya memperoleh nilai 3.51 yang dapat di indikasikan

berada pada kondisi cukup baik. Pengelola Laporan Keuvangan /
penggung SAK tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam
melaksanskan prosedur pengoperasian aplikasi SAK. Implementast
SAK ditinjau dari aspek ini mendapatkan hambatan dari segl sarana
dan prassrana penunjang dan keterbatasan sumber dana dalam

melaksanakan implementasi SAXK secara maksimal.
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* Sikap
Jumlah skor rala-rata  perolehan pada  aspek  sikap 3.78
mengindikasikan bahwa aspek sikap berada pada kondisi cukup baik,
Sebagian besar unsur dalam implementasi SAK yaitu pengelola
kevangan sudsh melaksanakan ketentuan - ketentuan  dalam
pelaksanaan SAK. Sebagian besar Satker sudali menyadar] bahws
SAK sebagai metode ntama dalam pelaksanaan Pelaporan Keoangan
adalah mutlak harus dilaksanakan. Dokungan para pimpinan Satker
dalam implementasi SAK juga sudah memperlibatkan kemajuvan
seiiring dengan terobosan yang dilakukan oleh pucuk pimpinan ' i
dalam hal inl Menteri Hukum & HAM beserta jataran Eselon 1
dipimpin oleh Sekretaris Jenderal akan membuat Moll berkenaan
dengan tugas Pelaporan Keuangan, antara para pimpinan Satker
setingkat Eselon 1.
s Stoukrur birokrasi

Aspek il berdasarkan survei responden memperoleh total skor rata-
rata dipercieh 3.59 yang mengindikasikan bahwa aspek struktur
birokrasi berada pada kondisi cukup baik. Koordinasi aatar unsur
dalam Departiemen Hukum dan HAM berkensan dengan pelaporan
keuangan telah terbentuk dengan perwujudan jalur birokrasi yang
lebih mudah uwattk memperkecil kesalahan dalam  Laporan

Kevangas.

2. Strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam

mendukung implemeniasi SAK telah dilaksanakan. Sosialisasi SAK
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melalui Program Pendidikan den Latihan tiap tahun telah diadakan.
Penambahan dan perbaikan peralatan piranti keras dan piranti lunak
penunjang aplikasi SAX juga telah berjalan. Perlu ditingkatkan adalsh
Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang melibatkan unsur Inspektorat
Jenderal harus semakin digiatkan dan pembentukas Memorandum of
Understanding {(Mol} antar pejabat tinggi scbagai bemtuk Keseriozan
dalam meningkatkan opini [ aporan Keuangan Departemen Hukum dan

HAM R

#.2 Sarao

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang ingin pencliti sampaikan

bagi perwnjudan Laporan Kevangan yang sesual dengan hasi] implementasi

SAK, adalah sehugai berikut

1#

Sosialisasi implerentasi SAK harus digiatkan melalui monitoring,
bimbingan teknis, vang melibatkan 2 unsur lain diluar SAK, yaitu
Sistern Akuntansi Barang Milik Megara (SABMN) dan Inspektorat
Jenderal. Implementasi SAK adalah bagian dari implementasi SA] yang
terdiri dari SAK dan SABMIN,

Peranan Inspextorat Jenderal sebagai  umsur pelaksana  Sistem
Pengendalian  Internal (SPI}  harus  semakin ditingkatkan dengan
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan dari tingkat Satker sampai

ke tingkat Eselon | dalam periode waktu yang telak ditetapkan,

. Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran pimpinan puncak Eselon I

harus  meletakkan  pelaporan  kevangan  dalam  prioritas  utama

Departemen  dengan  pelaksansan Memorandum of Understanding
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{(Mo]) serta peningkatan insentif bagi pengelola pelaporan keuangan
agar dapat termotivasi dalam melaksanakan Tugas Pokok Fungsi
{Tupoksi} Pelsporan Keuangan dengan baik. Xedua hal ini adalsh
perwujudan dari sistem Reward and Punishment

. Recara aksdemis, disarankan kepada peneliti selanjutoya, agar dapat
melakukan penelitan lebih mendalam berkaitan dengan bmplementasi

SAK.
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PEDOMAN WAWANCARA

(Informan Pejabat Eselon 1II dan IV Pengelola SAK)

A. IDENTITAS DIRI

I. Nama R -

2. Tempat dan fgl. Lahir ..o,
3, Jenis Kelamin Y. DU .2
4, Agama ... NN ... S
5. Alamat S R
6. Pendidikan terakhir  i.......cccomeencnnmsisencsmans
7. Jabatan il % 5 N——
8. Pada UAKPA ...
9. Lama masa hekerja terlilee . ... o

B. DESKRIPSI, PERSEPSI DAN ASUMSI TERHADAP EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA BIRO
KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN HUKUM
DAN HAM R1

Salah satw penyebab predikat disclaimer pada laporan keuangan
Departemen Hukum & HAM RI salah safunya adalah masik lemahnya
Sistem Pengendalian Internal (SPI) sementara hasil survei menunjukkan
bahwa SPI cukup baik diterapkan, bagaimana pendapat Bapak mengenai
hal ini ?

Bagaimana sistem pengawasan dan monitoring penyampaian laporan

keuangan yang biasa dilakukan sebelum SPI di berdayakan?
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Bagaimana scharusnya strategi yang baik menurot Bapak dalam
mewnjudkan Laporan Keuangan yang baik tentunya ada peningkatan
perubahan predikat dari Disclaimer menuju WDP/ WIP?

Bagaimana sebalknya punishment & reward yang fepat dalam
mewujodkan implementasi SAK yang lebih baik ?

VARIABEL KOMUNIKASI

1.

Bire Keuangan sebagai pembina dan koordinator SAK, berdasarkan
survei responden diketahui bahwa banyak hambatan dalam masalah
monitoring, pembinaan, konsultatif berkenaan dengan implementasi SAK,
bagaimana tanggapan Bapak ?

Kunci keberhasilan svatu implementasi kebijakan adalah jaringan
komunikast yang baik antar tiap unsur penggerak implemenfasi tersebnt.
Dalam hal ini bagaimana strategi Departemen Hukum dan HAM datam
menuju implementasi SAK menurut Bapak ?

VARIABEL SUMBER DAYA

1.

Salah satu variabel stama dalam implementasi kebijakan adalah sumber
daya, dalam hat ini snmber daya pendukung implementasi SAK dirasakan
masih kurang dan suvmber dana yang masih sangat terbatas dapat di
atokusikan kedalam implementasi SAK, bagaimana tanggapan Bapak ?

Hasil sprvei membuktikan bahwa sarana dan prasarana penunjang
implementasi SAK masih kurang, bagaimana idealnya sarana dan
prasarana yang tepat, cukup dalam menunjang SAK ?

VARIABEL SIKAP

1.

SAK sebagal sebush mefode, clemen, unsur terpenting dalam pelaporan
kevangan harus 4f dukung oleh semua pihak, bagaimana pendapat Bapak
mengenai perhatian phpinan dalam hal ini kepala Satker / UPT dalam
mendulung implementasi SAK ?

Bagaimana menurut Bapak manfaat dari kebijaken implementasi 5AK
mampu merangsang terselenggarannya laporan keuangan dengan baik ?

YARIABEL STRUKTUR BIROKRASI
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Menurut Bapak apakah struktur Birokrasi Departemen Hukum dan HAM
saat ini sudah menunjang dalam implementasi SAK?

Dalam implementasi SAK diperlukan koordinasi yang baik antar semna
unsur yang terlibat di dalamnya, sementara di satu sisi dituntut utk dapat
melaksanakan implementasi se — efisien mungkin dikarenakan sumber
daya yang terbatas, menurut Bapak bagaimana men-siasati hal ini 7

Bagatmana menuruat Bapak peran dan tanggongjawab pimpinan dalam

proses penyusunan pertanggongiawaban laporan keuangan ?
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TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Akuntansi & Pelaporan,
Bapak Rifqi Adrian : (Dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2009)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1.

Salah satu penyebab predikat disclaimer pada laporan keuangan
Departemen Hukum & HAM RI salah satunya adalah masih lemahnya
Sistem Pengendalian Intermal (SPI) sementara hasil survei
menunjukkan bahwa SPI cukup baik diterapkan, bagaimana pendapat
Bapak mengenai hal ini ?

SPI kita masih lemah, artinya dari tingkat pusat ke tingkat Satker masih
belum bisa diandalkan dengan baik, terbentur banyak masalah, seperti
masalah transportasi dan komunikasi, serta fakior lain, mungkin responden
di daerah salah persepsi dalam mengartikan SPI, menurut mereka SPI sudah
dilaksanakan dengan baik.

Bagaimana sistem pengawasan dan monitoring penyampaian laporan

keuvangan yang biasa dilakukan sebelum SPI di berdayakan?

Laporan Keuangan tingkat dep.Hukum dan HAM yang dibuat oleh bagian
akuntansi sebelum dikirim ke Dep. Keuangan di revisi oleh Inspektorat
Jenderal.  Setelah direvisi dibuat laporan untuk disampaikan ke
Dep.Keuangan dan BPK maupun ke Itjen. Rencana tahun 2009 melakukan

monitoring karena selama ini.

Bagaimana seharusnya strategi yang baik menurut Bapak dalam
mewujudkan Laporan Kenangan yang baik tentunya ada peningkatan
perubahan predikat dari Disclaimer menuju WDP / WTP ?

Hal pertama yang paling mendasar adalah komitmen dari pimpinan, artinya
komitmen dari setiap lapisan dari pimpinan tingkat satker atau UPT, tingkat
Wilayah sampai tingkat pusat. Ada keinginan untuk merubah predikat
Laporan Keuangan dari Disclaimer menuju WDP /WTP. Akan sia — sia
apabila semangat untuk berubah misal dan lingkal terendah yaitu Eselon 4
kebawah jika tidak di dukung oleh komitmen pimpinan yang lebih tinggi

Bagaimana sebaiknya punishment & reward yang tepat dalam
mewujudkan implementasi SAK yang lebih baik ?
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Punishment & reward sudah jelas, kemball kepada komitmen dari pimnpinan
di Departemnen Hukum dan HAM, Menteri dan Sekretaris Jenderal untuk
mewujudkan iraplementasi SAK guna meningkatkan predikat disclaimer ke
WDP, Walaupun belum ada aturan ataupun petunjuk pelaksanaan yang
mengatur punishment & seward, perwujudanaya sudah maulai diatur dengan
ditanda fangani nya Mol antar Pimpinan, Para pimpinan kantor wilayab
ruenanda tangeni Mou dengan Sckrelaris Jenderal, apabila tidak bisa
menvaiikan  Laporan Keuvangan yang bak, akan diperimbangkan
keberadaannya dikantor Wilayah tersebut scbagal pimpinan, menurut sava
hal tersebut bisa dikatagorikan sebagai Reward & Punishment Pada level
bowsh seperti pengelols keusngan sangat peslu diperhatiken dari sisi
ingentif vang akan memberi semangat dan motivasi dalam melaksanakan
SAK.

VARIABEL KOMUNIKASI

i

Biro Keuangan sebagai peraobina dan keordinator SAK, berdasarkan
survei responden diketahui bahwa banyak hambatan dalam masalah
menitoring, pembinaan, konsultatif berkenaan dengan implementasi
SAK, bagaimana tanggapan Bapak ?

Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya duna.
Menurut saya hambalan yang berkaitan denpan masalah monitoring
disebabkan oleh keterbatasan dana, karena banyak sekali Satker / UPT vang
berada di wilayah pelosok masih terbenfur dengan masalah transportasi.
Sehingga menjadi masakah dalam pembinaan yang kita rasakan saat ini dan
dana dalam DIPA wasih belum bisa menutupi biaya operasional tersehut.
Kehanyakan Satker belum mengirimkan ADEK secara tepat waklu, Karena
alasan lokasi UPT vang sangat jauh untvk dijangkau oleh transportasi,
belum adanya sumber daya manusianya yang dapat mengoperasikan
aplikasi SAL serta belum adanya adanya sarana kompuler.

Kunci keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalnh joringan
komunikasi yang baik antar tiap uvasur peaggerak hioplementasi
tersebut, Dalam hal ini bagaimana sfrategi Departemen Hukum dan
HAM dalam menuju implementasi SAK menurut Bapak ?

Setiap buiannya bagian akuntansi dan pelaporan selaku bagian dari Biro
Ksuangan yang notabene adalah pembina SAK menghubungi Kantor
Wilayah yang tersebar di 32 propinsi unluk mengirimkan ADK laporan
keuangan, Dan setiap semester membual surat tepuran bagi Satker yang
mengitimkan ADK. Dengan demikian diharapkan akan tercipta laporan
keuangan Dep Hukum dan HAM yang baik. Saat ini Inspektorat Jenderal
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pun lurun langan delem hal pelaporan keuangan ini. Pada dasarnya
pelapovan keuangan terdif dari 3 unsur penting vaitu SAK pada Biro
Kevangan, SABMN pada Biro Perlengkapan dan Inspektorat Jenderal
sebagai pengawas berfalan pelaporan kesangan.

VARIABEL SUMBER DAYA

i..

Saleh satu varizhel utama dalam implementasi kebijakan adalah
sumber daya, dalam hal inf sumber daya pendukung implementasi
SAK dirasakan masih kurang dao sumber dana yang masih sangat
terbatas dapat di alokasikan kedalam implementasi SAK, bagaimana
tanggapan Bapak ?

Sangat dilematis masalah sumber daya manusia ini karena terbentur dengan
latar belakang pendidikan akuntansi. Saat ini sedang direncakan kedepan
untuk melakukan perekrutan pegawai yang disesuaikan dengan latar
belakang pendidikan, khususnya latar belakang pendidikan akuntansi, Saat
ini banyak sekali latar belakang yang berbeda seperti hukum namun
bertugas sebagai pengelola keuangan,

Hasil survei membuktikan bahws sarana dam prasarana penunjang
implementasi SAK masih kurang, bagaimana idealnya sarama danm
prasarana yang tepat, cokop dalam mepunjang SAK ?

Disatu sist kitla di entut memperbaiki Laporan keuwangan, di sist lain kita
saranz dan prasarang penunjang masih sapgat memprihatinkan, apalags
Satker vang jauh seperti Indonesia imur yang memperlambat Laporan
Kevangan. Masih banyak peralatan komputer yang sebagal sarana pelaporan
kenangan dalam kondisi rusak dan belum bisa diperbaiki.

VARIABEL SIKAP

1.

SAK sebagal sebuah mefode, elemen, unsur ferpenting dalam
pelaporan keuangan harus di dukong oleh semus pihiak, bagaimana
pendapat Bapsk mengenai perhatian pimpinan dalam hal ini kepala
Satker / UPT dalam mendukung implementasi SAK 7

Berkaitan dengan masalah komitmen pimpinan yang telah saya sampaikan
tadi, saat i Pelaporan Kevangan masih dianggap sebagai pelengkap
pekenjaan sajs, belum dianggap sebagai sebuah pekerjaan utama dalam
menjalapkan manalemen keuangan pemerintah. Namun saat ini pama
pimpinan lertinggl kami sudah melakukan terobosan dengan melakukan
Mol mengenai pelaporan keuvangan walaupn belum bisa dilaksanakan
secara maksimal namun sedah bisa dilihat trend positif dari MoU ini
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menunjang Laporan Kevangan. Hal ini terbukt dengan Laporan Keoangan
semester pertama tahun inl

44

Bagaimana menurut Bapak manfaat dari kebijakan implementasi SAK

mampu merangsang terselenggarannya laporan keunangan dengan baik
?

SAK adalah kewajiban bagi Departemesn yang menggunakan APBN,
implementasi SAK sangat baik sckah, karena Laporan Keuangan dapat
disajikan secara computerized, suka tidak suka meaurut saya SAK adalah
kewajiban yang tidak bisa ditawar - tawar,

VARIABEL STRUKTUR BIROKRASE

1

Menurut Bapak apakah struktor Birokrasi Departemen Hukum dan
HAM saat ini sudah menunjang dalam implementasti SAK?

Sistem pelaporan kevangan melalol SAK 1elah diatur secara berjenjang, dari
tingkat Satker sampat hingga tingkat Pasat / Kementerian / Lembaga. Saya
menilal saat ini strokior yaug ads di Departemen Hukim dan HAM sudab
menuniang dan mengacu kepada peraturan vang berkenuan dengan SAK

Palam implementasi SAK diperlukan keordinasi yang baik antar
semua unsur yang terlibat di dalamnya, sementars di satu sisi dituatut
uth  dapat  melaksanakan joplementasi se - efisien mungkin
dikarenaken sumber days yang terbatas, menurut Bapak bagaimana
nmen-giasati hal ini ?

Koordinasi sangat dipsrlukan namun fingkat efektifitas nya yang masih
perlu dipertanyakan, Di Sekretariat Jendesal Departemnca Hukom & HAM
mengingat kita memdiki 33 Kantor Wiayah dengen sistem Birokeast
vertikal, dengan sekitay 765 Satker yang tersebar di Indonesia. Koordinasi

dengan mengeloarkan Surat Bdaran, atau mengumpulkan para pimpinan

Satker melalui rapat koordinasi atan kamd deni pusat datang langsung ke
wilayah melalui monitoring dan Bimbingan Tekuis. Rencana kedepan
komunikasi melalui tele conference dapat menjadi cara ampuh dalam
melakukan koordinasi

Bagaimana menurut Bapak peran dan tanggungjawab pirapinan dalam

proses penyusunan pertanggungiawaban laporan keuangan ?

pimpinan sangat berperan dalam menyusun laporan keuangan. Dimana
searang pimpinan mempunyal tanggung jawab yang sangat besar, karena
laporan keuangan hares disajikan sscara akuntabel dan tepat waktu,
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Wawancara dilakokan dengan Kepala Bagian Akuntansi & Pelaporan, hu
Atikah : (Dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2009)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1.

Salah satu penyebab predikat disclaimer pada laporan kevangan
Departemen Hukum & HAM RI salah satunya adalah masih femahaeya
Sistern  Pengendalian Internal (SPD} sememtara hasil sarvei
menunjukkan bahwa SPI cukup baik diterapkan, bagaimans pendapat
fhu mengensi hal ini 7

Beberapa tahun [plu sisiem pengendalian intern di Sckretariat Jenderal
belumy dijalan kan dengan baik bahkan cenderung fdak pernah, untuk
pengawasan (monitoring) dilaskukan oleh kepala bivo kewangan, kepala
bagian akuntansi dan pelaporan beserta dengan empat kepala sub bagiannya,

namun sejak tabun 2008 SPI telah gencar disosialisasikan dan dilaksanakan

oleh Inspektorat Jenderal.

Bagabmana sistemn pengawasan dan monitoring penyampaian laporan
kenangan yang biasa ditakukan sebelum SPI di berdayakan?

Laporan Keuangan ditingkat paling remdah yaitu Satker mengirimkan
Paporan Keuangan ke Kanfor Wilayah, di gabung dalam aplikasi Wilayah

dan dikinm kan ke Pusat

Bagaimana scharusnya strategi vang batk menorat Thu dalam
mewnjudkan Laporan Kevangan yang baik tenfunya ads peningkatan
perubahan predikat dari Disclaimer menujo WDP / WTP ?

Ada komitmen dari semua unsur yaitu para pengelola kevangan serta harus
di dukung oleh pemimpin kantor dalam hal ini para kepala Satker

Bagaimana sebaiknya punishment & reward yang tepat dalam
mewgjudkan implemeniasi SAK yang lebih baik ?

Penilajan harus adil maksudnya apabila svatu saat sistem ind berjalan, tiap
unsur keusngan harvs dinflal dengan benar, apabila tidak melaksanakan
Laporan Keuangan mungkin Kepala Kantor tersebut bersedia di mutasi
namun apabila berhasi] melaksanakan laporan keuangan maka harus diberi
semacam hadiah
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VARIABEL KOMUNIKAS]

1.

b

Biro Keuangan schagsi pembina dan koerdinator SAK, berdasarkan
survel responden diketahui bahwa banyak hambatan dalam masalah
mogitoring, pembinaan, konsultatif berkenaan dengan implementasi
SAK, bagaimana tanggapan Ibu ?

Sejauh ini Biro Keuangan melahil Bagian Akuntansi & Pelaporan telalt melakukan
proses monitoring, pembinaan serla konsultaif secara maksimal. Baru sekitar 30 %
Satker yang wish mengirimkan ADK dengen fepat wakuy, namun ADK vang
diterima di Biro Kevangan Sekeeizriat Jenderal sering Kalt rusak ketika akan
dibuka di aplikasi Biro Keeangan Sekratarial Jeaderal

Kunci keberhasilan soatu implementssi kebijakan adalah Jaringan
komunikasi yang baik astar fiap wosur pemggerak implementasi
tersebut, Dalam hal ini bagoimana strategi Departemen Hukum dan
HAM dalam menujn baplemeniasi SAK menurut Ibu ?

Dengan adanya koordinasi vang lebdh baik saya rasa akan mewujudkan
implementasi yang lebih baik

VARIABEL SUMBER DAYA

i.

Salah satu variabel wtama dalamn waplementasi kebijakan adalah
sumber daya, dalam hal ini sumber daya pendukung implerseniasi
SAK dirasakan masih kurang don sumber dasa yang masih sangat
terbatas dapat di alokasikan kedalam implementasi SAK, bagaimana
tanggapss Ibu ?

Ya, SAK memang masih terhambat dalam masalah pendanaan.
Implementasi BAK. membuiuhkan dana besar untuk dapat membina SDM
dan pengadaan peralatan pendukung SAK. Pegawal yang ada dibagian
akuniansi dan pelaporan terdii dard - 80 % pegawai yang paham mengenal
kegunaan sistem akuntansi kevangan dan 20 % vang hanya bisa mengentri
laporan keuangannya saja fanpa mengerti maksud dan tujuoan darti SAK
tersebul. Dengan kata lain tingkat pemahaman di antara pegawai bagian
akuntansi dan pelaporan masth berbeda-beda. Walaupun sarana dan

prasarana yang lersedia sudab mencukupi, yaitu dengan disediakannya
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perangkat komputer dengan aplikasi sistem akuntansi instansi yang terbaru

dari Departemen Keuangan.

Hasil survei membuktikan bahwa sarama dan prasarana penunjang
implementasi SAK masth kurang, bagaimana idealnya sarama dan
prasarana yang tepat, cukup dalam menunjang SAK ?

Seperti yang saya katakan tadi bahwa dibutubkan dana besar dalam
menyukseskan SAK

VARIABEL SIKAP

1.

SAK sebagai sebuah metode, elemen, unsur terpenting dalam
pelaporan keuangan harus di dukung oleh semua pihak, bagaimana
pendapat Bapak mengenai perhatian pimpinan dalam hal ini kepala
Satker / UPT dalam mendukung implementasi SAK ?

Saat ini perhatian Kepala Satker sudah menunjukkan perbaikan, sebagian
kepala kantor telah menunjukkan keperdulian yang tinggi terhadap Laporan
Keuangan -

Bagaimana menurut Ibu manfaat dari kebijakan implementasi SAK
mampu merangsang terselenggarannya laporan keuangan dengan baik
l"

SAK adalah satu — satu nya alat untuk mewujudkan Laporan Keuangan
Departemen / Kementerian

VARIABEL STRUKTUR BIROKRASI

1.

Menurut Jbu apakah struktur Birokrasi Departemen Hukum dan
HAM saat ini sudah menunjang dalam implementasi SAK?

Saat ini sistem Birokrasi telah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih
baik. Sangat terasa perbedaannya dibandingkan beberapa tahun yang lalu

Dalam implementasi SAK diperlukan koordinasi yang baik antar
semua unsur yang terlibat di dalamnya, sementara di satu sisi dituntut
utk dapat melaksanakan implementasi se - efisien mungkin
dikarenakan sumber daya yang terbatas, menurut Ibu bagaimana men-
siasati hal ini ?

Diperlukan sebuah tim besar yang solid dalam melaksanakan SAK
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Bagaimana menurnt Ibu, peran dan tanggungjawab pimpinan dalam
proses penyusonan pertanggungjawaban Japoran kenangan ?
Pimpinan ada individu pengambil keputusan, perannys dalars Laporan

Keuangan sangat penting dan sangat vital
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DAFTAR KUESIONER BAGI PENGELOLA SAK

PETUNJUK PENGISIAN

A. Kuesioner ini sengaja tidak mencantumkan nama responden desgan harapan

Bapak / Ibu dapat mengisinya se-obyektif mungkin (apa adanya sesuvai

dengan fakta}, karena itu saya menjamin bahwa jawaban dari Bapak / Tbu

tidak akan diketahui orang lain atau pihak manapun. Atas perhatian dan

kerjasamanya saya megucapkan terima kasih.

B. Berikan tanda “X” pada salah satu pilihan yang tersedia di bawah ini.

No. Responden (Kosongkan)

Jenis Kelamin : o [aki—Laki e Perempuan

Usia :®8<25Th #25-35Th ®35-45Th
Pendidikan : @ SMU / Sederajat e S] e 82 *

Unit Kerja/Bagian :

Lama Bekerja :@#0-5Th 5-10Th e 15-20Th

®>45Th*

e>20Th*

Keterangan :

* Lingkari pilihan identilas yang Bapak / Ibu pilih
1.(5TS) : Sangat tidak memahami

2. (TM) : Tidak Memahami

3. (RR) ! Ragu — Ragu

4. (M} : Memahami

5. (SM) : Sangat Memahammi

DA¥TAR PERTANYAAN

BAGIAN I
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

STS

™ RR M

SM

Selujukah Bapak / Ibu bahwa SAK sebagai adalah
aplikasi yang ftepat dalam mewujudkan Laporan
Kevangan yang relevan, andal, dapal dibandingkan, serla

dapal dipahami ?

Apakah menurut Bapak / Tbu keberadaan aplikasi SAK
sudah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang lepal
bagi sebuah Laporan Kewangan Kementerian /

Deparlemen ?
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Menarut Bapak 7 Ibe apakah implementasi SAK sedsh
tupat dan tdak periu ditingkatkan ?

Menwent Rapak / Ibv apskah peratsrsn pelaksenass
pelaporan kewingan sudab cokup disasislicasilan 7

Manueat Bapak / 1hu apakah Sistein Pengendalian Intornal
8PN dudam menuniang Laporss Keuangsn  sodah
dilaksanakan dengan baik ?

mglementas! 3AK peda Peparemcs Hulum & HAM
atdaish salah saiv penuniang visi dan misi Deparlemen

BAGIANH
KOMUNIKAS]

Ny

EOMUNIRAS]

5T8

™

SmM

Apskah Bapak / 1bn memahand @elang maksud dan
higjaan dag gplikasi SAK 7

Setainkah Bapak / 1by bahwa Satker (TJAXPA) selama ini
mendapaikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan
aplikasi SAK.

Setujukah Bapak / Teo bahwa kemuvnikasi antar Satker
(VAKPA)Y dengan Biro Keuanpan sebagai Pembina SAK
selamy  ini  tidak mengalami heambatan  sehingpa
pembingan yang dilakukan oleh Bire Kewangan borjaian

tancar ¢

Selujekah Bapak / u bahwa Satker {UAKPA) selalw
beekonsulast dengan Biro Ksuangen scbagal Pembina
SAK setiap menghadapi kesulitan di dalam pongoperasian
SAK ?

Setgivkab Bapek / thu bebwa iformast / pelaghen SAK
dilakakan secars konsisten 7

Bagaimans pencspaian hasil implementssi aplilasi SAK
dapsi dipenshd dengen neladhen vang eiah difakukan ?
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BAGIAN II1

SUMBER DAYA
1 2 4 5
No SUMBER DAYA
STS ™ M SM

1 | Apakah jumlah petugas / operator pengelola SAK lelah

memadai untuk mendukung pelaksanaan aplikasi SAK ?
2 | Apakah sumber daya manusia pengelola SAK dikanlor

Bapak / Thu telah memahami prosedur pengoperasian

aplikasi SAK ?
3 | Setujukah Bapuk / Ibu bahwa petugas / operator aplikasi

SAK sudah memiliki kualifikasi yang diperlukan uniuk

melaksanakan aplikasi SAK ?
4 | Selwjukah Bapak / Ibu bahwa sumber daya manusia

pelugas / operator pelaksana aplikasi SAK 1elah memiliki

pengetahuan tenlang pengoperasian SAK ?
5 | Setujukah Bapak / Ibu bahwa dalam pelaksanaan SAK

diperlukan sumber dana yang memadai ?
6 | Setujukah Bapak / Ibu bahwa Satker (UAKPA) telah

mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk

mendvkung pelaksanaan aplikasi SAK?

BAGIAN IV
SIKAP
) { 2 4 5
No SIKAP
STS ™ M SM

1 | Setujukah Bapak / Ibu bahwa selama ini Satker (UAKPA)

selalu mentaati dan melaksanakan keteniuan — kelentuan

yang telah diatur di dalam pelaksanaan SAK ?
2 | Setujukah Bapak / Ibu bahwa selama ini Satker (UAKPAY)

selalu mengirim laporan lepat waktu sesuai jadwal yang

telah ditetapkan ?
3 | Serujukah Bapak / Ibu bahwa SAK sebapai suatu metode

pelaporan keuangan harus di dukung oleh seluruh Satker

(UAKPA)?
4 | Setujukah Bapak / Ibu bahwa setiap aparat pelaksana

pelaporan keuangan telah melaksanakan lugasnya cengan

penuh kesadaran dan langgung jawab ?
5 | Bagaimana perhatian pemimpin Satker lerhadap

implementasi aplikasi SAK ?
6 | Bagaimana manfaal kebijakan implementasi aplikasi SAK
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mampe merangsang iorsclenggaranyva laporan keuangan

dungan baik ?

BAGIANY
STRUKTUR BIROKRAS]

Ne

STRUKTUR ORGANISASE

SY8

M

Sotelukah Bapak / Ibu bahws dalam peng-implementasian
SAK weish ade prusjuk pobskeanase 2iae prosedar
opbrasi kerja 7

Setujukaty Bapak / Ibu bahwa SAK dilaksanakan melalvi
koordinasi dengant memperibmbangkan efisienst dalam

pesggunaan sumber daya yang terbatas ?

Setajuksh Bapak / Tha habwe strukine birokrasi yong ada
sudah tepat & dalam mendubung peiaksanasn aplikast
BAK?

Setejuksh Bapak / Ihu balwa SAK dilakisanakan melalui
kooedinasi  agar  Kescragaman  <alam  melaksanakan
kebijakan 7

Selujukah Bapak / Ibu balwa SAK ditaksanakan melalui
koordinasi guna mempeekecil kemungkinan terjadinys
kesatahan T

Setuiukal Bapak 7 Bax balivws kewsnangan vaspg dmmiliks

polages / eperetor ontuk mejaksanskan SAXK lerschwt

tidak Umpang tadik dengan kewsuangan pelugas lsinnya

¥

Apskah kewenangan ying 1elab diberikan kepada petugas
/ operator pengelola SAK wiah ditaksanakan dengan baik
sesust deagan lugas yang tebah o senenatkan ¢

TERIVA KASIH
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Variabel Komunikasi

Siatistics
Pernyatasant Parnyalzan? ! Pernyataand | Pemvyataané
N Valid 88 88 88 a8
Missing i ¢ g 0
Mean 4.0808 3.3864 29773 3.4205
8. Error of Mean 05271 .0B618 59140 1048
Median 4.6000 30000 3.0000C 4.0080
Mode 4.00 200 308 4400
Std. Deviation 48448 L0848 HH73 1.03637
Yarigned 248 854 T35 1.074
Range 3.00 4.00 8.00 4.00
Minimeum 200 1.00 1.00 1,00
Maximum 5.00 5,00 400 500
Sum 286,00 298,00 282,00 30100
Statistics
— Porayatasnd | Pemyataant
] Valid £n &8
Missirg H] g
HMoan 3.7841 3.6682
Sid. Error of Maoan 10022 07884
Median 4 00GH 40005
Mode 4.00 4,00
Sud, Deviation L4015 Jracte sy
Varignce 884 Ba7
Hange REEL e E
#inimum 200 2.6¢
Maximum B.00 500
Bum 33300 314,60
Frequency Table
Perayataant
Cumulative
Freguanty Percent Yalid Parcent Fareent
vaid 200 1 1.1 1.1
ags 4 4.8 4.5 5.7
4.0 €9 78.4 8.4 g4.1
506 14 15.9 159 1400
Total 84 1009 000
Pernyataan?
Cumuislive
Frequency Parcent Valid Pargent Percent
valid 100 3 3.4 3.4 24
2.00 2 2.3 2.3 57
3.00 44 54 8 545 60.2
4400 28 31.8 318 92.0
840 7 80 8.0 100.0
Total as 100.0 160.0
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Pernyatasn3

Cumulative
Freguency Percent Valid Percant Percent
Yalid 1.00 4] 57 b7 87
2.00 18 20.5 205 26.1
3.00 39 44.3 443 0.5
4.00 28 285 245 0o
Toia a8 1000 10060
Pernyataand
Cumulative
Freguancy Percent Valid Percent Percent
Valid 1.00 a 3.4 34 24
2.06 15 174 17.9 HLE
300 24 273 o 47.7
4,00 34 38s 388 £8.4
500 iz 36 128 196.0
Toiad 88 1000 1000
Fernyataans
Cumulative
Freguarncy Percent Salid Porcand Percent
Vakd 200 11 12.5 1258 12.6
360 17 183 1493 318
4.00 4 455 &55 7r.B
500 20 227 b2 g 1O0.0
Total a8 10060 100.0
Pernyataané
Cumuistive
Eraquency Paroent Vald Peroent Pornent
Vakd 200 8 9.1 8.1 g1
360 27 30.7 867 388
486 A8 545 545 94.3
500 5 5.7 8.7 106.8
Tatai e 100.0 100.0
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Jumiak

Cumulalive
Fraguanoy Parcent Yalid Percent Percerd

Valid 1500 4 4.5 45 35
18.00 2 23 23 5.8
17.60 4 4.8 45 1.4
18.00 9 02 10.2 218
19.00 12 138 1386 3.2
20.60 16 8.2 18.2 534
21.00 1 11 1.1 545
22.00 3 3.4 34 58.0
23.00 ¥ 8.0 3.0 65.9
2400 18 216 a1.8 B7.5
25.00 2 2.3 23 89.8
268.00 1 1.1 1.1 80.9
27.00 6 6.8 6.8 ar.7
28.00 2 2.3 23 1600
Total 88 100.0 100.0
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Variabel Sumber Daya

Statistics
Pernyataani Pernyataan2 | Permnyataan3 | Pernyataand
N Valid 88 88 88 88
Missing 0 0 0 0
Mean 3.0795 3.4205 3.6364 3.6250
Std. Error of Mean .09455 .10564 .09169 .07804
Median 3.0000 4,0000 4.0000 ' 4.0000
Mode 3.00 4.00 4.00 400
Std. Devialion 88696 99101 86012 .73207
Variance 787 .882 740 536
Range 4.00 4.00 3.00 3.00
Minimum 1.00 1.00 2.00 2.00
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00
Sum 271.00 301.00 320.00 319.00
Statistics
Pernyataan5 | Pernyalaan6
N Valid a8 g8
Missing 0 0
Mean 4,4205 2.9545
Std. Error of Mean 07357 o412
Median 5.0000 3.0000
Mode 5.00 3.00
Std. Deviation 69019 .88290
Varlance A76 .780
Range 2.00 4.00
Minimum 3.00 1.00
Maximum 5.00 5.00
Sum 389.00 260.00
Frequency Table
Pernyataani
Cumulative
Frequency Percent Valig Percent Percenlt
Valid 1.00 4 4.5 4.5 45
2.00 13 4.8 148 19.3
3.00 49 55.7 B5.7 75.0
4.00 16 18.2 18.2 93.2
5.00 6 6.8 6.8 100.0
Total 88 100.0 100.0
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Pernyataan?

Curnulative
Bronuency Percent Yalid Percend Percent
Yahd 1.64 3 2.4 34 34
200 i4 i8.8 i858 8.3
3.08 23 28.1 28.1 455
4,08 38 443 443 858
860 o 6.2 8.2 160.0
Total a8 1000 1000
Pernyataand
Cumuiative
_ Frequency | Peorcent | Valid Percent Percent
Valia | 2.00 11 125 125 12.5
300 21 3.5 23.8 36.4
400 45 51.1 511 87.5
5400 kE: 2.5 125 10C.0
Tedml B2 18583 108.0
Pernyatzans
Cummulative
Fraguenny Earcent Vafid Percent Parcent
Valid 200 5 5.7 5.7 5.7
B a3 as5.2 35.2 40.9
484 44 504 50.0 90.9
530 8 a1 8.1 100.0
Fotal 88 1G04 100.0
Parnyataans
Cumutative
Fregquency Percent Valid Percent Parcant
Valid  2.00 10 1.4 11.4 11.4
4.00 31 38,2 35.2 458
5,00 47 683.4 53.4 700.0
Total 134 100.0 100.0
Parnyataans
Cumetative
Fragquency Paroomn Valid Perceri Parcent
Valid  1.00 B 81 a1 a3
200 1 128 12.5 2186
9.4 47 Hia 58.4 75.0
4.50 21 23,8 £3.9 839
5.80 1 1.1 1.1 1000
Tolal 88 10,6 1GL.0

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana Ul, 2009

Page 2

[



Jumizh

Cumulative
Eroquency Perreent Valid Percent Percent

Valid 1500 7 B0 8.0 a0
16.00 4 4.5 45 i2.5
17.00 3 3.4 3.4 15.9
18.00 7 B0 8.0 a3.9
18.00 1 1.4 1.1 250
20,00 g 10.2 10.2 35.2
21.00 19 i14 11.4 48.8
2800 12 13.6 13.6 60.2
2300 15 17.0 17.0 773
24.00 12 13.8 13.8 9G.5
25.00 4 4.5 45 93.5
26.00 2 23 23 97.7
28.00 2 23 2.3 1000
Total 8 100.9 100.4

Faktor-faktor Yang..., Kelly Antonio Fernando, Pascasarjana Ul, 2009
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Variabe! Sikap

Siatistics
Pernyataani Pernyataan2 | Pernyataand | Pernyataand
N Valid 88 88 88 g8
Missing 0 0 0 0
Mean 3.4545 3.3864 4,3636 3.9205
Std. Error of Mean .0883g9 09061 07782 09592
Median 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000
Mode 4.00 3.00 4.00 4.00
Std. Deviation .82920 .85004 7300 .B9983
Variance .688 723 .533 810
Range 3.00 3.00 3.00 3.00
Minimum 2.00 2.00 2.00 2.00
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00
Sum 304,00 298.00 384.00 345.00
Statistics
Pernyataan5 | Pernyataan6
N Valid 88 a8
Missing 0 0
Mean 3.6705 3.9205
Std. Error of Mean 09524 08117
Median 4.0000 4.0000
Mode 4.00 4.00
Std. Deviation .B9342 76145
Variance .798 .580
Range 4.00 3.00
Minimum 1.00 2.00
Maximum 5.00 5.00
Sum 323.00 345.00
Frequency Table
Pernyataani
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percenl
Valid 2.00 15 17.0 17.0 17.0
3.00 22 25.0 25.0 42.0
4.00 47 93.4 53.4 95.5
5.00 4 4.5 45 100.0
Total a8 100.0 100.0
Pernyataan2
Cumulativa
Frequency Psreent Valid Percent Percent
Valid 2.00 13 14.8 14.8 14.8
3.00 ) 36 40.9 40.9 55.7
4.00 31 35.2 35.2 90.9
5.00 8 8.1 a1 100.0
Total 88 100.0 100.0
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Pemyataand

Cumuialive
Froguency Fercent Vaixd Percent Percent
Yahid 200 4 4.5 45 4.5
2048 i 3.1 1.1 57
408 42 47.7 47.7 534
8.404 44 488 468.8 1000
Tolal 88 1000 100.0
Pernyalaans
Cumuistive
Fraquency Hargent Yaid Percent Percent
Valid 200 § &8 8.8 6.8
3800 21 23.5 £23.9 30.7
456 a5 33.8 358 705
500 25 285 29.5 100.0
Tetat 88 100.0 100.0
Pernyaiaans
Cumulative
Frequenay Parcent Valid Percent Percent
Vaid | 100 2 23 2.3 2.3
200 3 3.4 3.4 5.7
3.00 a3 375 375 43.2
4.00 34 38.6 38.6 81.8
5.00 16 18.2 18.2 100.0
Total B8 100.0 100.0
Pernyataant
Cumaulative
Fraguengy Pergent Valid Percant Percant
Valid — 2.00 4 4.5 45 4.5
3.00 17 143 193 238
400 48 887 857 735
5.90 18 205 205 1600
Total 88 0.9 1640.4
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Jumbah

Cumuialive
Fraquenty Percem Yalid Percent Percent

Valid  15.00 k| i1 [ 1.1
16.00 3 1.1 i3 2.3
17,400 2 2.3 23 45
18,90 8 6.8 g8 114
19400 g 68 8.8 i8.2
2000 7 8.0 849 26.1
2%.00 7 8.0 8% 344
z2.00 33 114 11.4 455
2306 12 {38 38 £8.1
24400 18 18.2 8z 77.3
2800 4 3.5 4.5 31.8
2500 5 57 8.7 87.5
2700 3 34 34 s0.8
2800 2 2.3 2.3 23.2
2800 z 23 2.3 8558
30.6H 4 48 45 100.0
Toaal 88 H10.0 100.0
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Variabel Struktur Birokrasi

Statistics
Pernyataani | PernyataanZ | Permyataan3 | Pernyataand
N Vaiid 88 88 a8 By
Missing 0 L Q 0
Mean 34402 3.6477 24318 42150
8, Error of Mean 07470 08855 Q6217 L5703
Medinn 40000 4006006 3.6000 40000
Mode 4,00 4.00 3.00¢ 4.00
Std. Devigtion 70070 82101 583820 53488
Varlancs 481 BY1 340 i1
Hange 340 4.00 2.00 200
Minimum 260 1.00 200 ang
Baxirrnan 560 500 4.00 5.00
Bun 347.00 321.00 302.00 371.0640
Siatictics
Permyataant | Permnyaizant | Pemwalaan?
M Vahd 88 83 88
Miaging g 4] )
Mean 42158 3.9081 3.8081
S, Error of Mean 06555 8648 38051
Medisn 4.0000 4.0060 450480
Muoade 4.4 4.0 4.90
8. Deviation 51403 81138 BH2E0
Variance 378 658 J27
Range 2.60 .04 400
Minirmum 2.00 2.60 140
Maxirmurm 5.00 500 590
Bum 371.00 344 .00 344 00
a, Mulliple modus axisi. The smallest value is shown
Frequency Table
Pernyataani
Cumuiative
Fraguency Percent Valid Percent Parcent
Valid | 2.00 3 3.4 3.4 3.4
200 15 7.6 17.G 20458
489 54 51.4 1.4 8.8
£00 14 8.2 18.2 16040
ot 88 100.G 10C.C
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Pernyataand

Comulative
Fraquency Parcent Valid Percenl Parcent
Valid 1.00 3 3.4 34 3.4
200 & 45 44 8.0
3.00 21 238 239 ate
4,60 53 80.2 80.2 g2.0
580 7 8.0 8.4 100.0
Foial 1) 1G5.0 100.0
Pernystaand
Cumulative
Fracuenoy Paoropr Yalid Percent Percard
Vaid 200 4 45 45 45
200 42 4v.7 47.7 524
400 42 477 473 1000
Total B3 R0 1000
Fermyataand
Cumulative
[ Freguenoy Percent Valid Parcent Parcent
Valid 304G & 87 5.7 87
4,00 BY &7.0 67.0 727
500 24 213 2743 100.0
Total 88 100.0 100.0
Pernyatanns
Cumuistive
Frequency Parcent Yalid Poreant Poresat
Valia 200 % 1.4 1.1 $.1
3.00 8 8.8 6.8 89
4.00 54 614 81.4 £8.3
5.00 &7 307 307 1000
Total ag 168.0 140.0
Pornyataant
Cumuiative
Fraguenty Foroerm Valid Parcerd Parocenst
vaid 200 2 a4 3.4 3.4
300 24 ars eF.3 367
400 a8 4475 44.3 75.0
540 22 250 254 100.0
Total 88 1060 100.0
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Pearnyatzan?

Cumulalive
Frequenoy Pgroant Yalid Percent Parcent
Valid 106 i 11 1.1 1.1
2.0 3 34 34 45
3.400 21 239 2338 Z284
4,06 41 486 488 75.0
5400 22 750 250 180.0
Total 88 100.0 1000
Jumizh
Curmnuigtive
Frenuenoy Pereent Valig Percent Percent
Valid 1800 1 1.4 1.3 1.1
1740 3 34 3.4 4.5
20.00 3 34 Z4 89
24,00 14 5.5 158 23.8
2200 g 5.7 57 285
2300 11 12.5 125 420
2400 27 3a7 < ie 7237
2800 13 14.8 14.8 B7.5
2800 7 89 8.0 85.5
27080 1 1.4 1.4 98.5
29.00 3 34 34 100.0
Tolal 88 1000 Q0.0
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